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ABSTRAK
Nama : Anak Agung Ayu Ari Widhyasari
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul . Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi oGmafis Terhadap Hasil
Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupd&angli, Propinsi
Bali ( Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukumikasi Geografis Kopi
Arabika Kintamani)

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang wajib
dilindungi. Dalam Undang-Undang Merek yaitu Unddhgdang Nomor 15 Tahun 2001 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentatigasi Geografis telah dijelaskan secara
garis besar perlindungan hukum Indikasi GeogaHjzat diberikan apabila pendaftarannya telah
dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi Geografialau untuk menjamin kepastian hukum.
Jangka waktu perlindungan dapat berlangsung séidakaterbatas selama ciri dan/atau kualitas
yang menjadi dasar diberikan perlindungan masih auionesia yang sebagai suatu negara
kepulauan sangat terkenal akan hasil kekayaan gkan8alah satu hasil kekayaan alam yang
terkenal adalah Kopi Arabika Kintamani yang beragali Kabupaten Bangli, Propinsi Bali.
Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi AkabiKintamani tersebut sangatlah
diperlukan, karena sumber perekonomian pendudekngett adalah berasal dari penjualan kopi
tersebut. Sehingga apabila perlindungan Indikasag@Gdis tersebut dapat terlaksana dengan
baik, maka dampak positif yang diperoleh masyaraka¢mpat sangat banyak terutama dari
bidang perekonomian.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Kopi Arabika Kimbzni.

Vi
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ABSTRACT
Name : Anak Agung Ayu Ari Widhyasari
Study Program : Magister of Notary
Title : Optimalization bégal Protection of Geographical Indication Towtre

Natural Resources of Local Society in KintamanstBet of Bangli, Bali
Province ( A Study Upon Legal Protection of Geodiegl Indication of
Kintamani Arabica Coffee)

Geographical Indication is a form of Intellectuabperty Rights that has to be protected.
Trade Mark Act Number 15 of 2001 and GovernmerguRdion Number 51 of 2007
concerning Geographical Indication has stipulated general legal protection in which
Geographical Indication protection could be given its registration has been done.
Geographical indication registration purpose isrsure legal certainty. Duration of
protection may last indefinitely as long as traitsl / or quality as the basis of the protection is
still there. Indonesia as an archipelagic Statekwis very famous for its natural resources. One
of its natural resources is the famous Arabica @offom Kintamani Bangli District, Bali
Province. Protection of Geographical Indication&oftamani Arabica Coffee is
very necessary, because the source of the locaitgsc income is derived from the sale
of coffee. Hence if the protection of Geographiedications can be well accomplished, the
local society would get many benefits especiallthe economic field.

Key Word: Geographical Indication, Arabica Kintam@&offe
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang M asalah

Pergerakan barang-barangiqvement of goodsjan jasa ifivisible tradé
melalui transaksi-transaksi yang melintasi batagiaree membutuhkan suatu
mekanisme perdagangan yang terorganisir. Hal imicwe keterlibatan Indonesia
dalam World Trade OrganizatiofWTQO). WTO sebagai organisasi perdagangan
dunia telah memperkenalkan pemikiran mengenai “@@&mbnan berkelanjutan”
(sustainable developmgntalam memanfaatkan kekayaan dunia dan kebutuhan
untuk melindungi kelestarian lingkungan. WTO jugangakui adanya upaya-upaya
positif guna mendapatkan kepastian bahwa negam@aeg@ng sedang berkembang
dan kurang beruntung untuk mendapatkan perkembapgag lebih baik dalam
perdagangan internasiorfalPasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian
Organisasi Perdagangan DunidAgfeement the Establishing World Trade
Organization)melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, makanedia terikat
dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya terdl@ngan persetujuan ini.
Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisagdalah hukum yang terkait
dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Harmonisagium sangat penting dalam
hukum perdagangan internasional. Mengenai harmgnisarsebut, Clive M.
Schimitthoff mengatakan para pedagang mengakipatadanya harmonisasi hukum
yang baik di antara negara di dunia, transaksigggmgan sulit untuk dapat berjalan

dengan lancar dan pasti.

! Huala Adolf,Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantdakarta: RajaGrafindo
Persada, 2005), him. 118.

2 Huala Adolf,Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasior@andung, Refika Aditama, 2007),
him. 30.
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Secara umum, pengertian Hak Kekayaan Intelektuphtddideskripsikan
sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lamgnkakemampuan intelektual
manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikanagaeb hak atas kekayaan
mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnyanghasilkan karya-karya
intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastrapkegin dan untuk mewujudkannya
membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, itaam Adanya pengorbanan
tersebut menjadikan karya intelektual tersebut edinmemiliki nilai. Apabila
ditambah dengan manfaat ekonomi yang dinikmati,amalai ekonomi yang melekat

menumbuhkan konsepsi kekayaproperty)terhadap karya-karya intelektual tadi.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri menurut David Baitige dikatakan :that
area of law wich concerns legal rights associateth wreative effort or commercial
reputation and goodwill’ Konsepsi yang dikemukakan oleh David ini nampak
sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ins lsgbab mengkaji masalah Hak
Kekayaan Intelektual pada akhirnya semua akan mmanpada konsep hukum
terhadap hasil-hasil karya intelektddbi Indonesia sendiri, peraturan mengenai Hak
Kekayaan Intelektual baik dalam bentuk undang-ugdaningga derivasi
kebijakannya, diatur secara terpisah sesuai dergsil-hasil karya intektual.
Pemisahan ini dapat dilihat pada peraturan mendelacipta, peraturan mengenai
hak merek, peraturan mengenai desain tata letkkitsterpadu dan lain-lain yang

memiliki objek perlindungan tersendiri.

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektualihlebominan pada
perlindungan individual, namun untuk menyeimbangKegpentingan individu
dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak ydaka Intelektual

mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

¥ M. Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudihlak Kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) tam.3

“ibid,.him.33-34
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1. Prinsip keadilan (the principle of natural justice)
Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang beker@mbuahkan hasil dari
kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalambalan tersebut
dapat berupa materi maupun bukan materi seperthgdaasa aman karena
dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukuramberikan perlindungan
tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatudssian untuk bertindak
dalam rangka kepentingannya tersebut, yang diseakit

2. Prinsip ekonomi (the economic principle)
Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yangabal dari kegiatan
kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yandgsgieesikan kepada
khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang m@nmmianfaat serta
berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudsigh bahwa
kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manysiag menjadikan hal itu
suatu keharusan untuk menunjang kehidupan dalanyareisat.

3. Prinsip kebudayaan (the culture principle)
Kita meng-konsepsikan bahwa karya manusia itu gealakatnya bertujuan
untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari katygpula akan timbul
suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lelahyak karya lagi.
Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan danepdr&ngan ilmu
pengetahuann, seni, dan sastra sangat besar arioag peningkatan taraf
kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip social (the social principle)
Hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikapakla perseorangan
atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, dktapi pemberian hak
kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu didoerdan diakui oleh
hukum, oleh karena dengan diberikannya hak terskgp&da perseorangan,
persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentinglamubemasyarakat akan
terpenuhi.

Menurut ketentuan TRIPs Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights )yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual seqdadal, Hak Kekayaan
Intelektual dapat dikelompokkan menjadi delapandagang masing- masing terdiri
dari ?

Copyright and related rights
Trademark
Geographical Indications

Industrial Designs
Patents

arnNpE

® Bambang KesowoGATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKDakarta :
Mahkamah Agung , 1998) him.1
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6. Layout Design (topographies)of integrated circuits

7. Protections of Undisclosed Information

8. Control of Anti- Competitive Practise in Contracklizcences

Dengan disetujuinya Undang-Undang akhir putarangUay (GATT) pada
tanggal 15 Desember 1993 dan diratifikasi padarbalaril di Marokko oleh 117
negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIPgimy merupakan bagiannya, bagi
para anggotanya termasuk Indon&sl@engan adanya persetujuan TRIPs tersebut
akhirnya memaksa Indonesia untuk menyesuaikan @arbbhentuk peraturan
perundang-undangan di bidang Hak Milik IntelektUggrbitnya beberapa peraturan
dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual setidaknyenbexikan dampak yang positif
bagi perkembangan perdagangan dan perekonomiameada batasan dan ukuran

yang jelas tentang perlindungan Hak Kekayaan Ikifigde.

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dari segi pamgathukum sudah sangat
lengkap. Bahkan ketentuan hukum Hak Kekayaan kite yang sudah dibentuk
merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan keterrHak Kekayaan Intelektual
pada tingkat internasional, terutama dengan kesenfiRIPs. Hal ini dilakukan
karena Indonesia merupakan negara yang telah ikuta smenjadi anggota
GATT/WTO melalui proses ratifikasi dengan Undangdeing Nomor 7 Tahun 1994
tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagabgaia. Seperti yang kita
ketahui GATT (General Agreement on Tariff and Trad@erupakan perhimpunan
negara-negara dalam sektor internasional untuk kuleda suatu persetujuan
mengenai tarif dan laju perdagangan internasid@edkembangnya GATT membuat
negara-negara internasional membuat suatu orgarpsadagangan internasional
yang sekarang ini lebih dikenal dengan W™Mofld Trade Organization).

® H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellect@abperty Rights).
(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2004)him.206

7 Muhammad SoodHukum Perdagangan Internasional Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2001). HIm 17
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Berdasarkan hal tersebut di atas konsekuensi lsgikatin Indonesia menjadi
anggota GATT/WTO adalah memposisikan Indonesia ateispatu negara yang siap
melakukan persaingan pada era global. Hal tersedsuai dengan pendapat Selo
Soemardjan yang berpendapaicbalisasi mengimplikasikan terbentuknya sistem
organisasi dan komunikasi antar masyarakat di sghludunia mengikuti sistem dan
kaidah-kaidah yang sant.Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota GATT/ WTO
menjadi jembatan untuk bersaing dalam bisnis pemigan internasional. Persaingan
pada era global salah satunya akan ditandai depgeaingan yang akan diwarnai
dengan penekanan pentingnya perlindungan baranogasa yang tentunya berbasis
pada Hak Kekayaan Intelektual.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yasapgat pesat, juga
mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual.tl@rang atau jasa yang hari
ini diproduksi di satu negara, di waktu yang saslaht dapat dihadirkan di negara
lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam pnossekiksinya telah menggunakan
Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian jugahtetenghadirkan Hak Kekayaan
Intelektual pada saat yang sama ketika barang @sa yang bersangkutan
dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayateiektual dengan demikian
juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk roefh@arang atau jasa sebagai
komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi baratay jasa dari kemungkinan
pemalsuan atau dari persaingan curang, juga b&edtituhan untuk melindungi Hak
Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau umekproduksi barang atau jasa

tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak tededi bagi merek’

Kondisi seperti ini sangat dirasakan oleh bangdariasia ketika barang atau
jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi méd&h karena itu, berangkat

dari kesadaran seperti ini di Indonesia telah dilwralang-undang yang mengatur

8 Aim Abdulkarim, Kewarganegaraan( Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2004), him 94.

° Budi Agus Riswandipp.cit,him 82
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secara khusus tentang merek. Kini Indonesia telamihiki satu produk Undang-

Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahurii200

Undang-Undang Merek di Indonesia telah mengalambetspa Kkali
perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 hahl961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian dipedbaleamgan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnyartaearui lagi dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Hingdaraka disahkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai téndang-Undang Nomor
14 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 266tartg Merek
menjelaskan, merek adaladnda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dariuungssur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegig@mlagangan barang atau

jasa.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukegpéble of distinguishing)
artinya memiliki kekuatan untuk membedakan baratgu gasa produk suatu
perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembedagkmiéu harus dapat
memberikan penentuan yang memiliki ciri khas padaamg atau jasa yang
bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada bar@augpada bungkusan barang

atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal lyarsgngkutan dengan jaSa.

Undang-Undang Merek di Indonesia mengatur tentamgs{ienis merek.
Jenis — jenis merek yang dimaksudkan terdiri darerek dagang, merek jasa, merek
kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakseda barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa @esrg Hersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan barang-barang sigemsga. Merek Jasa adalah

10 Abdulkadir MuhammadKajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelekt(Bé&ndung :
Citra Aditya, 2001) him. 120-121
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merek yang digunakan pada jasa yang diperdagaraighrseseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untokewakan dengan jasa-jasa
sejenis lainnya. Sedangkan merek kolektif adalarekngang digunakan pada barang
dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama ygegddgangkan oleh beberapa
orang atau badan hukum secara bersama-sama untukegi@kan dengan barang

dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikarekmga kalau merek
itu dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengansg yang dianut dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 yafttst to file principle bukanfirst come, first out.
Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang iyang memiliki hak atas merek
harus melakukan pendaftaran atas merek tersebad&epirektorat Jenderal untuk
dapat diproses pendaftarannya. Pendaftaran terbebfuingsi sebagai kepemilikan
yang sah atas suatu merek sehingga dapat melalaktamtas perdagangan baik

dalam sektor nasional ataupun internasional.

Apabila hak atas merek telah dimiliki secara satkarmenurut sistem hukum
merek Indonesia pihak pemilik merek tersebut meatkam perlindungan hukum.
Artinya apabila terjadi pelanggaraan atas merekakpi pemilik merek dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang metakybelanggaran hak atas
merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkanigagi dan penghentian semua
perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merskbi¢. Gugatan dapat

diajukan di pengadilan niaga.

Tak kalah pentingnya dengan pengaturan merek dinkesla, perlindungan
Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yamgatapenting untuk mendapat
perlindungan hukum. Hal tersebut dapat dilihataselUndang-Undang Merek
(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Undang-Undangnenerapkan sistem
perlindungan melalui sistem pendaftaran sebagairhalya terhadap perlindungan
merek dagang. Artinya, tanpa pendaftaran ke Kamarek, tidak akan ada
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perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semadaindapat dipahami dengan

menelusuri asal mula dari gagasan perlindungakdsdGeografis.

Secara historis, gagasan melindungi Indikasi Gdisgbeerawal dari Eropa,
khususnya perlindungan terhadap produk-produk, ree@hampagne, Cognac,
Roquefort, Chianti, Pilsen, Porto, Sheffield, HaaanTequil, Darjeeling. Kata
“champagne” dapat berarti minuman beralkohol, dapat pula dipahaebagai
produk minuman yang berasal dari suatu tempatntertéi Perancis. Secara relatif,
istilah Indikasi Geografis sendiri dalam konsteksrlipdungan Hak Kekayaan
Intelektual merupakan istilah yang baifine Paris Convention for The Protection of
Industrial Property tidak memuat gagasan mengenai perlindungan Indikasi
Geografis. Dalam Konvensi itu hanya disebutkan raeagndication of Source&lan

Appellations of Origirt!

Istilah Appellations of Originmempersyaratkan kualitas hubungan antara
produk dan tempat produk tersebut dibuat. Kuakhtaisungan itu berkenaan dengan
karateristik dari produk yang bersangkutan yangseekslusif terkait dengan asal-
usul secara geografis, seperti halmymmpagne Sedangkarindications of Source
hanya berarti penyebutan asal-usul barang yangamghkatan tanpa harus
mempersoalkan kualitas barang atau benda yang tkastik tersebut. Istilah
Indications of Sourcenempunyai makna yang lebih luas darip#@gapellations of
Origin. WIPO memilih istilahGeographical Indications (Gluntuk menggantikan
istilah Indications of SourceNamun, yang penting untuk dipahami adalah bahwa
Indikasi Geografis digunakan untuk mengidentifikagsiatu tempat atau wilayah
geografis tertentu berkaitan dengan suatu produk gacara spesifik terkait dengan
wilayah geografis tersebut. Misalnya, kata “batékan mengindikasikan wilayah

tertentu (Jawa) darimana produk batik itu beraahgan demikian, sesungguhnya

' Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FakultakuHu Universitas Indonesia,
Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak AtaikadsdGeografis Sumber Daya Genetika
dan Pengetahuan Tradisiona{ Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasidrakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), him 67

Optimalisasi perlindungan..., Anak agung Ayu Ari Widhiyasari, FHUI, 2012



S )
Universitas Indonesia %

tidak ada “pemilik “ atas Indikasi Geografis, dalamian bahwa suatu perusahaan
atau orang tertentu memiliki “hak ekslusif’ untukengecualikan pihak lain
menggunakan Indikasi Geografis tersebut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyak sel@diulpproduk yang
dihasilkan di Indonesia yang memiliki potensi Iraik Geografis. Indikasi Geografis
tidak hanya berfungsi melindungi konsumen dari gen@n suatu produk, namun
juga meningkatkan posisi tawar ekonomi dan pobtiosiasi produsen penghasil

pertama.

Sebelum diberlakukan TRIPs, terdapat ketentuan kdsdi Geografis
khususnya pada bidaffi@od Geographic Indicatiori$yang mendasarkan paBaris
Convention Article 1 (3yang menyatakan bahwa :

“Defines industrial property to include all manutace or natural products,
for example, wines, grape, tobacco leaf, fruittleatminerals, minerals water, beer,
flower and flour”

Sedangkan padaaris Convention Article 1 (2nenyatakan :

“The protection provided for industrial property dludes” indications of
source or appellations of origin”

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan KeganuPresiden Nomor 24
Tahun 1997 dengan disertai persyaratasdrvation)terhadap Pasal 1 sampai Pasal
12 dan Pasal 28 ayat (1) namun dikarenakan keterfasal 1 sampai Pasal 12
merupakan suatu ketentuan substantif di bidang ikk#tayaan Intelektu&l, maka
diberlakukan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasiéngan ratifikasi Keputusan
Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.

12 Judson O Berkey,ASIL Insight: Implication of the WTO for Food Geograhic
Indications”, http ://www.asil.org,diunduh pada 27 maret 2011.

13 Lihat ketentuan menimbang Keputusan Presiden Nobf¥orTahun 1997 tentang
perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 19if@ntg pengesahdparis Convention for
the Protection of Industrial Property dan Conventigstablishing The World Intellectual Property
Organization.
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Istilah yang dipergunakan dalam Konvensi Paris @amjanjian Madrid
adalah mempunyai konsep yang lebih luas dari Isdik&eografis yaitu tentang
Indikasi Asal (ndication of Source)Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid tidak
memberikan suatu definisi untuk indikasi asal, namada Artikel 10 Konvensi Paris
menyebutkan bahwa:

“...shall apply in cases of direct uses of a fals#igation of the source of the
goods or identity for the producer,manufacture @ramant”

DalamMadrid Agreementlisebutkan :

“All goods bearing a false or deceptive indicatidmg wich one of the
countries to which this agreement applies,or a platuated there in, is directly
indicated as being the country or place of orighak be seized on importation into
any of the said countries”

Terjemahannya diartikan bahwa berdasarkan pemanpa bahwa semua
barang yang mengandung indikasi yang menyesatkasukeen terhadap asal-
usulnya, baik secara langsung maupun tidak langso@gunjukkan suatu tempat
asal, harus dihalangi atau dilarang masuknya karaewegara anggota. Sedangkan
konsep“Appellation of Origif’ diatur dalamArticle 32 dari Lisbon Agreemengang

menyatakan :

“...the geographical name of a country,region,lokalitich serves to
designate a productoriginating therein, the quakiyd characteristic of which are
due exclusively or essentially to the geographeralironment, including natural and
human faktors”

Hubungan yang terjadi antaradication of Source, Appellation of Origin dan
Geographical Indicatioradalah bahwandication of Sourcealiartikan sebagai suatu
konsep yang sederhana dan lebih luas yang mengpaual& tujuan suatu negara atau
tempat situasi darimana produk tersebut berasahsé&w ini tidak mensyaratkan
bahwa produk itu tersebut mempunyai kualitas téutéaik tentang reputasi maupun

karakteristik yang berhubungan dengan keasliaratiaga. Sehingga dapat dikatakan

10
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bahwa Indication of Sourcameliput keduanya yaitGeographical Indicationdan

Appellation of Origint*

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal pekdimmna pengaruh dari
faktor geografis termasuk faktor alam, faktor mamuatau kombinasi dari kedua
faktor tersebut didaerah tertentu tempat bararsghert dihasilkan dapat memberikan
ciri kualitas tertentu pada barang tersebut, yaigngutnya memungkinkan barang
tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itepatutnya barang tersebut

mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Indonesia telah mengatur secara khusus mengeni&asndseografis yang
merupakan Peraturan Pelaksana Pasal 56 Undang-tyrderek yaitu Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pengaturan lebih lamgigebut terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentatigasi Geografis. Secara garis
besar perlindungan hukum atas Indikasi Geografipatdadiberikan apabila
pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendafthrdikasi Geografis adalah untuk
menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindurdgpat berlangsung secara
tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yangnjadi dasar diberikannya

perlindungan masih ada.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengejdhadini, budaya serta
iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam k@argang memiliki potensi
ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indame&miliki sistem perlindungan
Indikasi Geografis yang memadai. Melalui perlindamgndikasi Geografis yang
optimal, tidak saja kelestarian lingkungan dihaeapklapat terjaga, pemberdayaan
sumber daya alam dan manusia di daerah diharapi@at debih dimaksimalkan.
Disamping itu, migrasi tenaga kerja potensial dsuatu daerah ke perkotaan
diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta peluag ldpangan kerja untuk

menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dendadikasi Geografis dan

4 Sergio Escudetnternational Protection of Geographical Indicati®rand Developing
Countries http;//www.southcentre.org,diunduh tanggal 17 20L1.
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diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kedil daerah tersebut. Indonesia

memiliki begitu banyak potensi Indikasi GeografSebagaimana yang dikutip
dibawah ini:

“Sehubungan dengan perlindungan Indikasi Geografismerintah telah
menargetkan akan menerbitkan sedikithya empatfigattiindikasi Geografis
bertepatan dengan peringatan hari Hak Kekayaan|éhteal (HaKl) Sedunia
pada April tahun ini. Menurut Saky Septiono, Kagnferiksaan Formalitas
Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kslaan Intelektual
Departemen Hukum dan HAM, dari empat sertifikatgatu berasal dari luar
negeri, sedangkan tiga lagi dari dalam negeri. banjelaskan bahwa pihaknya
kini melakukan pemeriksaan substantif terhadap pgaduk Indikasi Geografis
lokal, sedangkan permohonan dari luar negeri sudablesai, tinggal
pengumuman saja. Ketiga produk lokal yang ditargetknendapat sertifikat
Indikasi Geografis tersebut, katanya, kepada Bjskesnarin, adalah Kopi Gayo
dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lada Putfluntok dari Bangka
Belitung dan Kacang Oven Jepara dari Jawa Tengamérintah hingga kini
baru menerbitkan satu sertifikat Indikasi Geografistuk produk Kopi Arabika
Kintamani, Bali. Setelah ada sertifikat, pemerintdni berupaya untuk
mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamke Prancis. Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual, katanya, berharap supaya aaembisa melakukan
pendataan terhadap produk yang memiliki karaktaéribernilai ekonomi untuk
didaftarkan.™

Produk pertanian dan produk manufaktur lainnya liskaftarkan sebagai
Indikasi Geografis asalkan memenuhi persyaratamrankain produk itu harus
memiliki ciri khas dan atau kualitas tertentu ydnragya ada di suatu daerah tertentu.
Karakteristik khas pada produk itu muncul karen&tdia lingkungan geografis
termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dedul faktor tersebut sehingga
memberikan ciri khas dan kualitas tertentu padarigayang dihasilkan. Pendaftaran
produk ber-Indikasi Geografis itu merupakan bag@ari strategi pemasaran,
sehingga produknya bisa lebih mahal dari produénggj Konsumen pada umumnya

bersedia membeli harga komoditas bersertifikat kisli Geografis lebih mabhal
karena sudah ada standar kualitas dan keunikapmatuk itu sendiri.

15 Suwanti Umar, Pemerintah Targetkan Menerbitkan Empat Sertifikadikasi

Geografishttp://www.bataviase.co.id, diunduh tanggal 22 magd 1
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Dengan perlindungan hukum terhadap suatu produlg yaengindikasikan
geografis suatu daerah tentunya memberikan sudai kbih dalam proses
pemasaran kepada masyarakat. Indonesia sendik st ini telah menerbitkan satu
sertifikat pendaftaran hak atas Indikasi Geograféstu produk Kopi Arabika
Kintamani yang berasal dari daerah Kintamani, Kalberp Bangli, Propinsi Bali. Cita
rasa yang berbeda karena pengolahan sistem pertzamng unik menghasilkan suatu
daya pikat di masyarakat sehingga mampu menguaaaar pnasional dan

internasional.

Kopi Arabika Kintamani menjadi kebanggaan tersershigi Indonesia pada
umumnya dan Bali pada khususnya. Kebanggaan ak tepas dari uniknya cita rasa
Kopi Kintamani yang beraroma jeruk. Dengan keunikasa tersebut, dua orang
petani Kopi Arabika Kintamani tahun 2006 lalu semm&lakukan kunjungan kerja
ke Perancis untuk pengembangan dan pengolahanppastatananam kopi.Kini
Kopi Arabika Kintamani telah diekspor ke Negara garoterutama Prancis. Dr.
Massimiliano Fabian, Ketua SCABgecialty Coffee Association in Eurpgian Dr.
Vencenzo Sandalj, Presiden Associazi@edffe Triesteltalia bahkan mengatakan
bahwa produk kopi tersebut sangat berpeluang umerkingkatkan pangsa pasarnya
di Eropa. Berdasarkan penelitian yang dilakukaneita, rasa kopi yang dihasilkan
dari proses fermentasi selama 12 jam memiliki y@sey lebih baik dan cocok untuk
selera orang Eropa, sementara cita rasa kopi dariyjang difermentasi selama 36

jam lebih cocok untuk selera orang Amerika, JeargAustralia.’

Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketertandetani untuk kembali
menanam kopi adalah kepastian harga menyusul p@ninpasaran luar negeri

khususnya ke Prancis dan Jerman yang terus meniffgkepastian ini tentu akan

6 Bisnis Bali, Berhasil Tembus Pasar Eropa Petani Kopi Kintamaninljgeliaf
http://www.bisnisbali.com/2007/04/16/news/agrohjahihtml

" Tani Pos, Indonesia berpeluang meningkatkan pangsa pasar kdpi Eropa,
http://www.tanipos.com/berita-agrobisnis/indonesépeluang-meningkatkan-pangsa-pasar-kopi-di-
eropa.htmldiunduh tanggal 31 Januari 2011.

18 Bisnis Bali,loc.cit.
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meningkatkan pendapatan petani kopi. Di Desa Méintamani (daerah penghasil
Kopi Arabika Kintamani), masyarakat desa telah ngamgungkan hidupnya dari
sektor ini. Pembangunan di sektor perkebunan kg membawa implikasi positif
bagi pendapatan negara. Pada transaksi April 2@kfja Kopi Robusta tercatat US$
259,- per ton, sangat jauh dibandingkan dengarahatg-rata pada tahun 2009 yang
hanya US$ 165,- per ton. Demikian pula, harga Képabika yang tercatat
melampaui harga US$ 660 per ton. Dengan kinerjpagkgang mencapai 300.000,-
(tiga ratus ribu) ton saja, maka devisa yang ddpatmpulkan Indonesia mencapai
US$ 77,7 jutd®Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan siaaigkah yang
pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi prtgtskbut. Tanpa adanya
perlindungan hukum tentunya akan terjadi suatuquaipan ketika produk tersebut
mulai diperkenalkan ke pasar, dimana akan terjagitus pengalihan hak yang
dilakukan oleh orang-orang berkepentingan namuaktichempunyai hak untuk
memasarkan produk tersebut atas dasar keuntungam diperoleh dalam pasar.
Optimalisasi perlindungan hukum Indikasi Geografienjadi pekerjaan rumah

tersendiri bagi pemerintah mengingat sejumlah kpsusalsuan Indikasi Geografis.

Masyarakat Kintamani yang bekerja dalam sektor ap@ah telah
mendapatkan suatu makna positif dengan terdaftatngikasi Geografis Kopi
Arabika Kintamani tersebut. Hal ini mengindikasikésahwa pentingnya suatu
perlindungan hukum dalam meningkatkan suatu hasibgr daya alam terutama di
bidang pertanian untuk mempermudah diperdagandiearpasar nasional dan
internasional suatu produk yang dihasilkan olehuskamunitas pertanian setempat.
Hal ini juga berdampak bagi petani kopi di daerain.|Seiring dengan pengaturan
mengenai Indikasi Geografis dan gairah pasar teghdtbopi Arabika Kintamani,

pemerintah kini mengembangkan produksi Kopi Arab#gesial dengan kualitas

9 Metro TV, Ekonomi Kopi Indonesia di Tengah Dinamika Glgbal

http://metrotvnews.com/read/analisdetdilunduh tanggal 5 mei 2011
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tinggi di daerah lain. Kebijakan ini ditempuh dengeertimbangan permintaan pasar

internasional akan Kopi Arabika yang semakin mekengf

2. Pokok Per masalahan
Pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisisite adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dari Indikasi Gafgrterhadap hasil
kekayaan alam masyarakat daerah di Indonesia Izekdas Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IndikaspGdis?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan PemaReenerintah Nomor
51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bagi petsopi Arabika

Kintamani?
3. Tujuan Pendlitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas Indikaseodsafis

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahuh 200

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksan&anaturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasigizdis bagi petani

Kopi Arabika Kintamani.
4. M etode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawahrpesan masalah ini
adalah metode yuridis normatif, metode penelitiaralikatif dan kuantitatif serta

perbandingan hukum.

0 Kompasiana, Pemerintah Kembangkan Kopi Spesialti-IG Jepara,

http://regional.kompasiana.com/..pemerintah-kemkan¢kopi-spesialti-|G-jepara Diunduh tanggal
28 Maret 2011.
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I. Pertama, pendekatan yuridis normatif, dipergunaledam usaha menganalisa
dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang taericngan Indikasi

Geografis yaitu :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang PerubatemUndang-
Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Bunt&007 tentang

Indikasi Geografis

- Perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaanel&ktual yang
berkaitan dengan Indikasi Geografis yaitu, KonveRaris, Perjanjian

Madrid, Pernjanjian Lisbon, dan Perjanjian TRIPs

- Bahan atau literatur, untuk membantu menganalisssalala dan
memahami bahan hukum primer, misalnya Hak Kekayaelektual

secara umum, serta pendapat pakar hukum tentaikg$n@Geografi<?

Il. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kat#lityaitu hasil analisis
tidak digantungkan pada data dari segi jumlah (ktzif), tetapi data yang
ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendddalistik). Hal ini penting
karena perubahan hukum terjadi tidak bergantungadepjumlah dari

peristiwa.

lll. Penelitian kuantitatif digunakan sebagai alat bantiuk mewawancara
sumber dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lkteld, Dinas Perkebunan

dan petani setempat.

IV. Penelitian juga menggunakan metode perbandingaranign Indikasi
Geografis di negara lain. Hal ini untuk mengetakomsep, latar belakang

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamu@gnelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat,Cet.VI,(Jakarta: PT.Garfindo Raja Persada,2003},8l4.
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politik, sosial, kebiasaan, fungsi suatu peratudami sistem hukum lain.
Metode ini diperlukan karena awal mulanya Indikagiografis berasal dari

barat.

Data yang terkumpul kemudian disusun untuk mengamnaldan
mendeskripsikan perlindungan hukum Indikasi Geagradi Indonesia serta
keterkaitannya dengan pelaksanaannya. Analisiskukén dengan pendekatan
normatif perlindungan Indikasi Geografis di Indoaetan pelaksanaannya. Deskripsi
penelitian ini mengacu pada landasan teori dantyr@ra perundang-undangan yang
berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutgpamg berkaitan dengan Indikasi

Geografis.
5. Ruang Lingkup Penélitian

Ruang lingkup dari penelitian kali ini adalah hanggembahas sebatas
perlindungan hukum atas Indikasi Geografis berdasarPeraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang kbsli Geografis serta
bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Peratiearedhtah Nomor 51 Tahun

2007 terhadap petani Kopi Arabika Kintamani.
6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dib@ffiagyai berikut:

Bab Pertama mengenai pendahuluan akan menguraikemg latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tpgelitian, dan metode

penelitian yang dilakukan serta sistematika peanlygng disajikan.

Bab Kedua menguraikan mengenai ruang lingkup parmgatperlindungan
Indikasi Geografis dalam persetujuan TRIPs dan KasvInternasional. Selain itu
akan membahas tentang arti penting perlindungankdsd Geografis yang
mencangkup Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaigtektual. Selanjutnya akan

membahas mengenai arti penting Indikasi Geografia dhenguraikan tentang

17

Optimalisasi perlindungan..., Anak agung Ayu Ari Widhiyasari, FHUI, 2012



S )
Universitas Indonesia %

perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia. Sapaya-upaya yang dilakukan oleh

pemerintah dalam melindungi Indikasi Geografis.

Bab Ketiga merupakan Bab Penutup yang menguraikamgemai simpulan

dan saran.
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BAB 2
PEMBAHASAN

1. ANALISISPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

Substansi hukum di bidang Indikasi Geografis, sanpganting dalam
menentukan perlindungan hukum terhadap produk-fprgdag terlindungi Indikasi
Geografis tersebut. Pentingnya substansi hukunmdisikan Bernard L. Tanya, Yoan
N. Simanjutak dan Markus Y. Hage sebagai aturam narsamar(le of the gampe
yang menempatkan hukum sebagai unsur utama dategrasi sistem. Hal ini juga
didukung oleh Steeman yang membenarkan bahwa apg gacara formal
membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan tenoglap aturan main yang
normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipanda&ipagai unsur paling teras dari
sebuah struktur yang terintegrasi. Dalam kerangk@&d@&neier ini, hukum

difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik ygatimbul di masyarakéf:

Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor Siurma007 tentang
Indikasi Geografis dapat dianggap sebagai penyaledeonflik-konflik terutama
dalam bidang perdagangan yang terjadi di masyar&edtagai peraturan pelaksana
dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tematedPasal 56 tentang
Indikasi Geografis, maka diterbitkan Peraturan Rerteh Nomor 51 Tahun 2007
yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedomaakspel terlaksananya
pendaftaran Indikasi Geografis. Beberapa pasah telidahkan untuk mengatur
sistematika pendaftaran Indikasi Geografis di Ire$ien sehingga terjadi keteraturan

sistem perekonomian yang terarah di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nombahin 2007 dijelaskan

“Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menkkan daerah asal suatu
barang, yang karena faktor lingkungan geografisrtasuk faktor alam, faktor

22 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan MarkusHége, Teori Hukum Strategi Tertib
Manusia Lintas Ruang dan Generaskogyakarta : Genta Publishing,2010) him.152-153
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manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersetmetimberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakawabaterek dan Indikasi
Geografis adalah hal yang berbeda. Dalam Pasaylaah Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan merek adalah tamalapla gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kasbidari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalamakagiperdagangan barang
atau jasa.

Dapat dikatakan bahwa dari pengertian dua halhaetsgapat ditarik dua hal
bahwa merek lebih kepada simbolisasi perpaduanrwmsur gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tanpa néafean kualitas sumber daya
alam akan produk yang dipasarkan. Sedangkan IndBexsgrafis lebih menonjolkan
akan produk alam yang dihasilkan akibat faktor Kinggan geografi yang meliputi
faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dariueethktor tersebut.

Terdapat kekhasan yang ditonjolkan dari dua peiagetérsebut. Merek yang
lebih menonjolkan simbol dan Indikasi Geografis gdebih menonjolkan kepada
hasil alam yang dihasilkan oleh suatu daerah. étgaebut sejalan dengan apa yang
dikatakan oleh Sudaryat,S.H.,MHdalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual yang
menerangkan bahwa Indikasi Geografis digunakanndabungannya dengan
produk barang adalah :

1. Tempat dan daerah asal
2. Kualitas dan karakteristik produk; dan
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik pkodengan kondisi geografis

dan karakteristik masyarakat darah/tempat asahara

Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahdi&alsi Geografis lebih
menonjolkan kepada produk yang dihasilkan olehofakhgkungan geografi yang

merupakan kombinasi dari faktor alam dan faktor usén

 Sudaryat,S.H.,M.H{ak Kekayaan IntelektuéBandung : Oase Media, 2010),hlm. 178
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Ruang lingkup dari terlaksananya Indikasi Geografiglah sebagai berikut
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 :

1. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka rupalean nama
tempat atau daerah maupun tanda tertentu laithyang menunjukkan asal
tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oletikasi-geografis.

2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatgzehasil pertaniaf,
produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau baralagnnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

3. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindw®ipagai Indikasi-
Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umimdikasi-Geografi& di
Direktorat Jenderal.

4. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubahmeaali milik umum.

5. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyatdipergunakan pada
barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatalam Buku
Persyaratan.

Dari ketentuan pasal ini dapat kita lihat bahWwagkup dari pelaksanaan
pendaftaran Indikasi Geografis adalah hasil dagkungan geografis suatu daerah
yang berupa kombinasi faktor alam dan manusia sedacirikan suatu daerah
tertentu. Pada umumnya produk Indikasi Geografigyyrdaftar di Indonesia bisa
berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kesajtangan dan apa yang dihasilkan

oleh daerah tersebut yang memiliki ciri khas.

Tidak seperti halnya merek yang melingkupi selupahang atau benda yang
dihasilkan dibawah merek tersebut. Indikasi Geagjratliputi semua kekayaan alam
yang dihasilkan oleh daerah tersebut tanpa takutjade milik umum apabila
Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Hanya sagalindungan tersebut akan
berakhir apabila produk tersebut tidak memiliki ddderistik dan kualitasnya yang

** Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahngade‘tanda tertentu lainnya” adalah
tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasudsur-unsur tersebut.

* Yang dimaksud dengan pertanian sesuai dengan asajelpasal ini mencakup juga
kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, diutkn. Sedangkan yang dimaksud dengan
barang lainnya adalah mencakup antara lain bahataimdan/atau olahan dari hasil pertanian maupun
yang berasal dari hasil tambang.

%® Yang dimaksud dengan “daftar umum Indikasi Geogtafesuai dengan penjelasan pasal
tersebut adalah suatu buku yang memuat Indikasg@és yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
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dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubkmrsehingga strukturnya
tanah mengalami suatu perubahan, iklim menjadildadrudan berakibat terjadinya

perubahan terhadap produk Indikasi Geografis tetseb

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah NdhoTahun 2007
dijelaskan sebagai berikut :

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila thn yang dimohonkan

pendaftarannya :

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangaaralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum;

b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengemaisi€at, kualitas,
asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atauneegunya;

c. merupakan nama geografis setempat yang telah digamaebagai nama
varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tamafyang sejenis; atau

d. telah menjadi generik.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal waenyebabkan suatu
produk Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkdtal tersebut menyebabkan
beberapa produk Indikasi Geografis haruslah menkiéikakteristik dan ciri khas dari
asal daerah tersebut. Seperti yang diterangkamdalauf btidak boleh menyesatkan
atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifalitas, asal sumber, proses
pembuatan barang dan/atau kegunaannyal, tersebut berarti bahwa suatu produk
Indikasi Geografis tidak boleh memperdaya masyarat@ membuat sesat dalam
masyarakat mengenai kualitas produk tersebut. Mis@roduk Kopi Arabika
Kintamani tetapi diproduksi oleh daerah lain sepadualitasnya menurun dan

masyarakat mempercayai bahwa itu adalah produkkagii Arabika Kintamani.

Begitu pula mengenai ketentuan bahwa produk Indilgeografis belumlah
digunakan dalam suatu produk varietas tanamanntartdisalnya tanaman Ubi
Nagara dari Kalimantan Selatan sehingga produk ya@gggunakan nama ubi tidak
boleh berasal dari Kalimantan Selatan, akan tepapduk yang bukan ubi bisa

%’ Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan mengenainkeae varietas tanaman, diantaranya
apabila suatu Indikasi-Geografis digunakan sebagaia varietas tanaman tertentu, nama Indikasi
Geografis tersebut hanya dapat digunakan untukteartanaman yang bersangkutan saja.
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menggunakan daerah Kalimantan Selatan. Hal demiklanaksudkan untuk
menghindari timbulnya kemungkinan yang menyesatkantama bagi masyarakat

konsumen.

Ada ketentuan ketika suatu Indikasi Geografis datkfin maka tidak akan
menjadi milik umum kecuali apabila suatu ketikaakaeristik atau ciri khas dari
produk tersebut telah habis atau tidak ada. Nanuanjaga ketentuan sebaliknya
yang menyatakan bahwa suatu produk Indikasi Gesgtafak bisa didaftarkan
apabila telah menjadi milik umum atau generik. kakebut dapat kita lihat dari
beberapa contoh produk-produk pertanian yang telehjadi milik umum seperti

misal, Pisang Ambon, Salak Bali, Tahu Sumedang pdatuk-produk lainnya.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwaatu Indikasi Geografis dapat dilindungi
selama karakteristik khas dan kualitas yang menjddsar bagi diberikannya
perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut maglh Hal tersebut senada dengan
apa yang dikemukakan sebelumnya. Bahwa suatu kiddeografis dapat digunakan
produknya selama ciri khas dan karakteristiknya imaspat dipertahankan. Hal
tersebut tentu saja dilakukan untuk menjaga ci&ma kbalitas dari produk Indikasi

Geografis suatu daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan hal sebag&ube

1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasdohesia oleh Pemohon
atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir datamgkap 3 (tiga) kepada
Direktorat Jenderal.

2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana #@snd pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teathis:
a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang pneduksi barang
yang bersangkutan, terdiri atas:
1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atauyeekaalam;
2. produsen barang hasil pertanian;
3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau baraagihindustri; atau
4. pedagang yang menjual barang tersebut;
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b. lembag#® yang diberi kewenangan untuk itu; atau
c. kelompok konsumen barang tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal dideadeberapa ketentuan
megenai tata syarat permohonan pendaftaran Ind®asigrafis. Terutama dalam
poin 3 dijelaskan bahwa pemohon yang dimaksud hdateak yang mengusahakan
barang hasil alam atau kekayaan alam, produsemdadrasil pertanian, pembuat
barang hasil kerajinan tangan atau barang hagikind dan pedagang yang menjual
barang tersebut. Dimana keempat komponen terselgaitung dalam lembaga yang
mewakili masyarakat daerah yang memproduksi babemgangkutan. Secara tidak
langsung ada dampak positif yang dihasilkan dam p@ tiga tersebut. Dengan
adanya poin ketiga tersebut setidaknya para petékmomi masyarakat setempat
turut berpartisipasi untuk melindungi produk IndikaGeografis daerahnya.
Setidaknya perekonomian daerah yang bersangkudak tiambil alih oleh pihak
asing atau investor negara tertentu. Tentunyadratlut akan berdampak kepada
pembangunan ekonomi masyarakat tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hamaacantumkan

persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemadem;

c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohon@julchn melalui

Kuasa.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaspiri:

a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukamlnduasa; dan
b. bukti pembayaran biaya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hdilesgkapi dengan
Buku Persyaratan yang terdiri atas:
a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftayan
b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis
c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang roedakan barang
tertentu dengan barang lain yang memiliki kategeaima, dan menjelaskan
tentang hubungannya dengan daerah tempat barasglet dihasilkan.

*® Yang dimaksudkan dengan lembaga adalah mencakigrasipasosiasi, atau yayasan yang
anggotanya adalah produsen setempat.
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d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktlamadan faktor manusia
yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan p#mgterhadap
kualitas atau karakteristik dari barang yang diH&an;

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau petayaih yang dicakup oleh
Indikasi-geografis;

f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubumgangan pemakaian
Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dikas di daerah
tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat memndadikasi-geografis
tersebut;

g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksisgs pengolahan, dan
proses pembuatan yang digunakan sehingga memuiagksetiap produsen
di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolahy ateembuat barang
terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk mekgalitas barang yang
dihasilkan;

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi demi terl@ksanpendaftaran Indikasi
Geografis. Dalam pemenuhan syarat-syarat diatasnysm memerlukan waktu yang
lama untuk memenuhi semua hal tersebut dan menaerlplkenelitian lebih lanjut
untuk mengetahui secara pasti bagaimana keadaaktéwastik ataupun ciri khas dari
produk Indikasi Geografis yang ditonjolkan olehtsudaerah. Peran serta pemerintah
terutama Dinas Perkebunan dalam pemenuhan syanattsyersebut sangatlah
diperlukan mengingat lembaga penelitian yang akoeaada di pemerintah. Banyak
kendala yang dihadapi oleh masyarakat setempatlaaitkgin mendaftarkan produk
Indikasi Geografis daerahnya. Pendidikan yang mimienjadi suatu kendala yang
utama dalam pemenuhan persyaratan tersebut diatas.

Mengenai persyaratan administratif diatur dalamaPasPeraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2007 ini adapun sebagai berikut :

1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan admiatffitratas kelengkapan
persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalasal dan Pasal 6
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari tenhg sejak tanggal
diterimanya Permohonan.

2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyarataragaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat @uhb, dan Pasal 6 ayat (3),
Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.

3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratabagaimana dimaksud
pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukarcase tertulis kepada
Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyatataebut dipenuhi dalam
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejaknggal penerimaan surat
pemberitahuan.
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4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhilaga jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat demld memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasabghwa Permohonan
dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalamtd Resmi Indikasi-
geografis.

5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagna dimaksud pada
ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Dioekt Jenderal tidak dapat
ditarik kembali.

Dalam pasal ini merupakan tahap awal para pemohotukudapat
mendaftarkan Indikasi Geografisnya. Jangka wakttukurmemperbaiki kembali
selama 3 (tiga) bulan merupakan suatu langkah pafgmengingat para pemohon
Indikasi Geografis diberi kesempatan satu kali lagiuk memperbaiki kesalahan
dalam hal syarat-syarat yang musti dipenuhi dalaemperoleh hak Indikasi
Geografis. Sehingga nantinya apabila pemohon yargahgkutan tidak mampu
untuk memperbaiki atau memenuhi semua persyaraag gibutuhkan maka akan
ada suatu pemberitahuan secara tertulis melalisakya serta diumumkan dalam
Berita Resmi Indikasi Geografis. Sehingga langkamjut dari tidak bisa
dilaksanakan kembali permohonan pendaftaran Indieografis adalah segala
biaya administrasi yang telah dibayarkan tidak tajgarik kembali. Ada salah satu
kendala dalam proses administrasi ini yaitu pethu didaknya kuasa dalam proses
permohonan pendaftaran Indiaksi Geografis tersabetigingat biaya yang akan
dihabiskan untuk menggunakan jasa kuasa adalalatshesar. Sedangkan pemohon
pendaftaran Indikasi Geografis adalah berasalmasyarakat golongan bawah atau
ekonomi menengah kebawah. Sehingga pemenuhan kuasa tersebut tentunya
memberatkan masyarakat daerah setempat.

Setelah memenuhi persyaratan administratif makgkkm selanjutnya adalah
pemeriksaan substantif y&itu

1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitungaketanggal dipenuhinya
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ddfasal 7 ayat (2),

Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan d&p&im Ahli Indikasi-
geografis.

* Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Per&eraarintah Nomor 51 Tahun 2007
tentang Indikasi Geografis perihal pemeriksaan tsultis.
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2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaanbssantif terhadap
Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dw)uh terhitung sejak
tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksuia ayat (1).

3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud padd @) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pas#n Pasal 6 ayat (3).

4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbkag bahwa Permohonan
telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimamakdiud pada ayat (3),
Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulanakep Direktorat Jenderal
agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umundikasi-geografis.

5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud paaia(2ydikenakan biaya.

6) Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksadia payat (5) harus
dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuRezmohonan.

7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebwkidibayarkan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permahatianggap ditarik
kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kadem bahwa pemeriksaan
substantif dilakukan setelah pemeriksaan adminifstszlesai dilaksanakan dan
pemohon yang bersangkutan dinyatakan telah memesefala persyaratan
administratif yang tertera dalam buku persyara@elanjutnya setelah persyaratan
administratif selesai dilaksanakan maka langkalangeinya adalah pemeriksaan
substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan detektu bulan dinyatakan bahwa
pemeriksaan administratif selesai dilaksanakanekborat Jenderal selanjutnya akan
memutus Tim Ahli untuk melakukan penelitian di ddetempat pemohonan Indikasi
Geografis berasal. Tim Ahli Indikasi Geografis &gt akan melakukan penelitian
selama kurun waktu kurang lebih selama dua tahtmkumengetahui karakteristik
dan ciri khas produk Indikasi Geografis tersebutabal. Selama proses penelitian
yang dilakukan oleh Tim Ahli Geografis di daeralikasi Geografis tersebut berasal
segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemddikasi Geografis tersebut.
Apabila dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukéeh Tim Ahli Indikasi
Geografis, pemohon tidak mau membayarkan biayaliianemaka permohonan
dianggap ditarik kembali. Ketentuan ini dapat dakain sangatlah memberatkan
masyarakat daerah yang memiliki potensi untuk migadan kembali Indikasi
Geografisnya, mengingat biaya yang dikeluarkankuntalakukan penelitian selama

dua tahun adalah sangat besar. Pemerintah dalam baharusnya menyokong dana
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kepada masyarakat daerah yang potensial untuk riteridan produk Indikasi

Geografis. Agar terjadi pemberdayaan dalam masggralang dibutuhkan oleh

masyarakat adalah dukungan dari pemerintah dambjuk#ru diberatkan dari segi

pendanaan. Masyarakat Indikasi Geografis merupaikasyarakat lokal yang minim

akan dana dan buta akan Indikasi Geografis. Teatpeyan serta pemerintah dalam

pendanaan tersebut sangat dibutuhkan.

Setelah persetujuan dari Tim Ahli Indikasi Geografhaka dalam Pasal 9

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujuagulndikasi-geografis dapat
didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat Tm Ahli Indikasi-

geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderatukinmengumumkan
informasi yang terkait dengan Indikasi-geografisrsébut termasuk Buku
Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geogrdfilam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya wsmuldari Tim Ahli Indikasi-

geografis.

Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakarhiva Permohonan ditolak,
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakggal diterimanya usulan
dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jen@grmemberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya demgaenyebutkan alasannya.
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitungjadetanggal penerimaan
surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada &pt Pemohon atau
Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penola&esebut dengan
menyebutkan alasannya.

Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampait@arggapan atas
penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksadd pyat (3), Direktorat

Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakamdteman tersebut dan
memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kiyasa

Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tgpaggatas penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangKaumpaling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapatasa penolakan tersebut,
Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan pencilataasebut kepada Tim
Ahli Indikasi-geografis.

Tim Ahli Indikasi Geografis setelah jangka waktUasea dua tahun akan

memutuskan apakah suatu permohonan Indikasi Géogikhn dinyatakan lolos

sebagai suatu produk Indikasi Geografis atau tidglabila nanti dinyatakan cukup

untuk menjadi salah satu produk Indikasi Geograltisn diumumkan dalam Berita

Resmi Indikasi Geografis. Namun apabila dinilaubelcukup untuk menjadi bagian
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dalam produk Indikasi Geografis akan diumumkan rdaBerita Resmi Indikasi
Geografis disertai dengan alasannya. Selain ita jagabila pemohon yang
bersangkutan ditolak permohonan pendaftaran Indikesgrafisnya maka pemohon
atau melalui kuasanya dapat memberikan tanggapas pénolakan tersebut.
Apabila pemohon atau melalui kuasanya telah mengd@mp tanggapan maka
Direktorat Jenderal akan membuat penetapan mengaralakan pemohonan
Indikasi Geografis tersebut. Semua hal tersebutkdian dalam kurun waktu
kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari sejak peae yang dilakukan oleh Tim

Ahli Indikasi Geografis selesai untuk dilakukan.

Penolakan atau persetujuan yang dilakukan oleh Aln Indikasi Geografis
dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukelama dua tahun di daerah
tempat permohonan Indikasi Geografis tersebut bersrakteristik dan juga ciri
khas merupakan hal yang sangat penting mengingétalsi Geografis merupakan
perpaduan dari faktor lingkungan geografis yaitkida alam dan faktor manusia

sehingga menghasilkan suatu karakteristik yangdolerblengan daerah lainnya.

Setelah adanya pemberitahuan dari Tim Ahli Indikasbgrafis tentang tidak
disetujuinya pemeriksaan substantif serta adanyggepan dari pemohon Indikasi
Geografis . Maka langkah selanjutnya sesuai defgaal 10 yang dapat dilakukan
adalah :

1) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaamkali dan mengusulkan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)ab terhitung sejak
diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalasalFayat (5).

2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujuing@apan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jentlenengumumkan Indikasi-
geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usleputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indigasigrafis.

3) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyatdanggapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jentlenenetapkan keputusan
untuk menolak Permohonan.

4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direkat Jenderal
memberitahukan secara tertulis keputusan penolad@magaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepRdanohon atau melalui
Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
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5) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yan@hetiibayarkan kepada
Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan teumg sejak tanggal
diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebema dimaksud pada
ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukamlibg kepada Komisi
Banding Merek.

7) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Kd&a@sding Merek harus
dibayarkan pada saat mengajukan permohonan baneirsgbut.

Langkah selanjutnya apabila pemohon Indikasi Géisgyang bersangkutan
memberikan tanggapan maka Tim Ahli Indikasi GeagrdBlam kurun waktu 3
(tiga) bulan melakukan pemeriksaan kembali sebagaya untuk mengetahui
kebenaran akan tanggapan yang diajukan oleh pemaobidasi Geografis tersebut.
Apabila pada akhirnya tanggapan yang diajukan pknohon Indikasi Geografis
disetujui oleh Tim Ahli Indikasi Geografis maka agutnya Direktorat Jenderal
akan mengumumkan Indikasi Geografis dan Buku Peatm@ dan Berita Resmi
Indikasi Geografis. Apabila tanggapan yang diberikaeh pemohon Indikasi
Geografis ditolak Tim Ahli Indikasi Geografis makairektorat Jenderal akan
menerbitkan Surat Keputusan mengenai penolakarkdsidiGeografis dan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akan diberitahukacara tertulis kepada pemohon
atau kuasanya mengenai perihal penolakan tersekpabila pemohon yang
bersangkutan tidak menerima akan penolakan terskaipatt mengajukan gugatan ke
Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga)laou sejak diterimanya
keputusan penolakan pemohonan Indikasi Geogragal8 biaya yang dikeluarkan
untuk pembiayaan Tim Ahli Indikasi Geografis tidd&pat dikembalikan. Dalam
pasal ini penolakan dan tanggapan yang diberikan ©im Ahli Indikasi Geografis
merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukiEamse2 (dua) tahun oleh Tim
Ahli Indikasi Geografis tersebut. Tim Ahli Indikaséeografis yang terdiri dari
komponen pemerintah dan peneliti Independen didndka diberhentikan oleh
Direktorat Jenderal berdasarkan surat keputusamin@g dengan demikian
penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi @gafis merupakan jawaban atas
permohonan yang diajukan oleh masyarakat daerah la&sil sumber daya alam

yang ada didalamnya.
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Apabila permohonan Indikasi Geografis yang diajuk@eh masyarakat
daerah setempat disetujui maka sesuai dengan katenPasal 11 peraturan
pemerintah terdapat beberapa tahapan yaitu :

1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hajakeanggal disetujuinya
Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, irdktorat Jenderal
mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Raedikaki-geografis.

2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftsebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi lstigeografis memuat
nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohama dan alamat
Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografieaksud, dan abstrak dari
Buku Persyarataf!.

3) Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimanandksud pada ayat (1),
Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis muna¢ nomor
Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, namaldmat Kuasanya,
dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan peadafinya.

4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)uetdakselama 3 (tiga)
bulan.

Apabila suatu produk Indikasi Geografis dapat det&in dan telah dipenuhi
semua persyaratannya maka langkah selanjutnya hasaéengumumkan produk
tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dangencantumkan identitas
pemohon, nama dan alamat kuasanya serta abstiaRudar Persyaratan. Namun
apabila ditolak maka dalam Berita Resmi Indikaso@afis hanya memuat identitas
pemohon disertai nama dan alamat kuasanya sert&kasndGeografis yang
didaftarkan. Total waktu yang dibutuhkan adalatarsel 3 (tiga) bulan mengingat
bahwa dalam jangka waktu tersebut akan dilihat @pakda pihak-pihak yang
meragukan akan produk Indikasi Geografis terselau didak. Peran serta
masyarakat sangat penting dalam proses pengumureeebdt, mengingat
masyarakat adalah komponen utama dalam pemberddyafitasi Geografis.
Masyarakat dapat menilai apakah produk tersebutangrpatut untuk memperoleh

sertifikat Indikasi Geografis atau tidak sehinggalk terjadi ketimpangan sosial.

* Dalam penjelasan Pasal 11 tersebut yang dimaksughdeabstrak dari Buku Persyaratan
adalah informasi ringkas yang menggambarkan hapéaiing mengenai barang yang akan dilindungi
dengan Indikasi Geografis.
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Dalam Pasal 12 lebih lanjut menerangkan tentangyypeoman, adapun

sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaledach Pasal 11 ayat
(4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkanaggiimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukarefaan secara tertulis atas
Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap(tiga), dengan

membayar biaya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meatasan dengan disertai
bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tdbat didaftar atau

ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapiat diajukan berkenaan
dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-gE®) yang dimohonkan
pendaftarannya.

Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksaghpayat (2) dan/atau
ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu palingna 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mangan salinan keberatan
tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggehaadap keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direkideaderal dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggahprimaan salinan keberatan
dimaksud.

Selama jangka waktu 3 (tiga) bulan masa pengumyjkanditemukan suatu

penolakan terhadap suatu pendaftaran produk IndBaegrafis maka keberatan

tersebut dapat diajukan secara tertulis rangkaig8) (kepada Direktorat Jenderal

untuk ditindak lanjuti mengenai keberatan terseligberatan tersebut diajukan

hanya berkenaan pada batas wilayah daerah yang dikiaftarkan Indikasi

Geografis. Sehingga dalam selang waktu 14 (empkshdari sejak diterima

keberatan tersebut, Direktorat Jenderal akan memgin salinan keberatan tersebut

kepada pemohon atau melalui kuasanya. Hingga pddanga dalam jangka waktu

2 (dua) bulan pemohon atau melalui kuasanya dapagajukan pembelaan atau

sanggahan terhadap keberatan yang diajukan.

Dengan adanya sanggahan tersebut maka Tim AhkdsdiGeografis akan

melaksanakan hal-hal sebagai berikut sesuai ddPasal 13 yaitu :

1)

Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksilahdPasal 12 ayat (5),
Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaaissantif ulang terhadap
Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya gahan.
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2) Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimakadd pyat (1) diselesaikan
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitungaleg¢anggal berakhirnya
jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimanakdudadalam Pasal 12
ayat (5).

3) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana #snd dalam Pasal 12 ayat
(1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran sethp Indikasi-geografis
dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang seiragaa dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan daptdricha, Direktorat
Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada MPemoatau melalui
Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.

5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan teudmg sejak diterimanya
keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada @atPemohon atau
Kuasanya dapat mengajukan banding kepada KomisilidgrVierek.

6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaa dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidaiat diterima, Direktorat
Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasiggafis dalam Daftar
Umum Indikasi-geografis.

7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hat@rhitung sejak
diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulangiredborat Jenderal
mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Redikaki-geografis.

Dengan adanya keberatan ataupun penolakan dayaraliat sehingga Tim
Ahli Indikasi Geografis harus melaksanakan kempaineriksaan substantif ulang,
dalam artian untuk memeriksa kembali hal-hal yamgnimbulkan suatu keberatan
pada produk Indikasi Geografis. Jangka waktu yaibgtdhkan untuk melakukan
penelitian paling lama adalah 6 (enam) bulan. Apabantinya penolakan akan
pendaftaran Indikasi Geografis ternyata benar npealaftaran Indikasi Geografis
tersebut ditolak atau dibatalkan oleh Direktoratdézal. Begitu pula sebaliknya
apabila penolakan tersebut tidak dapat dibuktikelbekarannya maka pendaftaran
Indikasi Geografis tersebut dapat dilanjutkan kdimbéengingat adanya penolakan
yang dibenarkan berdasarkan hasil penelitian ulting Ahli Indikasi Geografis
sehingga menyebabkan dibatalkannya pendaftarakasidGeografis, maka pihak
yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepasiesKBanding Merek untuk
dapat mempertanyakan kembali hasil pembatalan ftanaia Indikasi Geografis.

Setelah jelang waktu 30 (tiga puluh) hari sejaketdpkannya keputusan
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pemeriksaan substantif ulang maka hasil pembatai@@ebut akan diumumkan

dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Pemeriksaan Substantif ulang penting untuk dilakkam mengingat adanya
penolakan akan suatu produk Indikasi Geografis. éfdésaan dilakukan untuk
merinci dan memastikan sekali lagi faktor-faktoraapaja yang menyebabkan
sehingga pendaftaran produk Indikasi Geografisebers mengalami penolakan.
Peran serta masyarakat dan pemerintah sangat gemttuk menilai kembali

pendaftaran Indikasi Geografis.

Pemeriksaan dan penelitian dalam rangka pendafttndikasi Geografis
merupakan tugas dan tanggung jawab dari Tim Ahfiikissi Geografis untuk
melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam gamgiktu 2 (dua) tahun
sehingga pemeriksaan tersebut dianggap cukup get dkatakan sebagai Indikasi

Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis adafah

1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga nomidural yang melakukan
penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan
pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jendesahubungan dengan
pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau peagaw Indikasi-geografis
nasional.

2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana aksud pada ayat (1)
terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan dddng Indikasi-geografis
yang berasal dari:

a. perwakilan dari Direktorat Jenderal;

b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalaértanian,
perindustrian, perdagangan, dan/atau departemekaiéfainnya;

c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenangukinimelakukan
pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitagibgr dan/atau

d. ahli lain yang kompeten.

*! Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasalrafufam Pemerintah Nomor 51 Tahun
2007. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskargemai pengertian “Indikasi Geografis Nasional”
yang merupakan Indikasi Geografis dalam negeri yiarg dimaksud dengan melakukan penilaian
mengenai Buku Persyaratan adalah melakukan peraanksubstantif terhadap usulan Buku
Persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Sedangiag glimaksud dengan ahli yang memiliki
kecakapan di bidang Indikasi Geografis adalah oemmggmempunyai keahlian antara lain di bidang :
pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutamaakanan, minuman, dan/atau bidang-bidang
lainnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.
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3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana aksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk mgdzatan selama 5 (lima)
tahun.

4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorangtka yang dipilih dari dan
oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.

5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimamaldud pada ayat (1),
Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim TeknBenilaian yang
keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada &9yatdibentuk oleh
Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Iredikgeografis.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 14 tersebut fela kiranya bahwa Tim
Ahli Indikasi Geografis merupakan komponen yanglitelatas unsur pemerintah,
departemen, tim peneliti serta orang yang berkoempelalam bidang tersebut.
Mengingat Indikasi Geografis lebih banyak merupakaesil olahan produk
pertanian dan dipersiapkan untuk perdagangan tgamtkmmponen dari Departemen
Pertanian dan Perdagangan merupakan unsur yangkmddlam melakukan
penelitian terhadap suatu pendaftaran Indikasi €disg Keberadaan Tim Ahli
Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang penteggingat jangka waktu 2
(dua ) tahun merupakan waktu yang panjang dan Idkzer suatu ketelitian untuk
memeriksa produk Indikasi Geografis tersebut apas@tuai dengan peruntukan

pendaftaran Indikasi Geografis atau tidak.

Sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya batwgamd didaftarkannya
suatu produk Indikasi Geografis maka berhubungagale perdagangan. Salah satu
komponen dari perdagangan adalah produsen. Bea#atah kriteria mengenai
produsen dalam pelaksanaan Indikasi Geografis yarapgkum dalam Pasal 15
adalaSh :

1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakhkdsi-geografis harus
mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis Dieektorat Jenderal
dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang herlak

2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanemgisi formulir
pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktdenderal dengan
disertai rekomendasi dari instansi teknis yang lesrang.

3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hagtelah melengkapi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ekbarat Jenderal
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mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografidarda Daftar Umum
Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan naméa seformasi pada
Berita Resmi Indikasi-geografis.

Sudah jelas kiranya apa yang dijelaskan oleh Rds&rsebut, bahwa pihak
yang ingin menjadi produsen suatu produk Indikaseo@safis haruslah
mendaftarkan diri sebagai pemakai Indikasi Geogriéipada Direktorat Jenderal
dengan pengenaan biaya sesuai ketentuan dan waejilgisn formulir yang telah
disediakan. Setelah 30 (tiga puluh) hari dari jangkaktu pendaftaran maka
langsung akan dicantumkan dalam Daftar Umum Pemakidkasi Geografis dan
diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografisndaftaran produsen atau
pemakai Indikasi Geografis dapat dimaknai sebagaiya perlindungan terhadap
kekayaan alam masyarakat daerah dimana Indikasyréieo tersebut didaftarkan.
Sehingga pihak-pihak yang memiliki itikad tidak bdalam pemberdayaan Indikasi
Geografis dapat diminimalisir. Selain itu dengararag pendaftaran pemakai
Indikasi Geografis dapat mengurangi adanya peraairgirang atau tidak sehat
dalam memasarkan produk tersebut. Bisa saja teypdya pemalsuan produk
Indikasi Geografis sehingga terjadi kesesatan olelsyarakat serta penurunan
kualitas dari produk Indikasi Geografis tersebuindta masyarakat setempat.

Berkaitan dengan pendaftaran pemakai Indikasi Gdisgr maka akan
dilakukan pengawasan yang mencakufi :

1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasahadap Pemakai
Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang aengtembusan
disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa infasimyang dicakup dalam
Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi ikadi-geografis tidak
dipenuhi.

*? Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasalrafufam Pemerintah Nomor 51 Tahun
2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasanatpran pemerintah tersebut diterangkan
mengenai apa yang dimaksud dengan “ badan yangebang melakukan pemeriksaan “ adalah
lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah angpmpeten untuk melakukan penilaian dan
pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barangl;Mizalan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) yang berkompeten untuk melakukan penilajg@ngujian, dan/atau pengawasan barang
berupa obat atau makanan.
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2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayathéts memuat bukti
beserta alasannya.

3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitungjae diterimanya hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kidnet Jenderal
menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada hintnélikasi-geografis.

4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitungakediterimanya hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ahiimndikasi-geografis
memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyamph#sil pemeriksaannya
kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakeng perlu dilakukan
oleh Direktorat Jenderal.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa apabila nantidjtemukan
ketidaksesuaian pelaksanaan pemakaian produk BidiBaografis dalam buku
persyaratan maka akan disampaikan suatu pelaperbadap hasil pengawasan
tersebut kepada Direktorat Jenderal. Hasil pengateasebut harus disertai dengan
bukti yang jelas, sehingga nanti ketika akan dibbukan kepada Tim Ahli Indikasi
Geografis maka dengan segera dalam jangka wak&umaebé (enam) bulan akan
dilaksanakan pemeriksaaan terhadap hasil pengawdeardapat menyimpulkan
tindakan—tindakan apa yang perlu dilakukan. Halteedebut sangat penting untuk
dilakukan mengingat kualitas, ciri khas dari produoklikasi Geografis haruslah
dipertahankan. Sehingga pemakai Indikasi Geoghafisis dapat menjaga kualitas
dan ciri dari produk Indikasi Geografis tersebudragapat dipertahankan seterusnya.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan menghasilkanu skeputusan maka
sesuai dengan Pasal 17:

1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tedmyg sejak diterimanya hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 @)a Direktorat
Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harlakakan, termasuk untuk
melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-gdisgterdaftar.

2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk hgan pembatalan
terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, P&malndikasi-geografis
terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai ikasi-geografis dan
selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untubnggunakan Indikasi-
geografis.

3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geg) terdaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukelaloi Pengadilan Niaga
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterinya keputusan pembatalan
tersebut.
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4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tedmig sejak diputuskannya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) M@rak Jenderal
mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Rasdikaki-geografis.

Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan ketikenep&saan yang
dilaksanakan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis menbasil untuk membatalkan
pemakai Indikasi Geografis tersebut, diantaranydaddmelaporkan kembali kepada

Direktorat Jenderal untuk nantinya hasil penolalasebut ditindak lanjuti dengan

mencoret pemakai Indikasi Geografis yang bersamagkdari daftar umum pemakai

Indikasi Geografis. Keberatan dapat dilakukan dajangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan sejak keputusan mengenai pembatalaseltet diajukan melalui

pengadilan niaga. Dalam jangka waktu 30 (tiga pulidri sejak diputuskannya

pembatalan, Direktorat Jenderal mengumumkan haklet dalam Berita Resmi

Indikasi Geografis.

Pencoretan dalam daftar umum pemakai Indikasi Géisgdan Berita Resmi
Indikasi Geografis merupakan langkah lanjut damgii pengawasan terhadap
pemakai Indikasi Geografis. Pencoretan dilakukaabdg@ dinilai memang yang
bersangkutan yaitu pemakai Indikasi Geografis telehyalahi penggunaan Indikasi

Geografis tersebut yang tidak sesuai dengan Buksy®&etan.

Berbeda halnya dengan pembatalan pemakai Indikesgi@fis, ada kategori
lain mengenai penghapusan yang terdapat dalam Fagaitu :

1) Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftipat diajukan atas
prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersanghut

2) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada(ayamaka Pemakai
Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari DaftUmum Pemakai Indikasi-
geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai ktidaerhak untuk
menggunakan Indikasi-geografis.

3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tedmig sejak diputuskannya
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ekfmat Jenderal
mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Redikaki-geografis.

Penghapusan Indikasi Geografis amatlah berbedyaaengan pembatalan
pemakai Indikasi Geografis karena berasal dariapiipemakai Indikasi Geografis
itu sendiri. Sama halnya dengan pembatalan pemnlakdasi Geografis, setelah
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diajukan berdasarkan prakarsa sendiri kepada Dr&kienderal sehingga dihapus

dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis ddamdgangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah diputuskannya penghapusan adeka diumumkan dalam Berita

Resmi Indikasi Geografis. Penghapusan pemakai asdi&eografis lebih dimaknai

sebagai penolakan halus terhadap kegunaan sebawgakai Indikasi Geografis.

Cara ini dianggap lebih mudah dan gampang darigsetabatalan akan suatu

pemakai Indikasi Geografis.

Demi menjaga mutu akan produk Indikasi Geografikan@im Ahli Indikasi

Geografis akan melakukan bebrapa pengawasan diapgaf®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan daenmnitor pengawasan

terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayalp&aik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimamaldud pada ayat (1),

Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tireknis Pengawasan yang

terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentuntuk memberikan

pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.

Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada(2yadapat berasal

dari:

a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasandbéikgkat daerah
maupun ditingkat pusat; dan/atau

b. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departeyang diakui
sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakspeksi/pengawasan
yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindurg@eh Indikasi-
geografis.

Daftar tentang lembaga dan institusi yang telahkdiasebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonibleh Tim Ahli Indikasi-

geografis.

Daftar tentang lembaga dan institusi yang telahkdiasebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umamdigunakan sebagai

acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.

Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada(2yalibentuk oleh

Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Iredikgeografis.

** Sebagaiman yang dijelaskan dalam Pasal 19 Perd@emerintah Nomor 51 Tahun 2007

tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan pésalebut dijelaskan bahwa pengawasan dapat
dilaksanakan sepanjang mata rantai produksi dadigtébusian barang. Selain itu para ahli yang
ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawésak boleh memiliki kepentingan pribadi
(conflict of interestsehubungan dengan Indikasi Geografis yang akavedia
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Dengan melibatkan beberapa komponen pendukung untekakukan
pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografigrtgatdapat memudahkan Tim
Ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pengawasanara mendalam terhadap
suatu produk Indikasi. Lembaga yang telah terdafedragai tim pengawas dapat
diperbantukan oleh masyarakat sekitar tempat prdddikasi Geografis tersebut
berasal karena masyarakat merupakan komponen yaigg dalam pemberdayaan

Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan salah satu Hak Kekaybdelektual yang
melindungi kekayaan alam yang terdapat di daerdbnesia. Ada begitu banyak
potensi Indikasi Geografis, begitu pula dengan reegagara lain yang tentunya
memiliki begitu ragam potensi Indikasi GeografisilaAbeberapa syarat yang harus
dipenuhi apabila ada produk Indikasi Geografis yamgin memasuki wilayah
Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pask&@taranya :

1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertentpggal atau
berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Repubii#tonesia wajib diajukan
melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwaakitiplomatik negara asal
Indikasi-geografis di Indonesia.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hdagat didaftar apabila
Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakdan/atau terdaftar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negarangaal

3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan petsyaraadministratif
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kerjaga terhadap
Permohonan dari luar negeri.

4) Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memeneatentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ktmeat Jenderal menetapkan
keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untdaf@ir dan melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

5) Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar gee dalam hal
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1){ é)a dan/atau ayat (3)
tidak dipenuhi.

6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ddierkan kepada Pemohon
melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya dddnesia dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaknggal keputusan penolakan
tersebut.

7) Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan,sanggahan serta
permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah imildku secara mutatis
mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.
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8) Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberirlpgdungan sesuai dengan
ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

Perlindungan terhadap produk Indikasi Geografigyaerasal dari luar negeri
memiliki ketentuan yang sama dengan perlakuan nuoinigan produk Indikasi
Geografis Indonesia. Melalui pengurusan ijin divygegtilan Duta Besar di Indonesia,
pengurusan mengenai ijin masuk produk Indikasi Geegdapat dilakukan dengan
baik. Penyesuaian peraturan terhadap ijin masu#tugréndikasi Geografis negara
lain tentunya merupakan sudiller dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat
yang takutnya terjadi di Indonesia. Jangan sangsgdi produk Indikasi Geografis
luar negeri lebih banyak terdapat di Indonesiamilpaggkan dengan produk Indikasi
Geografis buatan Indonesia sendiri. Selain menghinqeersaingan usaha tidak sehat
juga untuk mencegah terjadinya penurunan kualiéas kérakteristik dan ciri khas
produk Indikasi Geografis. Kadang kala kita meneamukproduk kopi daerah
tertentu dari negara lain dengan kualitas yang Baikharga yang jauh lebih rendah
sehingga tidak sebanding dengan harga kopi hasidlupr Indikasi Geografis
Indonesia sehingga tidak menguntungkan produk &sidikKGeografis setempat.
Dengan adanya proses pendaftaran Indikasi Geogradiara lain diharapkan dapat

menjaga dinamika perdagangan sektor Indikasi Gésgregara Indonesia.

Setelah produk Indikasi Geografis dapat didaftark@@mohon atau melalui
kuasanya dapat melakukan perubahan terhadap peashaftndikasi Geografis
tersebut jika memang terdapat perubahan dalam ppmsdaftaran tersebut dengan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 yaitu :

1) Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksimm Pasal 6 dan
Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonaonbeliumumkan dalam
Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimdldalam Pasal 11.

2) Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimamaldgud dalam Pasal 6
dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direttdenderal memutuskan
pendaftaran Indikasi-geografis.

3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimanmaksud pada ayat (2),
segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direkialanderal tidak dapat
ditarik kembali.
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Perubahan yang dimaksud disini adalah kembaliakgah awal proses
pendaftaran seperti yang dijelaskan oleh Pasahfishmengisi data pemohon dan
kuasanya serta mengisi kembali buku persyaratanbRean yang dimaksud adalah
adanya suatu perubahan yang terjadi dalam prosedafjp@ran yang bisa saja
diakibatkan oleh faktor alam ataupun manusia atadgambinasi dari keduanya.
Dengan adanya penarikan kembali permohonan makdaseig@ya yang dikeluarkan
tidak dapat ditarik kembali.

Selain ketentuan di atas ada ketentuan lain yangtindipenuhi dalam
mengajukan perubahan terhadap produk Indikasi @Gésgisebagaimana yang
diterangkan dalam Pasal 22 diantaranya :

1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan depha Buku
Persyaratar® sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetaiian
teknologi atau adanya perubahan mengenai batasrgéeg

2) Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan gsebwmna dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dioekt Jenderal dengan
menyampaikan alasan dan perubahannya.

3) Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyarataraga&imana dimaksud
pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderaklakukan Pengumuman
mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dddanta Resmi Indikasi-
geografis.

4) Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukarterkean mengenai
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11a &eberatan dan
sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

5) Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonanrupahan Buku
Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajoading kepada Komisi
Banding Merek.

6) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayataf@at dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitungjak diterimanya keputusan
penolakan dimaksud.

* Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nothofafun 2007 tentang Indikasi
Geografis, Buku Persyaratan merupakan informasigyaremuat tentang pengaruh lingkungan
geografis, faktor alam, serta faktor manusia yarempengaruhi kualitas atau karakteristik barang
tersebut; selain itu juga mencakup informasi tegtarpeta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses
pengolahan, metode pengujian kualitas barang, Bdréh yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut
penyusunannnya dilakukan oleh kelompok masyarakapat dihasilkannya barang yang dimaksud.
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Hal tersebut merupakan hal yang serupa dengantiategang diajukan dalam
mendaftarkan permohonan Indikasi Geografis sepantig diatur dalam Pasal 6
peraturan pemerintah ini. Penerapan sistem admasistyang sama dengan
permohonanan pendaftaran pertama kali Indikasi fafisgdimaksudkan untuk
merinci kembali hal-hal apa yang berubah sesuajaleapa yang dijelaskan dalam
Buku Persyaratan, hal tersebut dilakukan untuk agenkarakteristik dan ciri khas
dari produk Indikasi Geografis. Secara umum prodinttikasi Geografis yang
terdapat di Indonesia berada di sektor pertaniahingga bisa saja ketika
permohonan pendaftaran Indikasi Geografis mulaakdikan terjadi perubahan
struktur tanah ataupun perubahan lahan sehinggk jatau wilayah Indikasi
Geografis menjadi berkurang atau bertambah. Sehingglitas dari Indikasi

Geografis yang diajukan permohonan pendaftarandsgk berubah.

Berkaitan dengan adanya perubahan dalam Indikasgr@égs, tentunya akan
tertuju pada suatu pertanyaan, kapan suatu Indikzsografis dapat hilang
keberlakuannya. Ada beberapa ketentuan mengerakhierya masa perlindungan
Indikasi Geografis sesuai dengan yang dijelaskéanmd®asal 23 diantaranya :

1) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografegpat menyampaikan kepada
Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karaktés khas dan/atau kualitas
yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindung#asadndikasi-geografis telah
tidak ada.

2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pgdt (1) bukan berasal
dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jendgr meneruskan hasil
pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-gefigirdalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diteriny@nhasil pengamatan tersebut.

3) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterye hasil pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Inglikgografis melakukan
pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusaneye dangkah-langkah
yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.

4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakedimanya hasil keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat desdmempertimbangkan
hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersetban tindakan-tindakan yang
harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indigaegrafis.

5) Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputuggembatalan terhadap
Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitkan secara tertulis kepada
Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakdikalsi-geografis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atelalui Kuasanya dalam
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waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhiturggak diterimanya keputusan
tersebut.

6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tedmig sejak diputuskannya
hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat P&ektorat Jenderal
mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Radikaki-geografis.

7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanesyatakan
pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya peamak Indikasi-geografis
oleh para Pemakai Indikasi-geografis.

8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografisagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niagaingallama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalasetzut.

Berakhirnya masa berlakunya Indikasi Geografis liskibatkan karena
karakteristik dan ciri khas yang terdapat dalamdpko tersebut telah habis.
Berakhirnya perlindungan hukum tersebut dimulaigd@nadanya pengamatan yang
dilakukan oleh masyarakat atau dari pengamat imdepe untuk kemudian
melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal uditikdak lanjuti kepada Tim
Ahli Indikasi Geografis, sehingga dapat dilakukangamatan lebih lanjut selama
jangka waktu selama 6 (enam ) bulan. Berdasarkaorda tersebut dapat ditarik
suatu keputusan apakah produk Indikasi Geografselet dapat diteruskan atau
dihentikan sampai disini. Dengan hilangnya perlmghn hukum Indikasi Geografis
maka produk Indikasi Geografis tersebut akan aktalan dicoret dalam Berita
Resmi Indikasi Geografis. Keberatan dari pihak peomodapat dilakukan selama
jangka waktu 3 (tiga) bulan dari keputusan mengepanolakan tersebut

disampaikan melalui Pengadilan Niaga.

Dengan adanya penolakan maka tindak lanjut setghadialah banding dengan
ketentuan dalam Pasal 24 sebagai berikut :

1) Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi ddan Merek oleh
Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohoseaibagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayatRayal 13 ayat (4), dan Pasal
22 ayat (5).

2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada dyatdigjukan secara
tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangkaktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat ¢an Pasal 22 ayat (6),
dengan membayar biaya.

3) Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi4gdisg berlaku secara
mutatis mutandis ketentuan Pasal 29, Pasal 30, R#kaPasal 32, Pasal 33, dan
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Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tenMerek serta Peraturan
Pelaksanaannya.

Dalam ketentuan ayat (1), sebagaimana yang dikemkiawa dalam Pasal 9
ayat (4) apabila pemohon atau melalui kuasanya tidak adaggapan atas
penolakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan makeekiorat Jenderal menetapkan
keputusan tentang penolakan permohonan tersebutregmberitahukannya kepada
pemohon atau melalui kuasany@esuai dengan ketentuan Pasal 10 ayab (Basal
13 ayat (4) dano. Pasal 22 ayat (5) tersebut dikemukakan bahwa qgienan
banding dapat dilakukan dalam jangka waktu paliagna 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya keputusan secara tertulis kepada pemobahwa permohonan
pendaftaran Indikasi Geografisnya ditolak. Apaloiddam hal pengajuan penolakan
terhadap permohonan banding tersebut, Tim Ahli kisli Geografis tidak
menyetujui adanya permohonan banding tersebut rBatektorat Jenderal akan
menolak permohonan tersebut. Dalam hal Direktaratidral menolak permohonan
atas tanggapan penolakan tersebut maka pemohonnaklui kuasanya dapat
mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

Dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimakgautusan penolakan
pendaftaran Indikasi Geografis maka pemohon ataupafalui kuasanya dapat
mengajukan banding kepada Komisi Banding Mereka@atetentuan Pasal 31 ayat
(3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diggasbahwaDalam hal
Komisi Banding Merek menolak permohonan bandingngi®n atau kuasanya
dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakamg®onan banding kepada
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3(tigajasuterhitung sejak tanggal
diterimanya keputusan penolakan terseb8thingga dengan demikian apabila
nantinya permohonan banding yang diajukan oleh pem@tau kuasanya kepada
Komisi Banding Merek ditolak maka langkah yang dajsambil oleh pemohon atau
kuasanya adalah mengajukan gugatan kepada Pemgiithiga dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan ata®lp&an tersebut. Tentang tata
cara, pemeriksaan serta penyelesaian banding digdibr lanjut dengan Keputusan

Presiden.
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Ada beberapa hal yang termasuk kategori pelanggkiam Indikasi Geografis
diantaranya®

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komérdimik secara langsung
maupun tidak langsung atas barang yang tidak memeBuku Persyaratan;

b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang betrdiomersial, baik secara
langsung maupun tidak langsung atas barang yanghdiihgi atau tidak
dilindungi dengan maksud:

1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebandiait&snya dengan
barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tetsatau

3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indigesgrafis;

c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkasyarakat sehubungan
dengan asal usul geografis barang itu;

d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak selaltempat asal barang
dinyatakan;

e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat yesatkan sehubungan
dengan asal tempat barang atau kualitas barang yaegcermin dari
pernyataan yang terdapat pada:

1. pembungkus atau kemasan;

2. keterangan dalam iklan;

3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;

4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asalnyauldalam hal
pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau

f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyardkals mengenai
kebenaran asal barang tersebut.

Terdapat beberapa komponen yang menyebabkan tiggbulsuatu
pelanggaran atas suatu produk Indikasi Geogra&figtama dalam hal menyesatkan
masyarakat akan produk Indikasi Geografis terseBP@rsamaan dalam label,
kemasan atau nama yang hampir sama dapat dikdegosebagai penyesatan
dalam masyarakat. Bisa saja terjadi penurunan tksalakan produk Indikasi
Geografis yang bersangkutan sehingga pemasaranpelgnalan akan semakin

terganggu. Pelanggaran-pelangaraan yang terjagitiet menimbulkan suatu akibat

** Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25 Paraeraerintah Nomor 51 Tahun 2007
tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan pasedebut dijelaskan mengenai pengertian “
pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak” yamncakup diantaranya penyalahgunaan,
peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indiasigrafis tertentu seperti : penggunaan kata “ala”,
bentuknya sama dengan serupa, dibuat dengan cagasgana, sama sifatnya, mirip, seperti, atau
transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan-Kedta tersebut.
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yang buruk terutama pada produk Indikasi Geogrgdisg bersangkutan, seperti
penurunan kualitas citra produk dan penurunan paraasyang disebabkan oleh

info yang sesat oleh suatu produk Indikasi Geogtatfian.

Terhadap adanya suatu pelanggaran dari tiruan gradak Indikasi Geografis
maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatagah tata cara sesuai dengan
Pasal 26 sebagai berikut :

1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaintimaksud dalam Pasal
25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 @yadan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dajekudian oleh:

a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasgédis;
b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan kurtdikasi-geografis
berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasdl8@ang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Paitobegang hak atas Indikasi
Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap peméidikasi Geografis yang
tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan pengaenpenggunaan serta
pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakacara tanpa hak tersebut,
maka pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh pibakg ydirugikan dengan
mengajukan gugatan ganti kerugian serta permohagan produk tersebut dicabut
dan tidak dapat dipasarkan kembali serta pemusnatiket produk tersebut.
Pengajuan gugatan tersebut dianggap penting meaxigomgduk Indikasi Geografis
lebih mengedepankan pada kualitas dan ciri khaduBrtersebut karena mencitrakan
tempat asal produk Indikasi Geografis tersebut da¢ralJangan sampai pihak lain
yang mengakui bahwa produk tersebut milik merekaingga menyesatkan

masyarakat.

47

Optimalisasi perlindungan..., Anak agung Ayu Ari Widhiyasari, FHUI, 2012



S )
Universitas Indonesia %

Selain pengajuan gugatan terhadap peniruan suatiulpindikasi Geografis
ada beberapa hal penting mengenai Indikasi Gesgitafntaranya adalah mengenai

pemakai terdahulu yaknf:

1) Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaindamaksud dalam Pasal
56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 temtMerek, apabila
sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran seladjkasi-geografis atas
barang sejenis atau yang sama suatu tanda telahkdipdengan itikad baik oleh
pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasgrafis, maka pihak lain
tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untudkgmwaktu 2 (dua) tahun
sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasiggafis dengan syarat pihak
lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai teagadtbarang dan menjamin
bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyasdtidikasi-geografis
terdaftar.

2) Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksudnddPasal 56 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Mereahtakrdaftar atau
dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat peynarh suatu Indikasi-
geografis atas barang sejenis atau yang sama dawlatatersebut kemudian
dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis,kagemakaian tanda sebagai
merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidaérhak menggunakan
Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan sygramakai merek tersebut
menyatakan kebenaran mengenai tempat asal baramg ndanjamin bahwa
pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkamabigjeografis terdaftar

Pemakai terdahulu disini dimaksudkan adalah pitaigydengan itikad baik
menggunakan suatu produk Indikasi Geografis sebdhdhkasi Geografis tersebut
didaftarkan. Dengan ketentuan jangka waktu 2 (daéahun untuk dapat
mempergunakan produk tersebut, diharapkan pihaff parsangkutan tersebut dapat
menarik produknya secara perlahan-lahan dari makggr tentunya tanpa
meninggalkan informasi yang dapat menyesatkan malsyttersebut. Namun di satu
hal, pihak yang bersangkutan tersebut dapat meaggarproduk Indikasi Geografis
tersebut selama beritikad baik dan tidak memberikéormasi yang sesat kepada

masyarakat.

*® Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 Perderaerintah Nomor 51 Tahun 2007,
dalam penjelasan pasal tersebut, diterangkan mangpa yang dimaksud dengan “tanda yang telah
dipakai” adalah tanda yang tidak terdaftar.
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Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentadikasi Geografis
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-UndamgkMdomor 15 Tahun 2001
terutama Pasal 56 yang mengatur tentang Indikasgi@és secara khusus. Adanya
peraturan pelaksana ini sebagai taktik strategiskumengatur tata cara pendaftaran
permohonan Indikasi Geografis. Secara garis besetyran pemerintah tersebut
telah mengatur secara rinci tahapan yang mustkukn dalam proses pendaftaran
Indikasi Geografis. Walaupun masih terdapat belzepgsal yang sangat sulit untuk
dilaksanakan, seperti misalnya pemenuhan buku aetsyn yang terlalu sulit untuk
ukuran masyarakat setempat ataupun menggunakarkyasa dalam permohonan
pendaftaran. Masyarakat daerah yang pada umumngéati pendidikan rendah
menjadi buta akan Hak Kekayaan Intelektual menjgdit dan tidak mampu
memenuhi semua kriteria tersebut.

Kendala yang dihadapi merupakan suatu proses umiekbangun suatu
pondasi penataan Indikasi Geografis lebih baik dipat digunakan untuk
membangun laju pertumbuhan perekonomian daerah aredst setempat. Kopi
Arabika Kintamani merupakan salah satu produk ydagat meningkatkan laju
ekonomi masyarakat setempat, walaupun banyak prgmeg dilalui namun kini
masyarakat setempat dapat memenuhi semua kehidwgpdan hasil penjualan kopi
tersebut. Banyak hal yang musti dilakukan dalanbgkan kedepan pendaftaran
Indikasi Geografis agar masyarakat lebih memahaai @entingnya perlindungan
hukum Hak Kekayaan Intelektual.

2. IMPLEMENTAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN
2007 TERHADAP PRODUK KOPI ARABIKA KINTAMANI

Perkembangan dunia yang sangat dinamis, progresif Hderkarakter
multidimensi memunculkan berbagai isu aktual dalgrarsaingan ekonomi
internasional. Hal ini tidak lepas dari fenomenabglisasi yang sangat sulit untuk
dihindari. Globalisasi adalah suatu sistem ataantat yang menyebabkan seseorang
atau negara tidak mungkin untuk mengisolasikan sibagai akibat dari kemajuan
teknologi dan komunikasi. Globalisasi telah berikgsi pada perkembangan dunia

usaha. Perkembangan dunia usaha secara gobal kekarg daya saing Indonesia
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terhadap negara-negara lain di dunia. Secara ktimitdonesia di 2011 masih
mencatatkan surplus neraca perdangangan sebesad&&D miliar dengan ekspor
kumulatif sebesar USD 116,40 miliar dan impor kuati@llsebesar USD 99,64

miliar.%’

Perubahan sosial ini berimplikasi dalam bidang ekanyakni dengan
terbentuknya era perdagangan bebas. Salah satyaisy menyeruak pada era
perdagangan bebas ini adalah dalam bidang Hak léekatelektual. Permasalahan
ini mengemuka dikarenakan Hak Kekayaan Intelekto@dupakan satu bidang yang
tidak terpisahkan dari paket persetujuan pendidieganisasi perdagangan duffla.
Pengaturan mengenai Indikasi Geografis menjadi kegiapan dari negara untuk

mampu menghadapi tantangan dalam menghadapi gabat.g

Pengaturan mengenai perlindungan Indikasi Geogudifilndonesia diatur
pertama kali pada tahun 1994 yakni setelah ditaeiapka Undang-undang Nomor 7
Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan PemdrenkO. Secara otomatis
Undang-Undang tersebut mengesahkan pula ketenteagenai TRIPS. Ketentuan
ini kemudian dijabarkan kembali dalam Undang-Und&wmor 15 Tahun 2001
tentang Merek. Untuk melaksanakan ketentuan mengérdikasi Geografis

dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahui 2@ditang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 membebkdéasan tentang
Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang mekkajudaerah asal suatu barang,
yang karena faktor lingkungannya diantaranya faktam, manusia atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan ikasltertentu pada barang yang
dihasilkan. Kemudian tanda tersebut merupakan n@am@at atau daerah maupun
tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal terdgssilkannya barang yang

dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang-barangng termasuk dalam produk

$"Martin Bagya Kertiyasa“Surplus Neraca Perdagangan RI Turun 50%”Senin, 5
September 2011,available from URbttp://economy.okezone.com, Cited 12 September 2011

% Budi Agus Riswadi dan Siti SumartiahVlasalah-masalah HaKl Kontemporer
(Yogyakarta : Gita Nagari, 2006), him. 1.
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Indikasi Geografis berupa produk-produk hasil peaa, produk olahan, hasil
kerajinan tangan atau barang lainnya yang menkadakteristik sebagai produk

Indikasi Geografis.

Produk-produk Indikasi Geografis tersebut akan rapatkan perlindungan
hukum setelah terdaftar dalam daftar umum Indikaebgrafis pada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Setelah tendafieoduk Indikasi Geografis
tersebut maka tidak dapat berubah menjadi milik mmkarena penggunaan atas
tanda atau produk Indikasi Geografis terdaftar gbétek lain harus memenubhi
persyaratan yang diatur dalam Buku PersyaratarkdadiGeografis. Produk-produk
Indikasi Geografis terdaftar diberikan perlindungeas Indikasi Geografis tersebut
masih ada. Dengan demikian perlindungan Indikasigéis tidak mengenal batas
waktu. Hanya saja perlindungan akan berakhir apafidak memiliki karakteristik
dan kualitas yang dapat disebabkan adanya bendana a&au perubahan alam
sehingga struktur tanah, iklim, menjadi berubah barakibat terjadinya perubahan

terhadap produk Indikasi Geografis tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentadiasi Geografis
dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketergelaksanaan Pasal 56 ayat
(9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Meegktama yang mengatur
tata cara pendaftaran Indikasi Geografis. Indik@siografis adalah tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang karena fg&tgrafis termasuk faktor alam,
faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktoseleut, memberikan ciri dan
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. @gebena layaknya merek,
perlindungan Indikasi Geografis adalah melinduagidiasign berupa nama wilayah
yang akan digunakan dalam perdagangan produk &lasil atau kerajinan tangan,

berfungsi menjadi petunjuk akan suatu kualitasatah barang.

Salah satu produk yang termasuk kategori Indikasygéafis adalah berasal
dari Desa Kintamani, Propinsi Bali. Berikut akamntdrakan beberapa aspek dan

bagaimana perlindungan hukum dari Kopi Arabika &mani tersebut.
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a. Keadaan M asyar akat Setempat ( Desa Kintamani)

Perlindungan Indikasi Geografis disebabkan karefaamypa sumber daya alam.
Keberadaan sumber daya alam menurut Ade Saptom@kinii telah Ilahir
mendahului kelahiran negara, demikian pula masgaretah ada sebelum negara
berdiri. Dengan demikian praktik pengelolaan suntagfa alam berdasarkan potensi
lokal telah dilakukan oleh masyarakat sebelum reebardiri®® Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2007 secara tidak langsung telahgatem adanya suatu sistem
tradisi yang masih berlaku dalam masyarakat daedadtem tradisi tersebut telah
mengatur segala bentuk perekonomian dan juga siségja dalam masyarakat itu
sendiri. Masyarakat Kintamani adalah masyarakat)yaasih menggunakan prinsip-
prinsip adat dan istiadatnya dalam pelaksanaanata@ygipertanian terutama dalam
pertanian Kopi Arabika Kintamani. Ada suatu sisteélan lembaga yang masih
diusung hingga sekarang yang biasa disebut SubgnAb

Lembaga Subak Abian didalam kegiatannya sehari-tiéeandasi oleh asas
Subak Abian yaitu “Tri Hita Karana” (Tri : Tiga, tdi : Kebahagiaan, Karana:
Sebab). Tri Hita Karana merupakan falsafah kesengdna (keseimbangan manusia
dengan Tuhan, keseimbangan antara manusia dengaumsimalan keseimbangan
antara manusia dengan lingkung&h)liga sebab untuk memperoleh kebahagiaan
yang berfokus pada manusia yaitu :

- Parahyangan : Hubungan yang harmonis antara maersgan tuhan
- Pawongan : Hubungan yang harmonis dengan sesamsiaa

- Palemahan :Hubungan yang harmonis dengan algkulgan.

Untuk mewujudkan Tri Hita Karana, Subak Abian méhisebuah Pura,

anggota organisasi (krama) serta kawasan yanggelsdum mereka mendaftar.

3 Ade Saptonp Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adiusantara,
(Jakarta:Grasindo, 2010), him. 12.

0 Tjok Istri Putra Astiti, Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg BdDenpasar: Lembaga
Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Univessildayana, 2005), him. 6.
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Formulasi kegiatan dari asas tersebut dijelaskéemdaeraturan Subak Abian
yang disebut awig-awitf Subak Abian dalam melakukan kegiatan produksi maup
pengolahan hasil kopinya selalu mengacu kepada -awig yang dirancang,
dirumuskan dan disepakati/diputuskan bersama dsigtu pertemuan Subak Abian

yang disebut Paruman Subak Abian.

DalamParuman Subak Abiarpara petani membahas waktu yang paling tepat
serta cara-cara terbaik untuk menanam, memangkasupuk, mengendalikan hama
dan penyakit, panen serta cara-cara budidaya tekmpapuk yang disepakati
(pupuk organik), larangan menggunakan pestisidaiakim(anorganik) sekaligus
sanksi yang akan diterapkan apabila anggota SubanAnelanggar awig-awig dari

hasil paruman.

Berkat pengembangan Subak Abian serta keberadampamig, maka para
petani mampu merasionalisasi penjualan gelondonghmentuk mengembangkan
kopi olah basah tanpa Subak Abian. Petani yangehargmiliki lahan terbatas akan
kesulitan untuk mendapatkan pemasukan yang mencudan usaha kopi ini.
Produksi kopi yang berkualitas tinggi bagi Subakaf\tbmeningkatkan pendapatan
secara signifikan.

Lahan terbatas akan memaksa para petani untuk ukalakintensifikasi
produksi pertanian. Namun mereka juga memiliki keama untuk melakukan
diversifikasi aktivitas pertanian, dan untuk memadutanaman kopi dengan jenis
tanaman lain (jeruk, cengkeh, pisang, dan lainyldan binatang ternak. Perpaduan
ini menghasilkan sistem penanaman yang menarikudéeq yaitu dari tanaman Kkopi

bisa mendapatkan penaung dan ternak bisa mendapadkannya. Kotoran ternak

“1 Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah PropatisNBmor 3 Tahun 2001 Tentang Desa
Pakraman disebutkan bahwa yang dimaksudkan denggraavig adalah “aturan yang dibuat oleh
krama desa pakraman dan atau krama banjar pakrgarayn dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa cagavdan dharma agama di desa pakraman/
banjar pakraman masing-masing.”
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menjadi pupuk kandang (organik) yang dapat digumasieh pohon kopi. Oleh
karena Kopi Kintamani ditanam tanpa menggunakanulpwyang lain atau pestisida

kimia maka kopi Kintamani ini tumbuh secara organik

Petani-petani Kintamani juga selalu menggunakarmopgbenaung, misalnya
dadap yang merupakan tanaman yang paling banyalg geenguntungkan bagi
pohon kopi, dan ternak yang diberi makanan damé#aun penaung tersebut. Tanah
yang miring, dan pemilikan yang sempit mengharugk@ani membuat teras- teras
di daerah Kintamani. Teras-teras ini pada umummayagat menguntungkan untuk
kawasan Kintamani karena teras-teras ini dapat hagnair agar tidak terjadi erosi.
Teras menyebabkan intensitas sinar lebih sempsem#gga sangat baik untuk Kopi
Arabika.

Akhirnya perkembangan organisasi Subak Abian, dikad dengan faktor-
faktor alami seperti yang terlihat di atas, telamiptakan sebuah kawasan di daerah

Kintamani yang amat bermanfaat bagi perkebunan kopi

Subak Abian memanggul peran yang sangat pentindadrah Kintamani.
Organisasi-organisasi ini, yang berkembang di dabrdikasi Geografis, mengelola
produksi agrikultur, serta kehidupan sosial rebgimereka dengan pendekatan

demokratis serta transparan.
b.Batasan Kawasan

Dalam Buku Persyaratan yang musti dipenuhi dalaim@leonan pendaftaran
Indikasi Geografis telah ditentukan mengenai batdsavasan yang akan dijadikan
acuan dalam penentuan sejauh mana produk Indikasigr@fis tersebut dapat
tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah penetiegwvasan dari Desa
Kintamani itu sendiri. Kawasan ini merupakan temgang kecil dengan jarak
maksimum antara Barat dan Timur sekitar 35 km, dt&ara dan Selatan sekitar 20
km. Ukuran total dari kawasan ini adalah sebes@064a dengan perkebunan Kopi
Arabika yang mencapai 6000 Ha pada 2006. Panemaahbisa mencapai sekitar
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3000 ton kopi biji pertahun selama 10 tahun tenaikini Luas areal dan produksi kopi
Arabika diharapkan akan meningkat pada waktu y&ag datang karena pertanaman

baru oleh petani.

Secara administratif, kawasan ini mencakup Kecamafantamani dan
Kecamatan Bangli (Kabupaten Bangli), Kecamatan riget@abupaten Badung),
Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan dan Kemai®akasada (Kabupaten

Buleleng).

Dengan adanya tanah vulkanik (jenis entisol dareptisol) yang dianggap
sangat membantu banyak tanaman, daerah ini padangasmerupakan kawasan
pertanian dengan budidaya pertanian yang interaif mah lingkungan dengan

pola tanam diversifikasi yang baik.

Kondisi iklim relatif homogen dan sesuai untuk taaa Kopi Arabika, karena
- Curah hujan yang cukup penting, selama 6-7 bulasiiminujan, musim
kering berlangsung selama 4-5 bulan, dengan 3 bulasim kering tegas.
Para petani Kintamani telah berdaptasi dengan iktema yang khas ini.
- Cuaca pada umumnya sejuk (antareCl8an 28C)
- Perbedaan suhu udara antara siang dan malam asamgcukupi.

c.Peranan Agama

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalanakeahakan tugas dan
fungsinya Subak Abian di Kintamani berasaskan ‘Hita Karana”, yaitu 3 (tiga)
sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Wujud dari “@saslita Karana” didalam
memproduksi dan mengolah serta memasarkan hasil K@bika adalah sebagai
berikut :

1. Membuat pelinggih (tempat pemujaan) kepada Tuhamg¥Y4aha Esa disebut

sebagai Pura Subak secara gotong royong.

2. Melakukan upacara-upacara piodalan sebagai wujjidspukur dan terima
kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Esa setiap enan bakali, sekaligus
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mohon berkat dan rahmatnya agar kopi yang dihasifkaduksinya tinggi,
berkualitas dan harganya baik, yang biasanya dimkupada hari sabtu
kliwon, wuku wariga yang bisa disebut tumpek udduatumpek bubuh
dengan menghaturkan makanan berupa bubur sebadmlis makanan atau

pupuk yang harus diberikan kepada tanaman.

3. Melakukan upacara tertentu seperti “nangkluk meéraa@abila tanaman

terserang hama dan penyakit.

4. Membuat aturan-aturan internal yang disebut awigrawng harus dipatuhi
anggota, sekaligus sanksi-sanksi yang akan dijatufiieh anggota subak

secara demokratis melalui pertemuan yang diselutnza.
5. Melakukan pertemuan/paruman secara rutin untuk tapkan beberapa hal

- Piodalan

- Waktu melakukan kegiatan secara gotong royong ketkatan piodalan,
budidaya kopi, panen, pengolahan dan pemasaran.

- Pembaharuan awig-awig agar sesuai perkembangan

- Menentukan pertemuan-pertemuan insidentil terkarhlgnaan, penyuluhan
dan sebagainya.

Jadi, disini bisa dilihat bahwa kopi Kintamani digduksi oleh lembaga-
lembaga yang sangat penting bagi kehidupan reladpnssosial. Seperti yang dibahas
di atas, penduduk Kintamani beranggapan bahwarmgesgkali bagi mereka untuk
melakukan upacara-upacara keagamaan pada waktikemeremproduksi kopi
arabika (biasanya diselenggarakan sebelum dan gdmen, dan bila tanaman
terserang hama dan penyakit). Hal ini semakin mekopé kaitan antara produksi

dengan adat istiadat, serta kepercayaan setempat.
Disamping kenyataan bahwa Kopi Arabika Kintamanpraduksi oleh

organisasi/lembaga sosial keagamaan lokal, dapegadikan disini ada kaitan antara
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kopi dan budaya lokal Bali, dan merupakan satu ykouladisional, berdasarkan

alasan-alasan berikut ini :

a. Kopi digunakan sebagai pemberian atau sumbangaamdalcara-acara
tertentu: dibeberapa upacara, seperti pernikahatgng gigi dan ketika
seseorang meninggal dunia, maka tetangga, sanattarsawdiharapkan
memberi sumbangan misalnya kopi yang akan dikonsselama upacara

tersebut.

b. Kopi juga digunakan sebagai obat penyembuh: misalkglau seseorang
menderita pening dia bisa minum kopi, kalau ada lk&cil berdarah maka
kopi juga bisa digunakan sebagai penutup luka. kJatang perempuan yang
mengalami kesulitan dalam melahirkan, biasanya @tagdeluarganya

memberi dia minuman kopi manis untuk membantu gr&e&hiran bayi.

c. Kopi nampaknya menjadi minuman tradisional yangdgumsi pada acara-
acara tertentu: dikehidupan sehari-hari orang Bk acara-acara lainnya,
misalnya ketika ada tamu berkunjung, bila anggatiaa® Abian atau banjar

mengadakan pertemuan.

Dengan demikian kopi menjadi bagian terpenting dhbridaya lokal,
kemungkinan besar melebihi peranan teh. Teh meamplégian dari budaya Negara
Asia lainnya, namun produk ini tidak digunakan dengara sama umumnya di

Indonesia, dan khususnya di Bali.

Setelah berkembang lebih dari satu abad, dan a@ikesk di Propinsi Bali
maupun di luar Bali, dan terpadu dalam adat istis@ééempat sebagai bagian dari
budaya, produksi kopi Bali lokal di Kintamani mejukkan kaitan yang kuat dan

berkesinambungan dengan kawasannya.

Sejak pemerintahan Belanda mulai mengembangkanmtanadi kawasan
Kintamani, kopi mulai mendapatkan reputasi yanggdirdiantara orang Bali maupun
orang Indonesia lainnya dan para pecinta kopi dwmncanegara. Saat ini berkat
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pengembangan pariwisata ke Bali, semakin banyakgodari luar Bali dan dari
manca negara berdatangan ke Kintamani yang mempsdah satu dari tempat
wisata yang sangat populer di Bali. Hal ini semakieningkatkan reputasi kawasan
ini maupun produk-produknya, khususnya kopi. Paisatawan ke Kintamani
biasanya membeli Kopi Arabika Kintamani langsundgéeasan ini atau di kota-kota
lain yang berdekatan dengan kawasan ini, karenarlpa penyangrai memasok kopi

ini ke toko - toko dan supermarket.

Selain dari wisatawan manca negara, konsumen Kapbika Kintamani
sekarang ini juga mencakup para pencinta kopi yaegganggap kopi jenis ini
sebagaiorigin coffe yang bersedia membayar kopi ini dengan harga itirggra
konsumen ini bisa ditemukan di Bali atau selurubohesia, bahkan di Jepang,
Autralia, dan beberapa Negara Eropa, dimana koptelah dieskpor selama lebih

dari sepuluh tahun sampai sekarang.

Pada tahap pengembangan Kopi Arabika Kintamani Balitentunya amat
dibutuhkan suatu perlindungan Indikasi Geografiserlifdungan ini akan
memberikan jaminan kepada semua konsumen bahway&opgi mereka beli adalah

asli dan berkualitas.

d. Kopi Arabika Kintamani Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2007

Perlindungan mengenai Indikasi Geografis sepemigytelah kita ketahui
telah diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24 TRABseementserta telah diatur dalam
Pasal 10 Konvensi Paris yang berisi mengenai peaegdarangan untuk
memperdagangkan barang yang mempergunakan Inddesgrafis sebagai objek
dari Hak Kekayaan Intelektual yang tidak sesuapderasal dari daerah atau wilayah
geografis tersebut. Indonesia merupakan salah resgara yang turut serta dalam
meratifikasi Persetujuan Pembentukkan Organisagiagangan Dunia atau WTO
dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-uadaggitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1994. Dalam WTO itu sendiri akhirtgdbentuk TRIPs Agreement.
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Tindak lanjut dari adanya TRIP&greementJndonesia wajib untuk menyelaraskan
segala bentuk peraturan perundang-undangan yaikuKidkayaan Intelektual agar

sesuai dengan segala kesepakatan yang tertuamg TRI#&?sAgreement

Indikasi Geografis dengan jelas telah diatur ddlamdang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek yaitu pada Pasal 56 dyaygng menyatakan bahwa
Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tandang menunjukkan daerah asal
suatu barang, yang karena faktor lingkungan gedgrefrmasuk faktor alam, faktor
manusia atau kombinasi dari kedua faktor terselbugmberikan ciri dan kualitas

tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dengan demikian berarti bahwa setiap produk yangitie ciri dan kualitas
tertentu serta menunjukkan asal lingkungan gecgrdfipat dikatakan sebagai
Indikasi Geografis. Lebih lanjut dalam Pasal 5 g@atPeraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 2007 dikatakan bahwa pengajuan permohbrthkasi Geografis dapat
dilakukan oleh:

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang pnetuksi barang
yang bersangkutan yang terdiri atas :
1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan lsarh atau
kekayaan alam
2. Produsen barang hasil pertanian
3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau haslbistri
4. Pedagang yang menjual barang tersebut
b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
c. Kelompok konsumen barang tersebut

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti bahwapskbenponen masyarakat
dalam suatu wilayah yang memiliki suatu produk kadi Geografis berhak untuk
mendaftarkan secara bersama-sama produk Indikasgréfes tersebut. Tentunya
dengan adanya hal tersebut masyarakat daerah tgrapghasil produk Indikasi
Geografis harus menyamakan pandangan tentangeating didaftarkannya suatu

produk Indikasi Geografis.
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Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut di asdwyeb yang dimaksud
dengan lembaga yang mewakili masyarakat di daesaty ynemproduksi barang
adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh perabriontuk mendaftarkan
Indikasi Geografis dan lembaga itu merupakan lerabagmerintah atau lembaga

resmi lainnya seperti koperasi, dan aso$fasi.

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 260fang Merek
dijelaskan mengenai permohonan Indikasi Geogratiidatt oleh Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual apabila tanda tersebut :

a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaatertidean umum atau
dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakajemeinsifat, ciri,
kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atgurkaannya;

b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Inslikzeografis.

Selain itu dalam ayat (7) dinyatakan bahwa suatlikési Geografis yang
terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlamgsselama ciri dan/atau
kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya pauingan atas Indikasi Geografis
tersebut masih ada. Hal tersebut sangatlah bengariadengan merek itu sendiri.
Seperti yang kita ketahui, Indikasi Geografis tesakadalam ranah aturan Undang-
Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktunperhgan merek adalah 10
(sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang 10 (septdbhlin lagi. Sedangkan Indikasi
Geografis akan habis jangka waktu perlindungannyabidéa ciri khas dan

karakteristik yang dimilikinya telah hilang.

Selain perbedaan tersebut, pemahaman yang keimay& adalah telah
timbul suatu perbedaan mengenai batasan perlinduhgdikasi Geografis yang
disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-UndangkVidomor 15 Tahun 2001,
dimana dijelaskan bahwa perlindungan Indikasi Gaftggrmeliputi barang-barang
yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertariiasjl kerajinan tangan, atau hasil

industri tertentu lainnya. Jika dilihat dari segiogesnya, suatu kerajinan tangan

42 DR. Sudjana,S.H.,M.Hiak Kekayaan Intelektual, mamahami Prinsip Dasaak@pan,
dan Undang —Undang Yang BerlgkilBandung : Oase Media, 2010), him182.
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tidaklah dipengaruhi oleh faktor alam. Sebagaimgarag dijelaskan dalam TRIPs
AgreementPasal 22 ayat (1), bahwa Indikasi Geografis m&apandikasi yang

mengidentifiikasikan suatu barang yang berasal daatu daerah di mana suatu
kualitas, reputasi, dan sifat dasar lain atasusbarang adalah unsur ini yang

merupakan sifat dari asal geografisnya.

Sebelum disahkan peraturan pelaksana Pasal 56 gHufatang Merek
Nomor 15 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Mdbdo Tahun 2007 telah
terjadi kerancuan tentang pengertian dan dimarek letdikasi Geografis tersebut.
Timbul kesan bahwa Indikasi Geografis merupakanei@amun mempergunakan
nama wilayah tertentu. Dalam artian siapa sajahbmiempergunakan nama wilayah
tersebut sebagai merek. Selain itu perbedaan meng@pa yang berhak untuk
mendaftar. Dalam merek, kepemilikan bersifat indlieil sedangkan dalam Indikasi

Geografis bersifat komunal.

Jika dikaji lebih dalam Indikasi Geografis kurarepdt untuk dimasukkan
dalam merek atau bukan termasuk merek, karenarakaimbulkan suatu kerancuan
mengenai pengertian dan ruang lingkup dari merek tladikasi Geografis.
Setidaknya dengan adanya pembedaan antara merekdikasi Geografis, dapat
menghindari terjadinya penyalahgunaan nama wilajah pihak-pihak yang tidak

berkepentingan dengan daerah asal produk Indikesi@fis tersebuf?

Kurangnya kepastian hukum mengenai hal tersebutrglehterjawab dengan
disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 28@@rtg Indikasi Geografis.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dapataftédsa sebagai jawaban atas
suatu kejelasan mengenai keberadaan Indikasi Geodbalam peraturan tersebut,
diatur mengenai masalah teknis tata cara pendaftdam perlindungan Indikasi

Geografis. Salah satu wujud implikasi positif dagianya peraturan tersebut adalah

43 Adrian Sutedi, S.H.M.H Hak Atas Kekayaan IntelektyglJakarta : Sinar Grafika, 2009)
him. 161
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dengan terdaftarnya Kopi Arabika Kintamani sebaggah satu produk Indikasi

Geografis yang pertama kali mendapatkan sertifiklt Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah NonlorT&hun 2007
dijelaskan mengenai pengertian Indikasi Geografestuy : suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang yang karektorffdingkungan geografis,
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombirdesii kedua faktor tersebut,

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada baraaggy dihasilkan.

Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu prodgdng memiliki
karakteristik dan ciri yang khas dengan geogrampat kopi tersebut tumbuh dan
berkembang. Sehingga sangat tepat jika diberi ni@ns@but. Penelitian mengenai
adanya produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Km&mni dimulai sejak tahun 2002.
Banyak peneliti-peneliti swasta baik dari Indonesiaupun luar negeri melakukan
penelitian mengenai biji kopi di daerah Kintamdanyak yang beranggapan bahwa
biji kopi tersebut memiliki suatu cita rasa yanqhga khas dan sangat berbeda

dengan cita rasa kopi pada umumnya yaitu adangecitras dan lemon didalamnya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakdn Exbeawati Junus yang

menyatakan bahwa perlindungan Indikasi Geografishefaat **

1. Memberikan perlindungan hukum pada produk Indik&eografis di
Indonesia.

2. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strgtemiasaran produk Indikasi
Geografis pada perdagangan dalam negeri.

3. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensikesliGeografis di daerah

dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografisgppdrdagangan global.

Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan Kidilgeografis dan

promosi Indikasi Geografis di luar negeri; dan

6. Sebagai salah satu alat untuk menghindari persaicigang.

ok

44 Emawati Junus, “ Pentingnya Perlindungan Indikasbgrafis Sebagai Bagian dari HKI
dan Pelaksanaannya di Indonesia,” ( makalah dis&awpapada seminar nasional Perlindungn
Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta 6-7 Desarab04).
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Secara geografis seperti dijelaskan sebelumnyaaitiani terletak di daerah
pegunungan yang sangat menguntungkan untuk ditabigrkopi. Hampir sebagian
besar penduduk yang tinggal di daerah menggantandkdupnya dari hasil
perkebunan kopi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (AfuPan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2007 dijelaskan bahwa tanda yang dimaksudnddPasal 1 angka 1
merupakan nama tempat atau daerah maupun tandanttertainnya yang
menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yaiigdangi oleh Indikasi
Geografis. Barang yang dimaksud disini adalah leerbpsil pertanian, produk
olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lairsg@agaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1. Penggunaan tanda tersebut hapga ditakukan apabila telah

memenuhi persyaratan.

Secara teknis, persyaratan mengenai tata cara penao Indikasi Geografis

adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahakmdésia oleh Pemohon
atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dakamgkap 3 (tiga) kepada

Direktorat Jenderal;

2. Bentuk dan Isi formulir permohonan sebagaimana kisma pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetaft

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yangpreduksi barang
yang bersangkutan yang terdiri atas :
1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan diasil atau
kekayaan alam;
2. Produsen barang hasil pertanian;
3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hedastri;
4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau

63

Optimalisasi perlindungan..., Anak agung Ayu Ari Widhiyasari, FHUI, 2012



S )
Universitas Indonesia %

c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Selain itu pemohon haruslah membayar bukti pembaybraya dan wajib

mengisi Buku Persyaratan. (Pasal 6).

Buku Persyaratan disini berisi tentang beberapaihataranya :

a.
b.

C.

Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftaran

Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis

Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang bemtakan barang tertentu
dengan barang lain yang memiliki kategori sama, ommjelaskan tentang
hubungannya dengan daerah termpat barang tersebsilkbn;

Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktlamadan faktor manusia
yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan noéngahadap kualitas
atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

Uraian mengenai batas-batas daerah/atau peta tilggag dicakup oleh
Indikasi Geografis;

Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhuloumigangan pemakaian
Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dikeasdi daerah tersebut,
termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indicasyrafis tersebut;
Uraian yang menjelaskan tentang proses produkssepr pengolahan, dan
proses pembuatan yang digunakan sehingga memumgksatiap produsen di
daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atsmbmat barang terkait;
Uraian mengenai metode yang digunakan untuk mekgajitas barang yang
dihasilkan; dan

Label yang digunakan pada barang dan memuat Indiesgrafis.

Secara garis besar persyaratan pendaftaran Inddexsyrafis tersebut harus

mendapat rekomendasi dari instansi yang berweregjtu banyaknya persyaratan

yang diajukan dalam memperoleh Hak atas Indikasigizdis membuat waktu yang

dibutuhkan adalah sangat lama untuk memenuhinyabilgomasyarakat di pedesaan

yang jauh dari kehidupan kota dan sumber daya nmyasg rendah tentunya akan

sulit untuk memenuhi semua persyaratan tersebwa Baja terjadi, masyarakat

menjadi malas untuk mendaftarkan Indikasi Geogmgéikarena terkesan pemerintah
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tidak mau membantu dan hanya berdiam diri. Sepgtig diungkapkan oleh

masyarakat setempat penduduk Kintamani, bahwa hsegiait dari sekian banyak

penduduk Kintamani yang paham akan apa itu Indi&a&sigrafis, masyarakat hanya
tahu bahwa Kopi Arabika yang mereka hasilkan teakdnmasyarakat. Tentunya ini
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, agar damatyentuh daerah-daerah
terpencil yang memiliki sumber daya alam dan dapadentifikasi sebagai Indikasi

Geografis.

Selain memenuhi persyaratan yaitu mengisi bukuypestan, suatu produk
Indikasi Geografis harus melalui tahap pemeriksadministratif dan substantif.
Pemeriksaan Administratif disini berarti memeriksegala persyaratan yang telah
diisi oleh pemohon dalam buku persyaratan yang rkamaaktu selama 14 (empat
belas) hari sejak tanggal diterimanya permohongmabfa memenuhi maka akan
dilanjutkan kepada pemeriksaan substantif. Penaériakan mengutus beberapa tim
ahli untuk melakukan pemeriksaan selama kurangp [2i{dua) tahun terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan. Selama berlangyangemeriksaan substantif,
pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pemeriksaastantif.

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingasyarakat pedesaan
merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi ledah tidak memiliki
pengetahuan mengenai Indikasi Geografis. Selammkuaktu 6 (enam ) tahun yaitu
dari tahun 2002 hingga 2008, banyak sekali waktmgytersita dan biaya yang
terkuras untuk memenuhi hal tersebut. Pemerintahg yaeharusnya menjadi
pengayom masyarakat harus berpihak kepada ekorevakyatan masyarakat daerah
terutama daerah terpencil. Sosialisasi yang setiladkukan oleh pemerintah tidak
akan memberikan dampak yang luas bagi masyaralatliaapabila pemerintah
hanya berdiam diri dan tidak mau terjun langsungakle masyarakat.

Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu cortagaimana pemerintah
tidak peduli dengan keberadaan kekayaan alam nestadaerah. Kopi Arabika
Kintamani merupakan produk andalan masyarakat getectan dijadikan sebagai
mata pencaharian tetap. Namun pemerintah hanyadaberdiri, yang melakukan

penelitian kopi hanyalah peneliti-peneliti swaséai dalam ataupun luar negeri. Baru
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ketika penelitian tersebut mendapat respon yanlg dleh pihak asing, pemerintah
dengan suka cita membantu warga setempat dan mambendirikan koperasi
Mulih Sari.

Bagaimana peran serta pemerintah dalam hal penargkaptimalisasi
perlindungan Indikasi Geografis? Apabila pemerinsgmdiri tidak mau tahu apa
yang terjadi di masyarakat? Peraturan Pemerintahdl®&1 Tahun 2007 seharusnya
disajikan dalam bentuk yang tidak menyulitkan meslyat namun bisa memecahkan
permasalahan yang terjadi masyarakat. Misalnyaaibema perlindungan hukum
atas Indikasi Geografis tersebut seandainya ad péin yang tidak berkepentingan
menggunakannya. Serta bagaimana pemerintah membewtusi yang baik kepada
masyarakat daerah yang ingin mendaftarkan proddikdei Geografis namun tanpa
kuasa dengan biaya yang dapat dijangkau. Pemeri@alslah memberikan skala
prioritas yang tinggi kepada masyarakat daeraheneartanpa adanya masyarakat
daerah mustahil suatu produk Indikasi Geografia mancul di Indonesia.

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis tidaklatattemtuk dimasukkan
kedalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 200Ienka perbedaan
pengertian dan ruang lingkup dari keduanya. Maggtrawam yang tidak mengerti
mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan mengang@éyvd Indikasi Geografis
sama dengan merek namun boleh mempergunakan ndayalwiertentu. Setidaknya
hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pamnmerek yang mengandung nama
suatu wilayah asalnya khususnya Indonesia yandikiimieh pihak-pihak yang tidak
bertangggung jawab atau tidak berhubungan dengamaldaasalnya dan dapat
memberikan perlindungan hukum yang optimal bagempsitpotensi produk-produk
nasional.

e. Kopi Arabika Kintamani Ditinjau Dari Segi Ekonomi

Melalui keanggotaan di WTO, Indonesia dapat begsdalam tatanan baru di
bidang perdagangan Internasional. Munculnya sikskrichinatif dari negara-negara
maju terhadap negara-negara berkembang, menyebdb#tanesia lebih berperan
untuk meningkatkan pengaturan multilateral yangasiidkan atas prinsip-prinsip

ekonomi sehingga berimbang antara negara yangleagan negara yang lain.
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Perekonomian Indonesia saat ini sangat beraganmdampu bersaing dalam
kancah internasional. Kepentingan utama dari ekonmamional Indonesia adalah
tersedia pasar yang bebas, terbuka serta meluals.98bab itu, dalam perdagangan
internasional diperlukan suatu sistem penyelenggag@erdagangan antar bangsa
yang dapat mendorong terwujudnya pasar yang baddsdan terbuka bagi semua
pelaku. Keharusan Indonesia untuk berperan se&éifadalam sistem perdagangan
multilateral dilandasi oleh banyak alasan, kareebagai suatu sistem ekonomi,
Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari sistdhonemi negara lain yang
kesemuanya membentuk sistem ekonomi internasiohal.

Kopi Arabika Kintamani sejak didaftarkan di Direkad Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual telah berhasil menembus pagabal, terbukti dengan
meningkatnya perekonomian masyarakat setempat ya#syarakat Kintamani.
Sebelum didaftarkannya produk Kopi Arabika Kintamaarga kopi petani setempat
hanya dihargai Rp 4000,- hingga Rp 5000,- /kg sgkkam sekarang harga per 200
gram adalah sebesar Rp 250.000,-. Perlu kita ketsdhwa produk Kopi Arabika
Kintamani sudah ada sejak tahun 1800 dan mengalgasiang surut laju
perekonomian. Masyarakat Kintamani pernah mengdeatiun kopi mereka dan
mengubahnya menjadi kebun jeruk karena nilai jupbdar yang sangat jatuh.

Kehidupan sebagian besar masyarakat Desa Kintassrgat bergantung
kepada hasil penjualan kopi tersebut. Desa Kintaryang terdiri atas 60 Kepala
Keluarga memiliki lahan seluas 0,80 Ha untuk ditan&opi. Dengan sumbangan
dari Pemerintah berupa mesin pengolahan kopi sekathg (enam belas) buah,
masyarakat menjadi terpacu untuk membuat produspi lang lebih baik lagi.
Apabila musim panen kopi masih lama, maka masyardi&aa Kintamani lebih
memilih untuk beternak dan juga berkebun jeruk,ltiga mereka akan pergi ke kota

untuk bekerja sebagai buruh. Rendahnya sumber deyausia di desa tersebut

4 Muhammad Sood,S.H,M.H{ukum Perdagangan Internasiong], Jakarta : Rajawali
Pers, 2011) him. 273
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menyebabkan mereka harus mencari akal agar dapaemoéi kehidupan sehari-
hari.

Selama proses pendaftaran Indikasi Geografis kekirat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual berlangsung, Pemerintah Daemambantu masyarakat
Kintamani dengan mendirikan suatu Koperasi yaitypdfasi Mulih Sari. Koperasi
ini berada di tengah-tengah kehidupan warga darnyokemg perekonomian warga
setempat. Koperasi ini selain menjual produk KopalAka Kintamani tetapi juga
menjual hasil kerajinan masyarakat Kintamani sepeatik asli Bangli, patung,
lukisan dan berbagai macam hasil seni lainnya. Berglanya Koperasi Mulih Sari,
laju perekonomian masyrakat Kintamani dapat terdbiiengan baik.

Dalam pemasaran Kopi Arabika Kintamani, masyaratesa Kintamani
hanya berani pada pasar global dalam artian tiga&nb menyentuh pasar nasional.
Pada pasar nasional, banyak terdapat produk Kogbika yang mencatut nama
Kintamani dan menjualnya dengan harga yang lebitaimpadahal kualitas sangatlah
tidak baik. Terlebih lagi ada satu produk dari dJgpyang menggunakan nama
Kintamani. Padahal Jepang sendiri membeli produlpi K&rabika masyarakat
Kintamani dan lalu menjualnya kembali ke Indonei@agan harga yang murah dan
menjatuhkan nilai jual Kopi Arabika Kintamani.

Pemerintah sebagai jalur utama munculnya produkriageri yang dijual di
Indonesia dengan Kintamani seperti tutup mata dhk tmau tahu akan apa yang
terjadi. Padahal jika pemerintah mau mengambilaltatt akan pencatutan nama
Kintamani, laju perekonomian masyarakat Kintamakana semakin baik dan
meningkat.

Rata-rata sumber daya manusia masyarakat Kintalmamyalah setingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dapat kitaampé bahwa masyarakat
tersebut belumlah begitu paham bagaimana mengeékkonomian kerakyatan di
daerahnya. Disinilah tugas dari pemerintah untuknb@gun sumber daya manusia
yang lebih handal agar tidak diserobot oleh ne¢mira Indonesia yang telah turut

serta dalam perdagangan bebas dunia seharusnyanmangambil sikap waspada
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dan mawas diri akan segala aset dan hasil kekaglaam yang merupakan sumber
ekonomi paling utama Indonesia.

Perlindungan Indikasi Geografis yang diberikan oleémerintah harus
ditingkatkan mengingat belum semua golongan makgamaengerti akan Indikasi
Geografis dan bagaimana cara mengelolanya.

f. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis terhadap Kopi
Arabika Kintamani

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dbkamambatan yang
terjadi ketika Kopi Arabika Kintamani mulai di dafkan. Pencatutan nama
Kintamani pada produk kopi luar negeri telah menjemandangan biasa bagi
masyarakat Kintamani. Mereka hanya bisa mengelda Katika begitu banyak Kopi

Arabika yang menggunakan nama Kintamani.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan PemeriNtahor 51 Tahun 2007
tentang Indikasi Geografis pada pasal 26 yaitu :

1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaindgimaksud dalam Pasal
25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 @yatlan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dajeudian oleh:

a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasygds;
b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan kurntndikasi-geografis
berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal868ang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan latdpasal 57 ayat (1) yaitu
Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajgkigatan terhadap pemakai
Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohoganti rugi dan penghentian
penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geisgsafng digunakan secara
tanpa hak tersebutSehingga dengan demikian apabila nantinya terjagitus
pelanggaran produk Indikasi Geografis maka melg@lengajuan gugatan dapat

dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan perhasn@emua etiket tentang
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produk Indikasi Geografis tersebut. Hal tersebuékdikan untuk menghilangkan

semua informasi yang dapat menyesatkan produkdsd{Beografis sehingga terjadi

penurunan citra terhadap kualitas produk Indikagsafis.

Tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan terhadap d@@munsur peniruan

produk Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 80 d&hgdUndang Nomor 15 Tahun

2001 yaitu sebagai berikut :

(2)
3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kapédtua Pengadilan
Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau ddimergugat.

Dalam hal tergugat bertempat tingal di luar wilaydhdonesia, gugatan
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan NiagadakPusat.

Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tahggugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikada terima tertulis
yang ditandatangani panitera dengan tanggal yanga&adengan tanggal
pendaftaran gugatan.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepadauaKéengadilan
Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) harhitung sejak gugatan
didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari tedmg sejak tanggal
gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangkatwalaling lama 60
(enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan disgéeagan dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gagalidaftarkan
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sitaipgllama 7 (tujuh) hari
setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkamg#ma 90 (sembilan
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapgedoanjang paling lama
30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamaung.

(10) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dirdglatia ayat (8) yang

memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang marndgutusan
tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka uniokum dan dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putugarsebut diajukan
suatu upaya hukum.

(11)Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksadapayat (9) wajib

disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paliaga 14 (empat belas)
hari setelah putusan atas gugatan pembatalan dikeap

Terhadap tata cara pengajuan gugatan kepada Plamgadiaga, sesuai

dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20@0agdat beberapa tahapan

untuk mengajukan gugatan terhadap peniruan proddkkdsi Geografis, yaitu

dengan pendaftaran kepada panitera Pengadilan Némgpat tergugat bertempat
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tinggal, melakukan pemeriksaan terhadap produkkésiliGeografis. Semua tahapan
pengajuan gugatan diatas dilakukan untuk memeramua prosedur dan keadilan
dalam masyarakat. Dalam artian bahwa segala prosdidtas dilakukan untuk

mengetahui apakah memang benar terdapat peniraaulkprbaik pada pokoknya

ataupun keseluruhan terhadap suatu produk Indixesgrafis.

Selain tata cara pengajuan gugatan tersebut térdaparapa akibat hukum
apabila tergugat memang terbukti melakukan penitedradap suatu produk Indikasi
Geografis diantaranya dijelaskan dalam Pasal 92akhmdndang Nomor 15 Tahun
2001, diantaranya :

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggun@kala yang sama
pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milikagi lain untuk barang
yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftgmidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/aténda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggun@kala yang pada
pokoknya dengan indikasigeografis milik pihak lamuk barang yang sama
atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipiddeagan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda palingnyak Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yarupakan hasil
pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menusjukihwa baranng
tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaf@dan dilindungi
berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan keatent sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Beberapa ancaman hukuman diatas, telah membernilkdn akbibat hukum
yang fatal bagi para pihak yang ingin melakukanimpen terhadap suatu produk
Indikasi Geografis. Dalam penerapannya di Indonbsa dikatakan belum sesuai
dengan payung hukum yang ada. Masyarakat yang datalhm sektor Indikasi
Geografis merasa kesulitan untuk melakukan suaayaugugatan kepada Pengadilan
Niaga. Seperti apa yang terjadi pada petani Kopbkia Kintamani.

Pengajuan gugatan ke pengadilan pernah mereka lakakan, namun
tersendat oleh masalah biaya dan waktu perkara gkag memakan waktu yang
sangat lama. Pemerintah sepertinya tidak mau tkdyu @pa yang terjadi pada petani
setempat. Ketika sertifikat telah diterbitkan oBhektorat Jenderal Hak Kekayaan
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Intelektual, maka sejak saat itu pemerintah muégiag tangan dan tidak mau
merangkul kembali masyarakat Kintamani. Masyarddatamani yang belum siap
untuk terjun langsung dalam dunia ekspor menjadikpdoperasi Mulih Sari yang
sejak awal didirikkan merupakan bekal awal masydrakduk mengembangkan
perekonomian menjadi tidak terurus karena pemérinftanya setahun sekali
melakukan pemantauan terhadap perkembangan Indd@sgrafis Kopi Arabika

Kintamani.

Selain itu, masyarakat setempat baru bisa mendaphdalam tahap basah
(masih dalam biji kopi berwarna hitam) dan belunadlkan bubuk. Hal ini
dikarenakan kurangnya mesin pengolahan yang dderfpgemerintah sedangkan
masyarakat setempat belum mampu untuk membelinghin§ga masyarakat
Kintamani hanya melakukan ekspor bji kopi dalamdieee basah ke luar negeri

seperti Amerika dan Australia.
Banyak hambatan yang dialami oleh masyarakat Deg#ardani antara lain :

1. Dimulai dari minimnya sumber daya manusia untuk @esmi dan mengatur

laju perekonomian ekspor yang telah dilaksanakkmsseini.

2. Kurang pekanya pemerintah terhadap keberadaan Kighika Kintamani

setelah proses pendaftaran selesai dilaksanakan.

3. Proses pengiriman keluar negeri yang harus menkbkie tersendiri untuk
jenis produk tertentu yang menyulitkan masyarakafakukan penjualan dan

pengiriman.

4. Pemerintah yang seakan tutup mata atas segalaidtejpdncatutan nama
Kintamani pada produk kopi yang bukan berasal dailayah Desa

Kintamani.

5. Iklim yang tidak menentu menyebabkan musim pangm kang terkadang

terlambat dari waktu semestinya. Apabila musim mujaka biji kopi
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menjadi hancur dan tidak bisa dijual karena kebkawyakadar air yang

menyebabkan cita rasa kopi tersebut hilang.

6. Pelaksanaan Koperasi Mulih Sari yang diabaikan tbegaja tanpa ada
pembekalan lebih lanjut oleh pemerintah setempabgem®ai bagaimana
penanganan sistem ekonomi dalam koperasi.

Begitu banyaknya hambatan yang terjadi dalam pataan Indikasi
Geografis merupakan pekerjaan rumah bagi pemerimélik membangun kembali
perekonomian masyarakat Desa Kintamani menjadh Ibhik. Selain itu penegakan
hukum dan perlindungan hukum dalam proses pemadaraproduksi Kopi Arabika
Kintamani haruslah dapat dilaksanakan dengan kaikbdikan hanya isapan jempol
belaka. Perlindungan atas suatu Indikasi Geogrhfigi masyarakat setempat
merupakan hal yang sangat diidam-idamkan demiptamya laju perekonomian
yang lebih baik dan dapat menopang kehidupan masybesa Kintamani.

g. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah (Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM Propins Bali)

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Propirai Bangatlah pesat,
hampir setiap hari ada saja permohonan untuk mtmkah Hak atas Kekayaan
Intelektual. Berbeda dengan Hak Kekayaan Inteléktianya, Indikasi Geografis
terbilang tidak cukup berkembang di Propinsi Baidna hanya baru satu sertifikat
Indikasi Geografis yang berhasil diperoleh. Padddsaiyak sekali potensi Indikasi
Geografis yang dapat dijadikan suatu Hak Kekayadaldktual. Misalnya, Jeruk
Bangli, Anggur Singaraja, Salak Karangasem. Perarisendiri telah melakukan

upaya untuk pemberdayaan peningkatan Indikasi Gésgt Propinsi Bali.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dakamgka meningkatkan
pengetahuan masyarakat akan arti penting Hak Kekaldelektual. Namun, dalam
hal sosialisasi Indikasi Geografis, pemerintah semadengakui masih kekurangan
sumber daya manusia yang mampu untuk memberikamujpgran mengenai Indikasi
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Geografis. Pemerintah sering menyelenggarakan sendengan mengundang ahli
Hak Kekayaan Intelektual dari luar Bali dan mengnglmasyarakat umum sebagai
peserta. Program pemerintah untuk terjun langsunglésa-desa terpencil untuk
memberikan penyuluhan telah sering dilakukan.

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 T&Q@Y sebagai
pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Merek Nofmdrahun 2001, merupakan

suatu payung hukum dalam pelaksanaan teknis panaafindikasi Geografis.

Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu prodiuttikasi Geografis
yang sangat tinggi nilainya. Penelitian dengan ragkginstansi terkait langsung
dilakukan oleh pemerintah begitu mengetahui adgmg@nsi atas suatu Indikasi
Geografis. Dengan bekerja sama Dinas PerkebunaminBrdali dan peneliti dari
Jember, pemerintah lalu melakukan upaya untuk prgsendaftaran Indikasi
Geografis tersebut. Termasuk salah satunya meaditloperasi Mulih Sari.

Hingga kini, Kopi Arabika Kintamani telah berhasthenembus pasar
internasional walaupun masih perlu peningkatannd&aalitas sumber daya manusia
masyarakat setempat. Pemantauan dan pengawasah tets dilakukan oleh
pemerintah untuk menjaga karakteristik dan ciri skigari rasa Kopi Arabika

Kintamani tersebut.

Walaupun masih banyak hal yang perlu dibenahi dalten peningkatan
kualitas Kopi Arabika Kintamani dan pembekalan péidn ekonomi kepada
masyarakat setempat, pemerintah berupaya agar rakayaKintamani dapat
mengelola sendiri lalu lintas perekonomian yangatirdi desanya. Bagaimanapun
juga beberapa tahun ke depan masyarakat dalamrsefgraris harus dapat
mengembangkan konsep pertanian ataupun melakukagembangan lebih baik
dalam menghadapi persaingan global. Produk-produtamian merupakan produk
andalan yang dapat bertahan lama dan tidak ada lpsagmenyamakan karena

perbedaan struktur tanah dan kelembaban tanahnya.
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Sejauh ini pemerintah hanya dapat memberikan peatdrekian pemantauan
terhadap perkembangan Kopi Arabika Kintamani. &dtarena minimnya dana yang
pada instansi terkait, kepedulian pemerintah setémasih dirasakan kurang karena
belum menganggap penting perlindungan Indikasi Gdisg

3. PERATURAN- PERATURAN INTERNASIONAL YANG MENGATUR
MENGENAI INDIKASI GEOGRAFIS

Pengaturan Indikasi Geografis dalam instrumen hukuernasional sangat
penting untuk menjadjuidelinesbagi hukum nasional dalam mengatur mengenai
perlindungan indikasi geografis ini. Sebagai noranbersifat mengikat bagi tiap-tiap
individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidamg terkandung di dalamn$f.
Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalgmlbagai perjanjian
internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjiandith Perjanjian Lisbon, TRIPS
dan sebagainya. Menurut | Wayan Parthiana, kehagegianjian internasional akan
membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak damajikean yang diatur dalam

hukum internasiondl’

Perjanjian Internasional ini menjadi pedoman baggama-negara untuk
membentuk atau mengharmonisasi ketentuan hukunormresmengenai Indikasi
Geografis. Hal ini tidak lepas dari fungsi hukunibagai suatu sistem komunikasi.
Mengenai hal ini, Allots memandang bahwa hukum gebsistem merupakan proses
komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjedi Ipersoalan yang sama dalam
memindahkan dan menerima pesan, seperti sistemrikasii yang lairf® Dengan
demikian keberadaan perjanjian internasional yaeggatur mengenai perlindungan

Indikasi Geografis akan menjadi sumber acuan balgitm nasional.

46 sSutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannf¢ogyakarta:
LaksBang PRESSindo, 2007), him. 107.

7| Wayan ParthianaHukum Perjanjian InternasionalBandung: Mandar Maju, 2002),
him. 12,

“8 Otje Salman dan Anton F. Susanfbeori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembal{Bandung: Refika Aditama, 2009), him. 96.
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a.Perjanjian Multinasional Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah Perjanjian multinagiorpertama yang
memberikan perlindungan bagi Indikasi GeografidaBaPasal 1(2) Konvensi Paris

disebutkan®

“The Protection of Industrial Property has its objePatens, Utility, Models,
Industrial Design, Trademarks, Servicemarks, TraaidgnIndication of source or
appellation of origin, and the repression of unfaompetition”

Hal tersebut berarti Industri Properti harus dipahdalam arti luas dan berlaku
tidak hanya untuk industri dan perdagangan yangtte@mmun juga untuk industri
pertanian dan ekstraktif dan untuk semua produkgydiproduksi atau alam,
misalnya, anggur, gandum, daun tembakau, buahgktemineral, air mineral, bir,

bunga, dan tepung. Selanjutnya dalam Pasal 10 KenParis ayat (2) dijelaskan :

Setiap produser, produsen, atau pedagang, apakabrgegan atau badan
hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan apmndagangan barang dan
didirikan baik di lokalitas palsu diindikasikan seimi sumber, atau di daerah mana
seperti lokalitas terletak, atau di negara palstudjukkan, atau di negara di mana
indikasi palsu dari sumber yang digunakan, harueadrhal apapun dianggap pihak
yang berkepentingan.

Dalam pasal tersebut ditegaskan larangan memperglegya barang dengan
menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuagale asal dari daerah atau
wilayah geografis tersebut. Hal tersebut bisa dmdambas kepada masyarakat
sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dasrniaflsi yang menyesatkan
masyarakat.

Kelemahan dari konvensi ini adalah kurang penjelastgau pemahaman
mengenai Indikasi Asal, sehingga ruang lingkup damvensi ini masih sempit.
Perlindungan hukum yang diberikan belum memadaigmnegat hanya diberikan
batasan bahwa produk Indikasi Asal yang tidak batelmasuki suatu negara apabila
produk tersebut tidak benar berasal dari negarg pansangkutan. Selain itu istilah

yang masih digunakan adalah Indikasi Asal dan bukdikasi Geografis sehingga

9 Lembaga Pengkajian Hukum Internasioogl.cit.him 111
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ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan msethpit dan belum memadai
untuk melaksanakan perlindungan hukum di negararaegnggota konvensi

tersebut.
b. Perjanjian Madrid

Perjanjian Internasional berikutnya yang memberikgrlindungan bagi
Indikasi Geografis adalah Perjanjian Madrid. DalRasal 1 angka (1) ditegaskan

bahwa *°

“All goods bearings a false or deceptive by wicte arf the countries to wich
this agreement applies,or a place situated thersirdirectly indicated as being the
country or palce of origin shall be sized on impdidn into any of the said
countries”

Hal tersebut berarti semua benda yang mengandyralskean atau penipuan
oleh satu negara dimana perjanjian ini berlakuy a@atu tempat yang terletak
disana, secara langsung diindikasikan sebagai aggarpat asal dapat disita pada

saat terjadi impor di negara tersebut.

Ketentuan di atas pada dasarnya telah memberikanbagan tentang
perluasan lingkup perlindungan Indikasi Geografetu memberikan perlindungan
atas Indikasi Geografis dari pemalsuan atau pergggubarang/produk yang bukan
berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya.tuBemperlindungan dengan
diberikan dengan memberikan kewenangan kepada gsthga dan cukai yang
menemukan praktek penggunaan Indikasi Geografigraganpa hak dalam suatu
produk. Namun demikian tingkat perlindungan bagiikasi Geografis tersebut
dirasakan belum memadai mengingat langkah terskpamtungkan pada pengaturan

lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masingareg

Dalam hal ini, Perjanjian Madrid tidak secara silesimengemukan

pengertian Indikasi Geografis, hanya saja pengatunéuk keharusan menyita setiap

0ibid,. him112
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barang yang memiliki Indikasi Geografis yang satdu menyesatkan, bisa diartikan
bahwa setiap barang yang dianggap sebagai Indikesgrafis haruslah jelas dari

wilayah mana produk tersebut berasal.
c. Perjanjian Lisbon

Perjanjian Lisbon pada tahun 1958 memberikan mhrfigan atas penamaan
tempat asal dan mengatur pula tentang pendaftasa®ayjanjian ini ditanda tangani
oleh 18 negara vyaitu : Algeria, Bulgaria, Burkitgngo, Costa Rica, Cuba, Czech
Republik, France, Gabon, Haiti, Hungary, Isradhlyl Mexico, Portugal, Slovakia,
Togo, Tunisia, dan mulai berlaku tanggal 25 sepmi®66. Dari Perjanjian Lisbon
ini 835 penanaman tempat asal sudah terdaftar d#h dlantaranya masih
digunakarr?

Penanaman tempat asal suatu produk pada dasalmganigi di negara asal,
tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian irddk membatasi pada produkiiie)
dan minuman kerassiirit) tetapi memberikan perlindungan yang lebih luasguya
pada sejumlah produk seperti minuman, buah-bualsan sdyur-sayuran ataupun

hasil kekayaan alam tempat Indikasi Geografis bertskerasal.

Perjanjian Lisbon memberikan rumusan tentang penanamodal tempat

asal pada Pasal 2 angka (1) sebagai bertkut :

Dalam Perjanjian ini, "sebutan asal" berarti dengrasi geografis sebuah negara,
wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk mguoknproduk yang berasal
dalamnya, kualitas atau karakteristik yang diselzmblsecara eksklusif atau pada
dasarnya untuk lingkungan geografis, termasuk fa&t@m dan manusia.

Dari ketentuan diatas dapatlah ditarik suatu keslampbahwa definisi diatas

memberikan suatu perlindungan yang khusus tidagahterhadap penggunaan suatu

*1 Dr. Andy Noorsaman Sommeng,cit.,him 19

52 bid.,him 20
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nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga tertstga macam, jenis, pembuatan

yang merupakan turunan produk dari daerah lain.
Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (2) Perjanjianonishjelaskan bahwa:

Negara asal adalah negara yang namanya, atau neghranana terletak
wilayah atau lokalitas yang namanya, merupakan t®buasal yang telah
memberikan produk reputasinya.

Syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana diihgdegla Pasal 2 angka
(2) Perjanjian Lisbon adalah bahwa produk ataurtmpdari penanaman tempat asal
tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilirgiwh negara yang menghasilkan
barang/produk yang bersangkutan. Sehingga pengakaramegara atas penamaan
tempat asal suatu produk tidaklah mencukupi, nammamrus pula diikuti dengan
perlindungan dari negara yang menjangkau segalakagang berkaitan dengan
penamaan tempat asal termasuk yang menyangkutragrkagadilan. Untuk dapat
mengatur perlindungan semacam ini, perlu dibuaerkean khusus yang harus
dipenuhi barang/produk tersebut yang ketentuan radiratif atau pendaftaran.
Ketentuan khusus tersebut mencakup faktor khustusobpek perlindungan seperti
sifat/karakteristik, areal geografis dan pengguaagyberhak atas penamaan tempat
asal. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah smebaga ketentuan Pasal 1 ayat (2)
yaitu :

Mereka berusaha untuk melindungi di wilayah merekasuai dengan
persyaratan Perjanjian ini, indikasi asal produk rdanegara-negara lain Uni
Khusus, diakui dan dilindungi seperti di negara ladan terdaftar di International
Biro Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditunjuk aghi "Biro Internasional" atau

"Biro") sebagaimana dimaksud dalam Konvensi mekdiri World Intellectual
Property Organization (selanjutnya ditunjuk sebaarganisasi”).

Ketentuan tentang pendaftaran penamaan tempatadat dalam Pasal 5

Perjanjian Lisbon yang menyebutkan :

1. Pendaftaran indikasi asal harus dilakukan dengamoBinternasional, atas
permintaan Otoritas negara-negara Uni Khusus, dalaama setiap orang
perorangan atau badan hukum, publik atau swastanifite, menurut undang-
undang nasional mereka, hak untuk menggunakan aebertsebut.
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2. Biro Internasional, tanpa penundaan, memberitahukapada Otoritas dari
berbagai negara Uni Khusus pendaftaran tersebut, n daakan
mempublikasikannya dalam berkala.

3. Otoritas dari negara manapun dapat menyatakan baiatalak dapat menjamin
perlindungan sebuah sebutan asal yang pendaftagtah tdiberitahu untuk itu,
tetapi hanya sejauh deklarasi diberitahukan kepBita Internasional, bersama
dengan indikasi alasan untuk itu, dalam jangka waldatu tahun sejak
diterimanya pemberitahuan pendaftaran, dan dengsterikuan bahwa deklarasi
tersebut tidak merugikan, di negara yang bersargkutintuk bentuk-bentuk lain
perlindungan sebutan yang pemiliknya daripadanyah&le untuk mengklaim
berdasarkan Pasal 4, di atas.

4. Deklarasi tersebut mungkin tidak ditentang olehrids dari negara-negara Uni
setelah berakhirnya masa satu tahun diatur dalamageaf di atas.

5. Para pihak yang berkepentingan, ketika diberitalehdOtorita nasional tentang
deklarasi yang dibuat oleh negara lain, mungkinoresdi negara lain, untuk
semua upaya hukum dan administratif yang terbuk@akumwarga negara dari
negara itu.

6. Jika sebuah sebutan yang telah diberikan perlindundi negara tertentu sesuai
dengan pemberitahuan dari pendaftaran internasiotelah digunakan oleh
pihak ketiga di negara itu dari tanggal sebelum pentahuan tersebut, Otoritas
berwenang dari negara mengatakan harus memiliki loakuk memberikan
kepada pihak ketiga tersebut tidak melebihi jangkaktu dua tahun untuk
mengakhiri penggunaan tersebut, dengan syarat balawvmenyarankan Biro
Internasional sesuai selama tiga bulan setelah kieraya periode satu tahun
diatur dalam ayat (3), di atas.

Sesuai Pasal 5 Perjanjian Lisbon di atas pendaftgganamaan tempat asal
dilakukan di Biro Internasional (WIPO). Pasal térse memberikan perlindungan
hukum kepada Indikasi Asal apabila pendaftaranebenstelah dilakukan di Biro
Internasional, namun pemberian perlindungan hukwersebut hanya sebatas
deklarasi saja dan tidak memberikan perlindungakuimuyang lebih mendalam
seperti apabila terjadi pemalsuan ataupun penyamatuk Indikasi Asal. Dengan
terdaftarnya produk Indikasi Asal segala bentulaysh publik boleh diisi dengan
produk Indikasi Asal tersebut dengan tujuan penaasproduk tersebut.

Perjanjian Lisbon ini dapat dikatakan telah mampalimgkupi semua aspek
hukum yang ada walaupun masih dapat dikatakan belampu melindungi hukum
secara maksimal. Seperti misalnya, negara yangarmgkatan tidak mampu
menjamin kebenaran pendaftaran Indikasi Asal, nahanya sebatas dari deklarasi
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atas Indikasi Asal tersebut. Perkembangan darafe Lisbon ini adalah adanya
perlindungan hukum pemakai terdahulu sebelum Heahisbon ini berlangsung.
Diberikannya jangka waktu selam 2 tahun untuk mepggang adalah langkah
yang baik dan memberikan kesempatan kepada pihal parsangkutan untuk

menarik produknya secara pelan-pelan dalam mastarak

Perjanjian Lisbon ini jika dikaitkan dengan PeratuPemerintah Nomor 51
Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis hampir sélaspek telah dipenuhi hingga
bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakaihteidalari produk Indikasi
Geografis tersebut. Dengan kata lain Perjanjiatdaisini dapat dijadikan sebagai
acuan dalam perbaikan perlindungan hukum Indikasigafis di negara-negara yang

memiliki potensi alam untuk daapat didaftarkan radnproduk Indikasi Geografis.

d. WIPO (World Intellectual Property Organization)

Pendahulu WIPO adalah BIRPI Biro Internationaux Reunis pour la
Protection de la Propriette Intellectuellglang berarti Biro Internasional Bersatu
untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Organigasielah didirikan pada tahun
1893 untuk mengelola Konvensi Berne untuk perligdum dan sastra artistik

pekerjaan dan Konvensi Paris untuk Perlindungapéd®tolndustri.

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembehtiakld Intellectual
Property Organizationyang mulai berlaku pada tanggal 26 April 1970rdBsarkan
Pasal 3 Konvensi ini, WIPO berupaya untuk "memprsiken perlindungan hak
milik intelektual di seluruh dunia.” WIPO menjadadan khusus PBB pada tahun
1974. Dalam Pasal 2 bahwa WIPO bertanggung jawab :

"Untuk mempromosikan kegiatan intelektual kreasih dintuk memfasilitasi
transfer teknologi yang berkaitan dengan propenidustri ke negara-negara
berkembang dalam rangka untuk mempercepat pembangekonomi, sosial dan
budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jaw&® dan organ-organ,

> Anonim, WIPO, http://www.igjepara.comndiunduh tanggal 22 Juni 2011
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khususnya PBB Konferensi Perdagangan dan Pembangubmited Nations
Development Programme dan United Nations IndusieVelopment Organization,
serta dari Organisasi Pendidikan, lIlmu Pengetahulam Kebudayaan dan lembaga
lainnya dalam sistem PBB. "

Perjanjian ini menandai transisi untuk WIPO darnohat itu diwariskan pada
tahun 1967 dari BIRPI, untuk mempromosikan perlmghn hak milik intelektual,
salah satu yang melibatkan tugas yang lebih komsplekmpromosikan transfer

teknologi dan pembangunan ekonomi.

e. Undang-Undang M asyar akat Eropa

Negara-negara kawasan Eropa secara tradisi menggkam konsep
perlindungan Indikasi Geografis dan memiliki ketemt perundang-undangan
tentang Indikasi Geografis Nomor 2392/89 yang memgperlindungan Indikasi
Geografis bagi anggur dan Undang-Undang Wilayah &io2081/92 bagi produk-
produk pertanian dan bahan makanan. Pada Undangrgndlayah Nomor 2081/92
secara tegas dibedakan antara pengerti@sifjnation of Origin” dan Indikasi

Geografis dalam rumusan sebagai berikt :

“Designation o origin, specific place or country sigescribe a product with
certain condition that the product is originatinigat region, specific place or country
and whose quality or other characteristics are esisfly or exclusively due to a
particular eographical environment, including thataral and human faktors. While
geographical indication is defined as the name oégion, specific place or country
describing a product originating in that region, expfic place or country and
possessing a quality or reputation wich must beitaites to the geographical
origin”

Sesuai rumusan di atas dapat kiranya disimpulkawéaengertian Indikasi
Geografis pada ketentuan tersebut yang tidak jadbella dengan ketentuan Indikasi
Geografis pada umumnya yang dipergunakan oleh WIM@ana dalam peraturan-
peraturan ini, fungsi dari tanda atas asal yandpdakr ini sendiri adalah untuk

menerangkan bahwa suatu produk pertanian atau akserasal dari satu daerah,

% Dr.Andy Noosaman Somme@yp.cit.,him.19
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yang memiliki karakteristik dan perpaduan antakédiamanusia, alam dan geografis

yang khusus dan memiliki ciri khas.
f. Perjanjian TRIPs

Merupakan bagian dari paket Perjanjian Pembentukarganisasi
Perdagangan Dunia (WTO). Pada saat terbentuknyani3agi Perdagangan Dunia
(WTO) didalamnya terdapat Perjanjian TRIPs atalPERgreementmaka sebagai
konsekuensinya Indonesia sebagai anggota WTO wantuk menyesuaikan
peraturan atas Hak Kekayaan Intelektual dengan efRguan TRIPs. TRIPs
merupakan singkatan darrade Related Aspect of Intellectual Property Rigiang
mengatur tentang aspek-aspek dagang dari Hak Kakal@elektual, termasuk

perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu hasil putaeanndingan Uruguay
yang dikemas dalam satu naskah persetujuan akmibgrgukan WTO yang ditanda
tangani di Marakesh, Marroko tahun 1994.

Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yangrietdri 73 Pasal. Salah
satu substansi yang diatur adalah perlindungarkdsdiGeografis yang ditegaskan
dalam Pasal 22, 23, dan 24. Diangkatnya masaldimgh@ngan Indikasi Geografis
dalam putaran perundingan Uruguay merupakan hasiakén darobby negara-
negara Eropa yang sebagian besar adalah penghasiinen anggur dan minuman

keras.

Selanjutnya, Perjanjian TRIPs mendefinisikan Ingikaeografis dalam Pasal
22 ayat (2) sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkaerjanjian ini
adalah, tanda yang mengidentifikasi suatu wilaysgg&ia anggota, atau kawasan
atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai dsatang, dimana reputasi,

kualitas dan karakteristik barang yang bersangkusamgat ditentukan oleh faktor
geografis tersebut.
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Sesuai dengan definisi Indikasi Geografis diatagpatl disimpulkan
pengertian Indikasi Geografis sebagai berikut :

Bahwa dalam konteks Indikasi Geografis harus apgekaaspek khusus yang
berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atalthlad yang bersifat unik dan
memiliki ciri khas, hal tersebut menunjukkan ke&#t&n antara nama barang dan
tempat asal dari barang tersebut. Aspek-aspekbtgrémrus memiliki kualitas dan

reputasi yang baik dari barang tersebut.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindunfyahkasi Geografis
dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku disblinegara-negara anggota.
Tujuannya, untuk mencegah penggunaan nama Inddesgrafis secara tanpa hak.
Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib ke sarana hukum bagi

perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalaasdP 22 ayat (2), (3), dan (4) :

2) Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagdiak yang
berkepentingan untuk melarang :

a. penggunaan dengan cara apapun didalam pemberigukan atau tanda
dari barang yang mengindikasikan atau mengesankahwh barang
tersebut bersal dari suatu daerah geografis yangabouwilayah asal yang
sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkayarafiat akan asal
geografis dari barang tersebut.

b. Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakalakan persaingan
curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10bis Konveass (1967)

3) Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memumgn dalam peraturan
perundang-undangannya atau atas permintaan pihakgy#&erkepentingan,
menolak atau membatalkan pendaftaran merek yangiken Indikasi Geografis
untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal wdayah sebagaimana
disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa dapat menyesatkan
masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.

4) Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3jlake terhadap Indikasi
Geografis yang secara menyesatkan memberikan gamdapada masyarakat
bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, lavgpun secara tertulis
menunjukkan secara benar tentang wilayah asal darang yang bersangkutan,
atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilaiekebut.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs dé atengatur tindakan

preventif bagi setiap negara anggota untuk meligdwroduk-produk Indikasi
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Geografis dari praktek persaingan curang, sertkakian yang dapat menyalah artikan
penggunaan Indikasi Geografis sebagai merek. Halpanlu diatur mengingat
seringnya terjadi penggunaan nama geografis sebagaek dagang, sehingga
memberikan kesan seolah-olah merek merupakan Kidi&&ografis. Selain itu

adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatankafaingungan.
Secara garis besar TRIPs mengatur tentang pokadkpok

» Perlindungan hukum Indikasi Geografis setiap negarg telah meratifikasi
TRIPs di negaranya masing-masing. Sehingga setiagara dapat
mendaftarkan Indikasi Geografis pada negara-negarg telah memiliki

produk hukum Indikasi Geografis.

e Tujuan dari perlindungan hukum Indikasi Geografislah untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan nama produk Indikasi @dieg dan terjadi
penyesatan informasi dalam masyarakat. Sehinggara®ggara yang
bersangkutan dapat menolak pendaftaran Indikasg@és negara lainnya
apabila memang dinilai produk Indikasi Geografisseébut menimbulkan

informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.

» Perlindungan khusus terhadap negara anggota yamgjikn&kualitas produk
wine dan anggur sehingga memiliki karakteristik dan &inas tersendiri
dengan tapal batas daerah tempat menghasilkan raatgu tersebut agar

tidak menimbulkam informasi yang menyesatkan madgdr

* Kewajiban negara anggota untuk meratifikasi ketemtketentuan TRIPs di
negara masing-masing paling lambat 10 (sepuluh)ntgtaling lambat 15
April 1994.

* Penggunaan produk Indikasi Geografis oleh pemalatuld sebelum
diberlakukan produk hukum tentang perlindungan hukodikasi Geografis

diperbolehkan untuk tetap digunakan selama pemsda@iahulu tersebut
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memasarkan atau menyebarluaskan produk tersebgametikad yang baik

dan tidak menyebarkan informasi yang sesat dalagyanakat.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 22 ayat (3) lebih aramhgpada tindakan untuk
menolak setiap permohonan pendaftaran merek yangpergunakan Indikasi
Geografis secara tanpa hak. Seperti misalnya diraelgdonesia, sudah ada produk
Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan oleh koites masyarakat penghasil
produk tersebut, dan didahului oleh pihak asingsusatersebut adalah Kopi Toraja.
Pendaftaran merek Kopi Toraja olédey CoffeJepang adalah salah satu bukti
pemanfaatan tanda atau label Indikasi Geografis siletu produk yang notabene
bukan berasal dari asli daerah yang memproduksanigatersebut.Key Coffe
merupakan salah satu merek kopi yang diklaim Nedgpang, pada saat hal tersebut
terjadi Indonesia belum memiliki suatu peraturamisks yang mengatur mengenai
Indikasi Geografis. Karena belum adanya ketentwangkhusus mengenai Indikasi
Geografis di Indonesia maka simbol daerah Torajaktidapat diklaim sebagai
produk Indikasi Geografis dari Indonesia. Akibatnk@pemilikan Toarco Toraja
tersebut masih tetap dimiliki olékey Coffee, Inc Corporation JapaAdapun pihak
Key Coffe,Inc Corporation Japamerasa berhak atas nama ini karena selama ini
pihaknya yang telah mengembangkan Kopi Toraja éhirggga dikenal di dunia
perdagangan kopi internasional. Kondisi ini menigatan eksportir Indonesia tidak
bisa langsung menjual Kopi Toraja ke Jepang kedewalat Key Coffekarena jika
mengekspor langsung, pihak Indonesia bisa ditudmeianggar merek yang telah
didaftar di sana>® Hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbpateggunaan
Indikasi Geografis secara tanpa hak yang dapat akémagkan adanya kekeliruan

masyarakat dalam melihat merek yang bersangkutan.

Pasal 22 ayat (4nemberikan perlindungan terhadap penggunaan Indikas
Geografis yang benar namun dapat menyebabkan kefelpada masyarakat atau

negara lain.Misalnya suatu produk berasal dari Thailand damarey benar berasal

%5 |bid, http://www.blogsot.indikasi geografis.co.id,
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dari Thailand tetapi karena dipasarkan di Cinanckgmpergunakan bahasa Cina. Hal

tersebut menimbulkan kesesatan atu kebingungamfesyarakat.

4.PERBANDINGAN INDIKAS GEOGRAFIS INDONESIA DENGAN
NEGARA ASING LAINNYA

a. Perlindungan Indikasi Geografis Perancis

Perancis dikenal sebagai pemrakarsa pendaftarédmasndseografis. Salah satu
lembaga yang mengatur mengenai lembaga pendafiaddkasi Geografis yaitu
INAO. INAO merupakan singkatan ddrilnstitut National de Appelation d’origin
Struktur INAO terdiri dari dua bagian yaittf :

I. Badan Konsultasi, adalah badan yang mempunygastisebagai pembuat
keputusan yang terdiri dari perwakilan produsendagang, konsumen dan

pemerintah. Adapun Struktur Badan Konsultasi mélipu

- Komite Daerah yang beranggotakan perwakilan pefadrityang ditunjuk
oleh Menteri Pertanian dan Menteri Ekonomi dan Keaa.
- Dan para produsen dan para pedagang, yang diaolgkaMenteri Pertanian

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Komite Daerah sendiri mempunyai tugas memeriksarsel materi yang
berkaitan dengan daerah tersebut yang berkaitagadeaktivitas INAO dalam

menentukan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Geogra

Komite Nasional adalah badan konsultasi INAO urtingkat Nasional, yang

terdiri dari :

- Komite Nasional untuk Minuman Anggur dan Minumarr&se

> Anonim, Indikasi Geografis Perancigittp://www.igjepara.comdiunduh tanggal 22 Juni
2011
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- Komite Nasional untuk makanan sehari-hBrity Produc)
- Komite Nasional untuk makanan selain minuman anggiuruman keras dan
makanan sehari-hari

- Komite Nasional untuk perlindungan Indikasi Geograf

Dewan Pekerja adalah bagian dari INAO yang terdari 25 anggota,
(termasuk 5 anggota yang ditunjuk oleh Menteri)hgdsm tugas menentukan
pembiayaan, kebijaksanaan secara umum lembaga IN®, mempertahankan
konsep Penamaan Tempat Asal.

[I. Divisi Khusus, Lembaga INAO memiliki beberapavidi dan setiap divisi
dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat olearitéri Pertanian. Para Direktur
mempersiapkan secara administratif isi putusan mafaksanakan putusan yang
dikeluarkan oleh Komite Nasional. Dengan kekuatihl dari 250 orang pegawai
yang bekerja di INAO yang tersebar di 27 kantorralaedan Pelayanan Pusat di
Paris, setiap tahun lebih 500 Penamaan Tempatyasal diproses administrasi dan
pendaftaran oleh INAO.

Jika dibandingkan dengan perlindungan hukum Indi&&ografis di Indonesia
INAO dapat dibandigkan dengan Tim Ahli Indikasi @eafis yang mempunyai tugas
dan fungsi yang hampir sama dengan INAO yaitu umbgknutuskan apakah suatu
produk Indikasi Geografis tersebut bisa didaftarlsmbagai Indikasi Geografis.

Seperti apa yang diterangkan dalam pasal 14 ParaRemerintah Nomor 51 Tahun
2007 yaitu :

(1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga ntmoidural yang
melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, daemberikan
pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jendesghubungan
dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/gb@ngawasan
Indikasi-geografis nasional.

(2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana aksud pada ayat
(1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapdn bidang Indikasi-
geografis yang berasal dari:

a. perwakilan dari Direktorat Jenderal;
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b. perwakilan dari departemen yang membidangi masglaltanian,
perindustrian, perdagangan, dan/atau departemekatietainnya;

c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenangikimhelakukan
pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitasubgr dan/atau

d. ahli lain yang kompeten.

(3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana aksud pada ayat
(2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuksmjabatan selama 5
(lima) tahun.

(4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorargjua yang dipilih dari
dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimanalkdsud pada
ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu ol@im Teknis Penilaian
yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

(6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada @yalibentuk oleh
Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Iradikgeografis.

Dari segi jumlah atau personel serta persebaraangatempat pendaftaran
Indikasi Geografis Negara Perancis jauh lebih meinaddn mampu menampung
segala kemungkinan adanya potensi Indikasi Geasgnaing dapat didaftarkan.
Dalam organisasi INAO struktur lembaga lebih teratan mencakup hampir seluruh
wilayah negaranya serta terdapat pada tingkat malstan daerah. Pembagian dalam
INAO terbagi menjadi 2 (dua ) yaitu Badan Konsul@an Divisi Khusus. Dalam
Badan Konsultasi yang mempunyai kewenangan untukbuat keputusan terdiri
dari beberapa komponen yaitu produsen, pedagamgukeen dan pemerintah yang
diangkat oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan dan Bremertanian untuk jangka
waktu selama 6 (enam ) tahun. Dalam Badan Konsujtgsm terdapat Komite
Nasional yang merupakan badan konsultasi tingkational yang mengatur
mengenai, minuman anggur dan minuman keras, makseteari-hari, dan Indikasi
Geografis. Sedangkan Divisi Khusus terdiri daridrapa divisi yang dipimpin oleh
seorang divisi yang diangkat dan diberhentikan dWdnteri Pertanian. Tugasnya
antara lain mempersiapkan secara administratipususan yang dilaksanakan oleh
Komite Nasional dan melaksanakan hasil putusaelats

Berbeda halnya dengan Tim Ahli Indikasi Geografiany merupakan
lembaga non struktural dan bertugas untuk melakigamlaian mengenai Buku

Persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam Rera®@merintah Nomor 51
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Tahun 2007. Tim Ahli Indikasi Geografis terdiri atperwakilan Direktorat Jenderal,
perwakilan Kementerian Pertanian, Perindustriamdd&mngan dan Kementerian
yang terkait, instansi atau lembaga yang melakyiesngawasan atau pengujian serta
ahli-ahli yang kompeten. Semua unsur-unsur terseiarigkat dan diberhentikan
oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 tahurarDgelaksanaan tugasnya Tim
Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh Tim Teknis uktmelakukan penilaian terhadap

suatu produk Indikasi Geografis dan ditunjuk oletrektorat Jenderal.

Secara struktural terlihat perbedaan diantaranytu yEim Ahli Indikasi
Geografis baru terbentuk ketika terdapat permohosatu pendaftaran produk
Indikasi Geografis yang diajukan oleh pemohon. 8gkian INAO merupakan
lembaga struktural yang memang dirikan untuk mensrgpsegala kemungkinan
produk Indikasi Geografis yang dapat didaftarkasuamemang memiliki potensi

untuk itu.

Persebaran atau cabang INAO diseluruh Negara Rersentgatlah bagus dan
baik sehingga dapat memaksimalkan potensi sumbgr diam atau geografisnya
yang mampu untuk dapat dikatakan memiliki potemguki memperoleh sertifikat
Indikasi Geografis di daerah-daerah sekitarnya.aBalonsultasi yang memiliki
Komite Nasional dan Komite Daerah merupakan sugtuktsiral yang baik jika
memang baik jika Indonesia mau meniru sistem separt Tidak Hanya untuk

Indikasi Geografis tetapi juga untuk Hak Kekayaatelektual lainnya.

Penjabaran struktural pada konsep kelembagaa INAgnbarikan suatu
ruang lingkup dan sistem ekonomi yang baik. Mengfingdikasi Geografis pada
negara Perancis memberikan distribusi perekonoiyéeny baik bagi penghidupan
masyarakat sekitar dan hingga kini memberikan d&nkeanajuan yang pesat bagi

pertumbuhan ekonomi Negara Perancis.

Merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah di Insianentuk melakukan
suatu kebijakan untuk lembaga Indikasi Geografisaise khusus. Sejak dahulu
hingga sekarang produk pertanian dan perkebunanangnerkenal di Indonesia,
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jadi memang tidak ada salahnya jika mendirikan tsuambaga khusus dibawah
pemerintah untuk melakukan penelitian secara strakt terhadap semua
kemungkinan sumber daya alam daerah yang mampwk whtiaftarkan sebagai
produk Indikasi Geografis di Indonesia. Sehinggatinga dapat meningkatkan

perekonomian daerah tersebut dan tentunya negara in

b. Perlindungan Indikasi GeografisIndia

India adalah negara yang dapat menjadi contoh/amjulntuk Indikasi
Geografis. Sebagai negara yang turut menandatan@enanjian TRIPs, India
berkewajiban memenuhi ketentuan WTO. Salah satwdalah yang ketentuan
menyangkut perlindungan terhadap Indikasi Geogr&fexlindungan atas Indikasi
Geografis di India diatur dala@eographical Indications of GoodRegistration &
Protectior) Act 1999yang ditetapkan berdasarkan prinsip bahwa suajaradidak
akan mendapatkan perlindungan secara timbal behigah negara lain menyangkut
kepentingan Indikasi Geografis kecuali bila negaéessebut juga memberikan

perlindungan yang sama.

Dalam Pasal 2 (e) Undang-undang tersebut dinyatakémwa perlindungan

atas Indikasi Geografis dapat diberikan unfik :

a. produk-produk pertanian,
b. hasil-hasil alam, dan

c. produk-produk manufaktur

Produk-produk tersebut di atas harus berasal afrodiiksi di wilayah
negara atau daerah atau tempat di mana reputagibgakaitan dengan kualitas atau
karakteristik produk tersebut terkait dengan asabggafisnya. Apabila produk

tersebut merupakan produk manufaktur, maka sal&n akivitas produksi atau

> Muhammad Rizal, Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis India,

http://www.igjepara.comdiunduh pada tanggal 10 Oktober 2011.
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prosesnya harus dilakukan di tempat, daerah atdéayati tersebut. Berdasarkan
undang-undang ini, pemilik Indikasi Geografis damakai yang sah berhak untuk
secara eksklusif menggunakan produk-produk yanghddihgi dalam Indikasi

Geografis. Tujuannya, untuk mencegah terjadinyaggemaan yang salah atau
interprestasi yang salah atas wilayah asal dardykoSuatu produk yang telah
terdaftar sebagai Indikasi Geografis juga telahjat@mmilik masyarakat yang tidak
dapat dialihkan haknya, dilisensikan ataupun dijgkaun. Suatu Indikasi Geografis
juga dilarang didaftarkan sebagai merek. Setiaglgitsran suatu wilayah Indikasi
Geografis sebagai merek akan dinyatakan tidak kerl@engan cara demikian maka
dapat dicegah praktek penggunaan Indikasi Geografisy dapat menyesatkan

khalayak ramai.

Berdasarkan undang-undang Indikasi Geografis Imdéka di India dibentuk
suatu badan yang bertugas mengadministrasikan fp@rahalndikasi Geografis yang
dinamakarGeographical Indications Registruatu pendaftaran yang telah disetujui
mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis yang tagigunakan sebagai bukti
keabsahan Indikasi Geografis dan dapat digunakdamdasetiap perkara di
persidangan tanpa diperlukan tambahan bukti lagtaisGeographical Indications
Registry di India juga terdapat badan lain yang cukup nexmgikan masalah
Indikasi Geografis walaupun tidak semata-mata mersjmasalah tersebut.

Badan ini merupakan badan non pemerintah yang imerG&ne Campaign
badan ini didirikan pada tahun 1992 oleh ahli-ahliberbagai bidang, antara lain
genetika, masalah sosial, hukum, pertanian, ekgniomgkungan, media, kebijakan
luar negeri, industri dan aktivis-aktivis lainnyBujuan pendirian badan ini adalah
untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat atasber daya alam mereka
termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional meyakg dimiliki secara turun-

temurun.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita lilsdtnMa negara India telah

memproduksi suatu produk hukum berupa Undang-Undsetgara khusus yang
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mengatur mengenai Indikasi Geografis. Sehingga aterdgmikian ada beberapa
produk yang dilindungi dibawah Undang-Undang temseymaitu, produk-produk
pertanian, hasil-hasil alam, dan produk-produk rfeltur. Berdasarkan Undang-
Undang tersebut produk-produk tersebut yang telaémdapatkan sertifikat dapat
secara eksklusif menggunakan produk tersebut divaperlindungan Indikasi
Geografis. Produk-produk yang berhak untuk mendapaindikasi Geografis adalah
produk-produk yang berasal atau diproduksi di valaynegara atau daerah atau
tempat dimana reputasi yang berkaitan dengan ksahtau karakteristik produk
tersebut berkaitan dengan asal geografinya. Belktasahal tersebut tentunya
memang tepat dikatakan jika negara India memangapamtuk dijadikan contoh
dalam penegakan hukum perlindungan Indikasi Geisgréfengan disahkannya
produk Undang-UndangGeographical Indications of Goods (Registration &
Protection) Act 199%ntunya merupakan suatu payung hukum bagi mdstdralia
untuk melakukan permohonan pendaftaran Indikasi gédis, karena dengan
diterbitkannya suatu sertifikat Indikasi Geografifeaka apabila suatu saat nanti
terdapat pelanggaran atau peniruan tentang prodiikalsi Geografis maka sertifikat
hak tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuwat glah dalam pemutusan perkara

tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlakindiia maka terbit
suatu lembaga dibawah pemerintah yaBeographical Indications Registrglan
lembaga non pemerintah yai@ene Campaigdengan tujuan untuk melindungi hak-
hak masyarakat setempat terutama dalam proses Ipenaro pendaftaran Indikasi
Geografis dan perlindungan hukum Indikasi Geografias produk yang telah
didaftarkan.

Seperti halnya organisasi INAO di Perancis yangrit@h dibawah naungan
pemerintah, India juga memiliki lembaga tersengaitu Geographical Indications
Registrydan Gene CampaigrPersamaan dari lembaga tersebut adalah perlindunga

terhadap produk Indikasi Geografis yang telah datkén sehingga produk-produk
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Indikasi Gografis tersebut tidak mengalami pemalsyeng dapat menurunkan citra
dan kualitas serta penyesatan informasi di masgaralal tersebut tentunya
berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesibel&e suatu produk Indikasi
Geografis berhasil didaftarkan oleh pemohon Indikseografis yang bersangkutan,
produk tiruan akan produk Indikasi Geografis teumsetelah beredar terlebih di
masyarakat. Seperti halnya produk Indikasi Geogr&fopi Arabika Kintamani,

sebelum produk tersebut dipasarkan telah banyakcuhyesaing baik dari dalam
negeri ataupun luar negeri yang menggunakan kataJ¥Katamani. Hingga Kkini

belum ada pihak dari pemerintah yang mampu untukgatasi hal tersebut. Dampak
yang ditimbulkan berdasarkan hal tersebut tentusrambas kepada pertumbuhan
perekonomian masyarakat daerah tempat dihasilkapnyduk Indikasi Geografis

tersebut. Terlebih lagi belum ada lembaga dibawamd?intah ataupun independen
yang mampu untuk menaungi atau melakukan pembeltanterjadinya peniruan

produk tersebut.

Berbeda dengan India yang telah memiliki suatu ykodukum tersendiri
dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis dermgjaahkannya Undang-Undang
tersendiri, Negara Indonesia baru mampu hanya ashbaengesahkan peraturan
pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Merek NondorTdhun 2001 yang
mengatur secara teknis proses permohonan pendatiamgga jangka waktu dan
habisnya perlindungan hukum Indikasi Geografis.Kaahdalam peraturan pelaksana
tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap enatkdn pemohon pendaftaran
Indikasi Geografis itu sendiri. Seperti misalnyane@uhan persyaratan dalam Buku

Persyaratan serta penggunaan jasa kuasa untulsaedain proses pendaftaran.

Ada salah satu kasus contoh di India yang dapa fatlikan suatu
perbandingan terhadap pelaksanaan Indikasi Gesglafindia. Salah satu contoh
adalah beras Basmati asal India. India telah bentédhun dikenal sebagai produsen

beras beraroma dan berbutir panjang dari varietksl Isuatu daerah yang disebut
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Basmati®® Basmati telah dipergunakan dan diterima di selufuhia sebagai jenis
beras yang tumbuh dan dihasilkan di Basmati. Bartdhhun beras Basmati telah
menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan devéga Imdia. Permasalahan
muncul ketikaRietecperusahaan asal Amerika menggunakan Katanatidan/atau
Kasmatiuntuk produk beras yang telah dikembangkan daretes lokal Basmati.
BerdasarkanPasal 22 TRIPspenggunaan oleh anggota dengan cara apapun tanda
atau tampilan barang berasal dari suatu wilayah gedis yang bukan benar-benar
tempat asal, yang dapat mengelabui publik sebagairah asal adalah dilarang.
Dengan adanya ketentuan tersebut, Basmati dapatedirikan merupakan arti suatu
nama geografis. Kata Basmati telah di ketahui seecemum oleh konsumen di
seluruh dunia sebagai beras beraroma dan berlaujag dengan rasa tertentu yang
aslinya tumbuh di wilayah Basmati, India. KepedulikRonsumen terhadap kata
Basmati dan asosiasi mereka atas kata Basmatidsgrhbheras berkualitas telah
dengan jelas mendoromjcetecuntuk memperoleh reputasi Basmati dengan menjual
beras hasil pengembangan varietas asli BasmatigadenamaTexmati dan/atau
Kasmati Penggunaan nama merek semacam ini dapat dengdahrmenyebabkan
konsumen berpikir bahwa berasnya adalah tipe bgrag benar-benar tumbuh di
Basmati dengan nani@xmatidan/atalkasmati Penggunaan nama merek semacam
ini dapat dengan mudah menyebabkan konsumen brelopikiva berasnya adalah tipe
beras yang benar-benar tumbuh di Basmati, Indka Saja, Basmati ditemukan
sebagai varietas generik beras dan tidak sebagagrafes, maka India dapat
kehilangan pasar ekspor yang ada dari beras Basmeatika terhadap entitas bisnis
lainnya yang menghasilkan varietas sejenis dartustempat. Perlawanan India
dalam masalah ini membuktikan bahwa Basmati bukaietas generik beras , tetapi
mewakili nama geografis. Oleh karena itu, bisa mengkan WTO untuk
menghentikan pelanggaran itu. WTO merupakan sug@ancasi perdagangan dunia

yang bertugas untuk mengawasi dan liberalisasiggamgan dunia. Sehingga bagi

8 Tatty Ramly, SH,MH dan Yeti Sumiyati,SH,MH, tnplikasi Pendaftaran Indikasi
Geografis Terhadap Potensi  Peningkatan  PertumbuhaBkonomi  Masyarakat”
http://www.blogsot.indikasi geografis.co.id, diutdianggal 16 april 2011
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negara-negara yang tunduk dan ikut serta menjagtjcia WTO wajib mematuhi
segala aturan yang berlaku, serta apabila tergdiepsihan hukum sesama anggota
dapat diselesaikan melalui WTO dengan segala ksantyang ada tunduk kepada
WTO.

Peran serta lembaga setempat y&epgraphical Indications Registrgan
lembaga independeisene Campaigntentunya sangat besar mengingat kedua
lembaga tersebut menjadi organ utama yang memhbaelanémberikan perlindungan
hukum dalam memberikan perlindungan hukum.

Bisa kita bayangkan peran pemerintah dan masyasekéar baik konsumen
maupun produsen bersama-sama memberikan perlindundaim terhadap produk
Indikasi Geografis tersebut. Kondisi tersebut teptu sangat berbanding terbalik
dengan keadaan di Indonesia yang baik masyarakapunapemerintah acuh tak
acuh terhadap maraknya aksi pemalsuan produk kidkaografis. Sudah saatnya
dilakukan suatu pembenahan terhadap perlindungemnidndikasi Geografis pada
khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual secara uryamn

c. Perlindungan Indikas Geografis Australia

Proses pendaftaran Indikasi Geografis di Austtelidiri dari 10 langkah, yaita*

2. Permohonan : Panitia Indikasi Geografis, Panitiangaberdasarkan Undang-
Undang dari Australian Wine and Brandy CorporatihWBC) diberi kuasa
untuk menentukan nama dan tapal batas dari Indiksepgrafis, meskipun hal
tersebut berdasarkan inisiatif sendiri atau darinpghon Indikasi Geografis.
Seluruh permohonan ditulis berdasarkan permohoreargytelah tersedia pada
kantor Panitia Indikasi Geografis.

3. Evaluasi : Di atas tanda terima permohonan dari pbion, Komite Indikasi
Geografis akan mengevaluasi informasi yang telatiaigat dalam permohonan
dan akan mengatur konsultasi antara pemohon dewogganisasi lain. Sebagai
catatan bahwa Komite Indikasi Geografis tidak baramgg menerima meskipun
tapal batas atau nhama yang diserahkan oleh pemohon.

4. Konsultasi : Komite Indikasi Geografis berkewajibantuk konsultasi dengan
laporan kepada petani anggur dan organisasi pemimiatuman anggur setiap
permohonan.

> Anonim, Perlindungan Hukum |G Australi&ttp://www.igjepara.comdiunduh tanggal 22 Juni
2011
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5. Pertimbangan Formal dari Permohonan : Kesimpulan rid&onsultasi
pendahuluan dan pada saat itu pemohon diundangkutdampil, kemudian
diikuti dengan keputusan sementara oleh KomitekagiliGeografis.

6. Keputusan Sementara : Anggota Inti dari Komite Kadi Geografis
berdasarkan Undang-undang mengumumkan keputusaensmm yang telah
dibuat oleh Komite Indikasi Geografis. Periode pemgman tidak lebih kurang
dari satu bulan sejak tanggal dipublikasikannyaltegan sementara tersebut.

7. Pertimbangan atas pendapat : Berkaitan dengan ppatlanasyarakat atas
keputusan sementara tersebut kemudian Komite Isidikzeografis akan
mengevaluasi kembali pendapat dari pemohon. Kedeadapat tersebut
diperbandingkan dan dipertimbangkan untuk diputaskantuk mengamobil
keputusan sementara atau mengubah nama tapal bsg¢téslah mendapat
informasi tambahan dari masyarakat selama prosesmimi@ pendapat
masyarakat berlangsung.

8. Konsultasi : Selama proses untuk mendapat baharukaasdari masyarakat
atau pendapat masyarakat, maka Komite Indikasi Gdmydapat melakukan
konsultasi lagi kepada petani anggur atau organidasnya atau perorangan
yang mengerti akan hal tersebut.

9. Keputusan Akhir : Keputusan akhir hanya dapat dibk@mite Indikasi
Geografis setelah menerima pertimbangan masukan#aasdari masyarakat.
Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis memiegnukan tentang keputusan
akhir dari Komite Indikasi Geografis. Pemberitahuégrsebut harus berisi
tentang pernyataan yang membolehkan setiap orangg yamempunyai
kepentingan atau tertarik terhadap permohonan teuseiajukan ke Pengadilan
Administrasi Australia untuk diperiksa ulang atapltusan akhir tersebut, dan
pengajuan tersebut adalah 28 (dua puluh delapam) $etelah pemberitahuan
keputusan akhir diumumkan.

10.Pemerikasaan ulang : Ketika keputusan akhir teladjutan ke Pengadilan
Administrasi Australia dan permohonan untuk pensa@ ulang telah
menghasilkan keputusan yang tepat oleh Pengaditarg ymenyatakan nama
dan tapal batas sudah tepat sebagai Indikasi Geftgyriaustralia maka dapat
didaftarkan untuk dilindungi namanya dan diikutnden keputusan Pengadilan
yang telah diputuskan.

11.Pendaftaran : Ketika tidak ada keberatan ke PenigadAdministrasi Australia
maka Keputusan akhir atas Indikasi Geografis Adstigrsebut melalui
Anggota Inti Komite Indikasi Geografis atau olehuee Australian Wine and
Brandy Corporation mendaftarkan atas perlindungaama dan wilayah atas
produk Indikasi Geografis serta memberikan dampadindungan hukum atas
Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis di Australia jugamberikan sanksi pidana

bagi penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa dt@alk memalsukan produk
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Indikasi Geografis dengan sanksi pidana dua talamnatbu denda $ 60,000,- (enam

puluh ribu dollar Australia)

Pelaksanaan perlindungan hukum atas Indikasi Gkegdi Australia

tersusun dan tertata dengan baik, jika kita bak@inglengan peraturan hukum yang

terdapat di Indonesia dapat kita lihat pada Pexatiemerintah Nomor 51 Tahun

2007 tentang Indikasi Geografis. Terdapat tahapkuohtuk mendaftarkan Indikasi

Geografis diantaranya secara garis besar adalah :

1.
2.

Mengajukan permohonan yang diajukan secara tek@lBirektorat Jenderal,
Permohonan terdiri atas lembaga-lembaga yang mewaksyarakat (pihak
yang mengusahakan barang hasil alam atau kekajaan @rodusen barang
hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinagalaratau barang industri,
pedagang yang menjual), lembaga yang diberi kewgamanuntuk itu,

kelompok konsumen,;

Permohonan harus dilampiri surat kuasa khusus lapaiglalui kuasa dan

bukti pembayaran biaya;

. Melengkapi persyaratan yang tertuang dalam BuksyReatan sesuai dengan

peraturan pemerintah ini;

Menguraikan tentang batas-batas daerah atau plketgatviyang dicakup oleh
Indikasi Geografis;

Pemeriksaan Administratif;

Pemeriksaan Substantif oleh Tim Ahli Indikasi Gedigr yang dituju oleh
Direktorat Jenderal untuk memeriksa, mengamatirdaneliti apakah produk
Indikasi Geografis tersebut telah memenuhi semussypeatan yang
dibutuhkan dalam Buku Persyaratan yang telah dikeant;

Pengumuman;

9. Keberatan atau sanggahan (apabila terdapat samggab&a dilakukan

pemeriksaan substantif ulang apakah memang bedapte ketidak sesuaian
terhadap permohonan pendaftaran Indikasi Geogjiies tidak terdapat

sanggahan atau keberatan maka pengumuman tersogigab sah dan
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permohonan produk Indikasi Geografis tersebut Bedrduk mendapatkan

sertifikat hak atas Indikasi Geografis);

Jika kita melihat secara keseluruhan tata cara gisnan pendaftaran
Indikasi Geografis Australia dan Indonesia terddpierapa kesamaan diantaranya
yaitu pemeriksaan administratif, penentuan tapahdaatau pemetaan wilayah
Indikasi Geografis, pemeriksaan oleh Tim yang ditkrserta adanya pengumuman
dan sanggahan atau keberatan. Melibatkan komporesyamakat didalam proses
permohonan Indikasi Geografis merupakan hal yaramat mengingat dengan
disetujuinya permohonan pendaftaran Indikasi Gédisgrderarti memberikan
sejumlah peluang kerja bagi masyarakat dan tentungaambah sumber daya
ekonomi daerah yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis di Aliatriebih diutamakan
kepada produkvine and brandykarena Australia terkenal dengan produk tersebut.
Selain yang menarik dari perlindungan hukum terpapi@duk Indikasi Geografis
yang telah terdaftar bagi pihak yang dengan sengajakukan perbuatan melawan
hukum seperti pemalsuan produk sehingga menimbuitfarmasi yang tidak sesuai
dan membuat sesat dalam masyarakat akan digamganiédukuman penjara 2 (dua)
tahun dan denda sebnyak $ 60,000 (enam puluh obar dAustralia). Bandingkan
dengan hukum yang terdapat dalam hukum Indonesi@mndperaturan pelaksana dari
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu BeaatPemerintah Nomor 51
Tahun 2007 tidak ditentukan mengenai bagaimanarhakwang diterima bagi pihak
yang melakukan pelanggaran terhadap produk IndiRasigrafis, namun mengenai
hukuman dan ganti kerugian lebih lanjut diatur delandang-Undang Merek Nomor
15 Tahun 2001 yang merupakan payung dari terlakyan®&eraturan Pemerintah
tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dalam p&galan 58 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 :

Pasal 57
1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajugugatan terhadap
pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupempdonan ganti rugi dan
penghentian penggunaan serta pemusnahan etikekasidiGeografis yang
digunakan secara tanpa hak tersebut.
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2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pyaalg haknya dilanggar,
hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk meriikaen kegiatan
pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnatdiket Indikasi
Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58
Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaidiaiagsud dalam BAB XII
undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandibddap pelaksanaan hak
atas Indikasi Geografis.

Payung hukum yang terdapat dalam penegakan hukuikat Geografis
dianggap minim sehingga banyak produk-produk yaitigudnelenggang bebas di
pasaran produk Indonesia. Sudah saatnya untuk ok@aksuatu pembenahan dalam
sistem hukum nasional khususnya dalam bidang Hakay&an Intelektual
khususnya pada bidang Indikasi Geografis. Potetein adan kekayaan alam
masyarakat daerah itu sendiri sangat beragam didala besar. Perlindungan hukum
yang lebih struktural dan menjangkau seluruh adgekginan masyarakat sangat
diperlukan mengingat produk Indikasi Geografis damghpergunakan untuk

meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakaalla

5. Beberapa Produk Indikasi Geografis Negara-Negara Asing

a. Negara Perancis

“ Farine de blé noir de Bretagne adalah nama produk tepung gandum dari
Negara Prancis yang mendapatkan perlindungan iadiflsasi Geografis dari badan
Uni Eropa. Disahkan pada 26 Juni 2010 lalu oleh isotdni Eropa, produk khas
Prancis ini masuk didalam jenis nama sayuran dail partanian yang dilindungi
peraturan Indikasi Geografis. Sebelumnya produgetart memang sudah diajukan
untuk mendapatkan perlindungan atas Indikasi Gésgsajak 4 tahun silam yang

tepatnya pada bulan Sepetember 2606.

0 Anonim, Gandum Prancis Dapatkan Perlindungan I&tp://www.igjepara.comdiunduh
tanggal 22 Juni 2011
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Diberlakukannya perlindungan atas Indikasi Geogrdferhadap tepung
gandum berlabeFarine de blé noir de Bretagnai mengharuskan proses produksi,
penyimpanan, sortasi sampai pengeringan harusuéigak didaerah PGl (daerah

geografis yang ditunjuk pada peraturan Indikasi gbafis).

Perlindungan atas Indikasi Geografis bagi ganduralbel Farine de blé noir
de Bretagnemerupakan jaminan kualitas produk yang didasatkdmadap wilayah
asal produk. Di Perancis sendiri terdapat lembadaGO(Organization and
Management of Defenceyang melakukan kontrol terhadap produk Indikasi

Geografis.

Perlindungan atas Indikasi Geografis yang didapafk@duk gandum khas
Prancis merupakan penghargaan yang diberikan kakaeabtas dari produk itu
sendiri dan juga karakteristik-karakteristik lairang disebabkan karena faktor
geografis daerah asalnya. Wilayah geografis tetsaiiara lain adalah Provinsotes

d’ Armor, Finistere, ille et Vilanie, Morbihadan jugalLoire Atlantique.
b. Negara Spanyol

Negara yang mendapat julukan sebagai negeri Mataeisebut telah
menerima pengakuan atas produknya dari Badan KddmisiEropa. Lobak Hijau
Galicia atauGrelos de Galiciani merupakan sejenis sayuran yang diakui olelp&ro
seiring dengan diterimanya Perlindungan Atas Imslikezeografis (PGl). Diterimanya
perlindungan Indikasi Geografis Uni Eropa terhadaghbak Galicia merupakan
sebuah penghargaan dan apresiasi besar bagi niedy&alicia. Terlebih karena
faktor geografis wilayah Galicia yang sebagian besilah ladang, sehingga sangat
cocok untuk perkebunan. Nama say@relos de Galiciaini sebenarnya sudah

diajukan olehGalician Grellos Associatiorsejak Juni 2005 silam. Baru pada awal
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bulan November 2009 lalu, nama lobak khas Sparyotlisahkan sebagai produk
PGI oleh Komisi Uni Erop&!

Lobak Galicia memiliki beberapa ciri khusus sepbgiwarna hijau tua dan
tekstur yang sedikit berserat dipandu dengan gedika asam. Di Spanyol, produk
Lobak Galicia dapat ditemui dalam berbagai benagesi sayuran segar, dibekukan
dan bentuk kaleng. Proses produksi yang diawasiradangsung oleiNSTITUTO
GALLEGO DE LA CALIDAD ALIMENTARIAl propinsi Galicia, Spanyol. Hal
tersebut dilakukan karena komitmen tinggi dari Pemeh Spanyol bersama
masyarakat Galicia pada khususnya dalam menjagétasugproduk Grelos de

Galicia yang berlabel produk Indikasi Geografis.
c. Negara Jerman

Negara Jerman kembali memasukkan salah satu nakemarmakhasnya untuk
dilindungi dan diakui oleh Uni Eropa. Nam&chwé&bische Maultaschedan
Schwabische Suppenmaultascherrupakan nama makanan sejenis pasta khas
negara Jerman yang sudah menerima perlindungakabdieografis Uni Eropa.
Makanan khas Jerman tersebut sudah diajukan pemigachnya pada tanggal 16
Januari 2006 silam. Dan pada akhir bulan Oktob&92@lu Komisi Eropa telah
resmi mengesahkan nanfachwabische Maultaschesebagai salah satu nama

makanan jenis pasta yang mendapatkan perlindumgkeasi Geografi§

Pasta sendiri merupakan jenis makanan yang tedmratadonan berbahan
dasar tepung terigu, air, telur dan garam yangndilke menjadi berbagai variasi

ukuran dan bentuk. Pasta dijadikan berbagai hidasgtelah dimasak dengan cara

61 Amirul Hidayah, Lobak Hijau Glacia Peroleh Perlindungan |G

http://www.igjepara.comdiunduh tanggal 22 Juni 2011

2 Mukhammad RizalJerman Kembali Mendaftarkan Produk Iftp://www.igjepara.com
diunduh tanggal 22 Juni 2011
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direbus. Di Indonesia, jenis pasta yang populeralm& spageti, makaroni dan

lasagna.

Dengan berlakunya peraturan perlindungan Indika&siggafis Eropa terhadap
nama pastaéSchwabische Maultaschetari negara Jerman ini, selain menambah
jumlah nama makanan khas Jerman yang sudah dijdaan dijamin
keberadaannya oleh Uni Eropa juga menjadikan lagigroduksi pasta dengan
namaSchwabische Maultaschgang asli dengan standar PGl Uni Eropa hanya dapat
dilakukan diwilayah geografis Jerman. Daerah yangndapatkan hak istimewa
tersebut adalah Swabia dan jlBgden Wurttemberg
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BAB 3
PENUTUP

1. Simpulan
Adapun simpulan yang dapat diambil dalam penuliseadalah :

1. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Indikasigaés berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentatigasi Geografis dapat
dikatakan memadai dan memenuhi segala kebutuharyaratat daerah
dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. awfain di dalam
pelaksanaan pasal-pasal tersebut masih banyalp&tioEnyak kendala dalam
pelaksanaannya. Sumber daya manusia yang bersangketum mampu
untuk menangkap dan memahami mengapa tahap-taimalaftsean produk
Indikasi Geografis harus melalui waktu yang cukama dan berbelit-belit.
Sehingga dengan demikian pemberdayaan sumber dagasia sangatlah
diperlukan untuk memberikan pengertian akan pentiagperlindungan

hukum atas Indikasi Geografis.

2. Akibat hukum dengan terdaftarnya Produk Indikaso@afis Kopi Arabika
Kintamani, terdapat perlindungan hukum dalam prgsesasaran produk
tersebut serta kenaikan kualitas citra akan ksaptaduk Indikasi Geografis
Kopi Arabika Kintamani. Sehingga dengan hal terselapat meningkatkan
taraf hidup dan perekonomian penduduk setempat yabggian besar terdiri

atas petani Kopi Arabika Kintamani.
2. Saran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 telah reekalm suatu jalan
keluar tentang tata cara pendaftaran dan bagairparimdungan Indikasi
Geografis. Penyusunan Buku Persyaratan sebagaitayi@ma permohonan

Indikasi Geografis, diharapkan dapat dipermudahgimgiat masyarakat yang
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berkecimpung dalam dunia Indikasi Geografis adatesyarakat pedesaan
dengan tingkat pendidikkan yang minim. Peran sedmerintah dengan
upaya jemput bola sangatlah dibutuhkan karena bdmnyaknya potensi

produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indoaesi

Perlindungan hukum yang optimal sangatlah dibutnhkabagai akibat
hukum dari terdaftarnya produk Indikasi Geograflengan berbagai ragam
peniruan produk Indikasi Geografis yang terdapdhdonesia hingga manca
negara tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi petabruntuk bagaimana
meningkatkan penegakan hukum dalam mengurangi dgsgrip@acam potensi
peniruan produk Indikasi Geografis. Sehingga karj@s antara penegak
hukum sangatlah diperlukan untuk menghilangkan laegatensi peniruan

produk Indikasi Geografis yang semakin marak.
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PERTANYAAN untuk Departemen Hukum dan HAM

1. Bagaimanakah menurut bapak perkembangan Indikasyr@es sekarang ini, khususnya
pada propinsi Bali?

Jawab : Perkembangannya bisa dikatakan tidak bpgtat, hal tersebut bisa kita lihat
dari tidak adanya tindak lanjut dari pemerinta dhesetelah suatu Indikasi
Geografis mulai didaftarkan hingga mendapatkanifisatt atas suatu Hak
Kekayaan Intelektual.

2. Secara etimologi kata, Indikasi Geografis terditdasadua kata yaitu indikasi atau
geografis. Apakah menurut bapak/ibu secara gesgBafii memiliki potensi yang besar
untuk mendaftarkan Indikasi Geografis?

Jawab : Secara umum, Indonesia merupakan salaliNsgtra di dunia yang memiliki
berbagai macam kekayaan alam, sehingga tak herayalbdasil alam yang
dapat kita manfaatkan. Di Bali sendiri secara gaftgybanyak memiliki potensi
untuk dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografepedi misalnya Salak
Karangasem, Anggur Singaraja yang bisa dijadikdrabavine, dan Jeruk Bali.
Berbagai macam hasil kekayaan alam setempat temsedyupakan bukti bahwa
banyak potensi Indikasi Geografis yang dapat dagledin untuk memperoleh
sertifikat atas Hak Kekayaan Intelektual.

3. Bagaimanakah hasil-hasil kekayaan alam yang dinaléh propinsi Bali? Apakah sudah
cukup mampu untuk dikatakan sebagai Indikasi Géisgyang memiliki suatu ciri khas?
Jawab : Secara umum memang banyak potensi kekaj@anyang dapat dikategorikan

sebagai Indikasi Geografis di Bali yang tentunylahtememiiki cirri khas dan
karakteristik. Namun, untuk dapat dikatakan sebagtikasi Geografis haruslah
dilakukan penelitian terlebih dahulu.

4. Dalam implementasinya di masyarakat, apakah masyatalah mengetahui tentang
adanya Indikasi Geografis?

Jawab : Masyarakat secara umum telah mengetahutiaptak Kekayaan Inetelektual,
namun pengertian mengenai Indikasi Geografis indisebelumlah dipahami
oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan,ak@eejang pendidikan
mereka yang minim dan kurangnya minat akan keitgjiman masyarakat akan

pentingnya Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakatepadn pada umumnya
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akan merasa bangga apabila suatu hasil kekayasmagtaipun hasil kerajinan
atau kesenian mereka digunakan oleh pihak luaratiddanpa mereka sadari
pihak luar tersebut telah mengambil Hak Kekayaaeldktual yang mereka
miliki.

5. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh patakridalam mensosialisasikan
keberadaan Indikasi Geografis?

Jawab : Selama ini pemerintah khususnya Departehigkum dan HAM telah
melakukan berbagai macam upaya sosialisasi kepaalsyamakat seperti
misalnya memberikan penyuluhan ke desa — desant@rman mengadakan
seminar yang mengundng masyarakat umum untuk nengearti penting
Indikasi Geografis.

6. Dengan lahirnya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tal2@®1 terutama yang
dirumuskan dalam pasal 56 ayat (9) tentang Indi&ssigrafis, hingga terbit Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indi&zografis. Apakah dengan
adanya PP tersebut memberikan suatu perubahandbag usaha khususnya sektor
pertanian dan perkebunan di propinsi Bali?

Jawab : Peraturan Pemerintah merupakan pelaksate@nadanya Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001, dengan demikian adaeyatgran pemerintah
tersebut mendukung terselenggaranya Indikasi Gésgdan memudahkan
masyarakat untuk mendaftarkan produk Indikasi Geya.

7. Bagaimanakah tindak lanjut dari pemerintah untuknsosialisasikan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tersebut? Adakaldatarkendala yang dihadapi
dalam pelaksanaannya?

Jawab : Pemerintah khususnya Kanwil Departemen iHuttan HAM telah melakukan
berbagai macam cara sosialisasi yaitu dengan makgageminar-seminar yang
mengundang para ahli Hak Kekayaan Intelektual damgajak masyarakat
umum sebagai peserta dalam seminar tersebut. Kendalg dihadapi adalah
sedikitnya jumlah sumber daya manusia terutamaali Y&ang mengerti dan
memahami akan apa itu Indikasi Geografis, sehinggayarakat sulit untuk

memahami apa sebenarnya arti penting dari IndiBasigrafis tersebut.
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8. Kopi Arabika Kintamani merupakan pemilik sertifikelAKI atas Indikasi Geografis
yang pertama kali di Indonesia. Bagaimanakah upayes dilakukan oleh pemerintah
dalam menindak lanjuti bahwa adanya suatu potegigftaran Indikasi Geografis?
Jawab : Ketika mengetahui adanya suatu potensigf@anan Hak Kekayaan Intelektual

yaitu Indikasi Geografis di wilayah Kintamani, pamé&h dalam hal ini Kanwil

Departemen Hukum dan HAM mengambil tindakan dengangajak beberapa
instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan danelgean atas potensi
Indikasi Geografis tersebut.

9. Bagaimanakah proses dari Kopi Arabika Kintamarsdbut sehingga dapat dikatakan
tergolong sebagai bagian dari HAKI yaitu Indikagid@rafis?

Jawab : Prosesnya memakan waktu yang cukup lanh&lusenya banyak peneliti-
peneliti dari pihak swasta ataupun luar negeri yarglakukan penelitian di
daerah Kintamani. Dari hasil penelitian tersebubytata memang benar kopi
yang ditanam di daerah tersebut memiliki cita rdaa kehususan yang sangat
jelas berbeda. Sehingga muncul suatu ide untuk afiemkan produk tersebut
kedalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu Indikasi @rafis dengan mengandeng
pihak pemerintah untuk bekerja sama melakukan pebgegan dan penelitian
lebih lanjut.

10.Berapa lama waktu yang dihabiskan sehingga KopbikeaKintamani bisa memiliki
sertifikat HAKI?

Jawab : dari pertama peneletian hingga akhirnga Hiterbitkan yaitu sekitar 5 tahun
dimulai dari tahun 2003 hingga dikeluarkannya 8kati pada tahun 2008.

11.Dalam berjalannya proses pendaftaran Indikasi Géisgrapakah ada kesulitan dalam
mendaftarkan Indikasi Geografis?

Jawab : Pertama munculnya suatu perdebatan kktikamengajak instasi Dinas

Perkebunan untuk bekerja sama. Dinas Perkebunagamggap bahwa Kopi
Arabika Kintamani termasuk dalam Varietas Tanamangybaru sehingga
tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam Indikasi Gefigg Padahal dalam
suatu Indikasi Geografis yang dilihat adalah hasobduknya dan karakteristik
serta ciri khas yang muncul dari produk tersebuagyaengindikasikan suatu

wilayah tertentu.
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12.Pihak-pihak mana sajakah yang dilibatkan dalamgz@&ndaftarkan Indikasi Geografis
tersebut?

Jawab : Pihak-pihak yang dilibatkan adalah Dinaskdétrinan, para pengusaha lokal
serta peneliti-peneliti swasta baik dari luar neg&upun dalam negeri.

13.Menurut bapak apakah dengan didaftarkannya KopbikaaKintamani dalam Indikasi

Geografis memiliki suatu peningkatan terutama dakehekonomi yaitu peningkatan

dalam penjualannya?

Jawab : Peningkatan tentunya pasti ada, karenaahamgyekalah yang berhak untuk
memproduksi Kopi Arabika Kintamani tersebut. Pemtahh Daerah setempat
telah berusaha membantu masyarakat setempat dangambuatkan suatu
koperasi yaitu Koperasi Mulih Sari sebagai suatiraéproduksi dan pemasaran
hasil perkebunan masyarakat setempat.

14.Mampukah Kopi Arabika Kintamani tersebut bersaiatath pasal nasional dan global?
Jawab : Mampu selama masih memiliki cirri dan kegagtik yang khas.

15.Menurut bapak apakah kekhasan yang dimiliki olelpik&rabika Kintamani sehingga
berhak untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Gefigffa

Jawab : Kelembaban dan stuktur tanah yang berbentyyehabkan daerah Kintamani
dapat memproduksi kopi dengan cita rasa yang I8etsingga apabila biji kopi
tersebut ditanam di daerah yang berbeda tidak akamdapatkan hasil yang
sama.

16.Dengan didaftarkannya Indikasi Geografis Kopi AkabKintamani, apakah memberikan
suatu iklim yang baik dalam pemahaman dan pengertiasyarakat akan pentingnya
suatu pendaftaran HAKI terutama untuk masyarakag) yeergeliat dalam dunia pertanian
dan perkebunan?

Jawab : Mengenai pengertian dan pemahaman masyaekarasa belum menyeluruh
karena sebagian sumber daya manusia masyarakaips¢tgang sangat minim.
Hanya pemuka adat dan tokoh-tokoh adat saja yamg h@engerti dan
memahami apa itu Indikasi Geografis.

17.Hingga saat ini berapa total Indikasi Geografisgyberhasil di daftarkan?
Jawab : Untuk propinsi Bali sendiri hanya baru Képabika Kintamani yang berhasil

untuk didaftarkan.
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18.Secara keseluruhan, menurut bapak mampukah Indi&asigrafis (Kopi Arabika

Kintamani) memberikan suatu dampak postif dalankgrebangan ekonomi masyarakat

daerah sekitarnya?

Jawab : perekonomian masyarakat setempat sangpatighntung kepada hasil pertanian
kopi tersebut. Tentunya dengan adanya sertifikalikési Geogrfis tersebut
masyarakat setempat dapat dengan mudah untuk mesepalsar nasioal dan
global.

19.Bagaimanakah menurut bapak tentang pencatutan hail@si Geografis?pemalsuan
yang sering kita lihat? Apakah hal tersebut membauwatu makna yang buruk dalam
perkembangan dunia perekonomian ? dan apakah latghkgkah preventif dan represif
dalam menanggulangi hal tersebut?

Jawab : Banyak kehawatiran yang timbul oleh maggtraetempat yaitu masyarakat
Kintamani. Salah satunya adalah adanya produk Ildgpi Jepang yang
mempergunakan nama Kintamani yang tentunya dijelaihl murah di pasar
nasional. Tentunya ini menghambat lajunya perkemgdanperekonomian
masyarakat setempat yang sangat bergantung kepasib Kopi tersebut.
Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh pemkbrign masyarakat
setempat belum ada, mengingat pengajuan gugatarbutigmkan biaya yang
banyak dan merupakan beban bagi masyarakat setempat
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PERTANYAAN UNTUK PENGUSAHA KOPI ARABIKA KINTAMANI

. Apakah yang bapak ketahui tentang hak kekayaalekitel?

Jawab : Hak yang diperoleh berdasarkan hasil kelkaydaelektual yang tidak berwujud,
namun ketika diwujudkan akan memiliki suatu nil@irdna daya pikir atau
kekhasan yang ada.

. Bagaimakah perkembangan HAKI di Indonesia khususihpaopinsi Bali?

Jawab : saya rasa pemerintah belum berpihak kepedgyarakat, karena sebenarnya
banyak asset-aset kesenian atau budaya yang daladtakan sebagai Hak
Kekayaan Intelektual.

. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendafta?

Jawab : waktu yang diperlukan sangat lama dan biebedt, pemerintah tidak mau

menjemput bola dan hanya diam ditempat.

. Mengenai Kopi Arabika Kintamani. Bagaimanakah asalanya sehingga bapak dapat

menganggap bahwa Kopi Arabika Kintamani memilikigmsi yang sangat tinggi untuk

dapat didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual?

Jawab : Kopi Arabika Kintamani telah ada sejak diakala dan terkenal dengan sebutan
kopi Bali. Penelitian mulai dilakukan sejak tahud02 oleh para peneliti dari
pulau Jawa dan luar negeri, dari sana baru kamgerérbahwa memang Kopi
Arabika Kintamani ini masuk dalam Indikasi Geogsafian wajib didaftarkan
sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual.

. Apakah sebelumnya bapak telah pernah mengetahantgadanya Indikasi Geografis?

Jawab : belum, tidak mengetahui sama sekali. Batik&k Kopi Arabika Kintamani ini
muncul sebagai salah satu produk Indikasi GeogrpBserintah baru mulai
gencar melakukan sosialisasi.

. Apa yang bapak ketahui tentang Indikasi Geografis?

Jawab : Suatu produk yang memiliki sutu ciri khaan dkarakteristik yang

mengindikasikan suatu wilayah.

. Apakah kekhususan atau kekhasan yang dimiliki &lepi Arabika Kintamani sehingga

patut untuk memperoleh sertifikat hak atas Indikasografis?
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Jawab : ciri khas yang dimiliki adalah cita rasasbbedan setelah dilakukan penelitian
ada rasa citrus dan lemon didalamnya. Rasa jemselet diperoleh karena
struktur tanah yang dekat dengan gunung merapi.adgah di sekitarnya
terdapat pohon jeruk, hal tersebut tidak mempefgaasa asam yang timbul
dalam kopi.

8. Apakah langkah awal yang dilakukan oleh bapak dasyarakat setempat untuk
mendaftarkan Indikasi Geografis?

Jawab : pertama masyarakat dibina oleh Dinas Fsbpian Dinas Kopi dan Kakao
Jember yang melakukan penelitian di Kintamani. I8eteadanya penelitian
barulah dapat diperoleh sertifikat Indikasi Geoigraf

9. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses peanaiaftya?

Jawab : Lamanya waktu yang dibutuhkan, dan birokersa administrasi yang berbelit-
belit. Masyarakat setempat juga belum sepenuhnyaatami dan mengerti apa
itu Indikasi Geografis karena sosialisasi yang kgrdari pemerintah.

10.Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga dapathitikan suatu Indikasi Geografis?

Jawab : dari penelitian hingga terbitnya sertifikeetmbutuhkan waktu 6 tahun (2002-

2008)
11.Bagaimanakah respon dari pemerintah dengan adamjenwintuk pendaftaran Indikasi

Geografis tersebut?

Jawab : Pemerintah menyambut dengan baik dan nkalaktindak lanjut dengan
mengajak pihak-pihak instansi terkait untuk memersgégala persyaratan yang
timbul akibat pendaftaran Indikasi Geografis.

12.Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh petadridalam proses pendaftarannya?

Jawab : Pemerintah mengirimkan tim khusus danlpenrtuk melakukan penelitian
dan memastikan apakah mutu tanah dan karakterighlh tersebut yang

membuat adanya ciri khas Kopi Arabika Kintamani.
13.Bagaimanakah iklim geografis daerah Kintamani tendg@asilkannya Kopi Arabika

Kintaman tersebut?

Jawab : dengan ketinggian 1000 — 3000 m diatas ylexam laut yang menyebabkan
kelembaban tanah menjadi tinggi dan struktur tayeaty berbeda menyebabkan

kopi yang dihasilkan jauh lebih besar dan rasa ydimgsilkan segar saat
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diminum. Kopi Arabika Kintamani memiliki kode tersgiri yaitu S795, B1,
Kopyor yang berarti merupakan kopi kualitas nomaiusApabila musim hujan
datang sehingga menyebabkan tanah menjadi basala gk kopi yang
dihasilkan akan menjadi sangat besar dan beraihdhtersebut berarti kopi itu
tidak dapat diperjual belikan karena merupakan ytodng gagal. Musim panen
dari Kopi Arabika Kintamani ini sendiri adalah daia sekali, dalam waktu dekat
yaitu bulan agustus.

14.Bagaimana respon dari petani atau mayarakat setelapgan adanya suatu pendaftaran
Indikasi Geografis?

Jawab : pada umumnya mayarakat Kintamani belum ergrngengenai apa itu Indikasi
Geografis. Sebagian masyarakat hanya mengetahwab&bpi yang mereka
tanam dan hasilkan dikenal oleh masyarakat luas.

15. Apakah dengan terdaftarnya Indikasi Geografis famektorat Jendral Hak Kekayaan
Intelektual memberikan suatu dampak yang positilarda bidang perekomian?
mampukah Kopi Arabika Kintamani menembus pasarajtob
Jawab : Peningkatan perekonomian justru ada dakata gglobal harga kopi mulai

meningkat. Dahulu para eksportir hanya menilai &ggpi antara Rp 4000;

hingga Rp 5000; saja sedangkan sekarang bisa tilsinpada itu yaitu 200

gram sebesar Rp 250.000;. Kami belum berani berrdaiskala nasional

karena banyaknya kopi dari luar negeri yang membita Kintamani namun

dijual sangat murah padahal kualitas kopinya s&atgatemprihatinkan.

16.Bagaimanakah proses pemasaran dan penjualan Kaogbikar Kintamani setelah

memperoleh sertifikat Indikasi Geografis? Sehinggasyarakat mengetahui adanya
suatu produk Indikasi Geografis yaitu Kopi Arablkiatamani?

Jawab : kita memiliki 16 (enambelas) unit pengofahgi kopi yang didukung oleh
subak abian. Dari unit pengolahan tersebut kemukignudian langsung dijual
kepada eksportir tidak kepada perusahaan-perusdtednlagi. Kopi Arabika

Kintamani ini telah diekspor ke Amerika dan Augtaal
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17.Dalam proses publikasi dan pemasaran serta penjuglakah bapak menemukan
kesulitan?

Jawab : kesulitan yang dihadapi adalah pengirinsaiarnty kepada eksportir yang harus
melalui kode — kode tertentu dan kita harus menkikie-kode tersebut. Hal
tersebut masih sangat sulit kita gapai. Misalny@dekidopi Arabika Kintamani
KW 1.

18. Apakah menurut bapak, pemerintah selama ini telaminerikan suatu tindakan yang
positif dalam didaftarkannya suatu Indikasi Geagfaf

Jawab : Pemerintah Daerah setelah didaftarkanngikalsi Geografis tersebut hanya

meninjau setahun sekali keberadaan masyarakat patetan perkebunan kopi.
Monitoring atau pengamatan hanya dilakukan olehaBiRerkebunan Propinsi
Bali untuk melihat sejauh mana perkembangan, pkmjuwan labelisasi dari Kopi
Arabika Kintamani ini. Selain itu pemerintah jugaemdirikan Koperasi di
wilayah kami dengan nama Koperasi Mulih Sari yaalgirl dari subak sebagai
lembaga keuangan. Desa Mabi sebagai penghasil Koabika Kintamani
memiliki 60 Kepala Keluarga yang keseluruhannyagaarbergantung kepada
hasil penjualan Kopi Arabika Kintamani, selain kKeberadaan subak abian juga
sangat mempengaruhi, karena keberadaan kopi itdirsdergantung kepada

subak.
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